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ABSTRACT

DI system : The enforcement of Liectronic Data Interchange  [EDI] system in
Tanjung Emas Semarang Harbor’s as alternalive customs procedures.Peni Susetyorint.
22% pages. Thesis.Semarang : Law Master's Degree Program Recitation of Economic
and Technology Post Graduate Program Diponegoro University. ‘

In Improving to increase international trade, the government by the rule No.
10/1995 about Customs, has advice to the party of export-import to enforce EDI system
as effort to perfect Bill of Lading {B/L] system. Tanjung Emas Semarang Harbor’s by
Directorat General of Customs and Excise has EDI system . But it is not runs well
because there are several problems, both technical and non-technical,

According to the research, it is cause by less participation of the EDI system
members’s, it is not balance between trading volume and cost for EDI system and they
are satisfy enough with the system before.

From the legal aspects, there are several legal problems about using of Customs
EDI system. The ones is EDI document as a proof in the court. Both private dispute and
public dispute.

Indonesian customs law has not regulated all legal problems about using of
customs EDI system. Indonesian customs law has just regulated EDI Problems in
practice or technical procedures, but the legal aspects especially in EDI document as a
proof in the court have not regulated yet.

Its can be conclude that EDI system enforcement cannot runs well because less
socialitation , less antusiasm from the party of EDI system and less regulatory of
customs EDI system. So, it is important to the government to think about it.
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ABSTRAK

Sistem EDI : Pelaksanaan Sistem Electronic Data Interchange [EDI] Di Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang Sebagai‘ Alternatif Dalam Prosedur Kepabeanan, Peni- Susetyorini.224
halaman. Tesis.Semarang ;" Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan
Teknologi Program Pascasarjana Universitag Diponegoro.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam perdagangan internasional, maka
pemerintah  melaui undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mewajibkan
pihak-pihak yang berkaitan .dengan  ekspor-impor melaksanakan sistem Electronic Data
Interchange [ED]] sebagai usaha untuk menyempurakan sistem B/L yang selama ini berlaku .
Sebagai salab satu pihak yang berkepentingan dalam prosedur ekspor-impor, Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang melalui Kantor Bea dan Cukai Juga telah melaksanakan sistem EDI.
Namun dalam pelaksanaannya kurang dapat berjalan dengan baik karena terdapat berbagai
hambatan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebabnya antara lain kurangnya
partisipasi para pihak yang berkaitan dengan sistem EDI ini dikarenakan oleh tidak
sebandingnya volume perdagangan mereka dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk
berlangganan sistem EDI, juga dirasakan sudah merasa cukup puas pada sistem yang selama
ini berlaku. 5 | o

Dari segi hukum, terdapat berbagai masalah hukum yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan sistem -EDI. Salah satu masalah hukum tersebut adalah berkaitan dengan -
- penggunaan dokumen EDI sebagai alat pembuktian di pengadilan bila terjadi sengketa, baik
sengketa pidana maupun sengketa perdata. Hukum Kepabeanan Indonesia belum mengatur
seluruh  masalah hokum tentang penggunaan system EDI kepabeanan. Hukum kepabeasnan
Indoesia hanya mengatur masalah-masalah ED] secara praktek atau prosedur teknik, sedangkan
aspek hukum khususnya mengenai dokumen EDI sébagai pembuktian di pengadilan belum
diatur.. Dengan’ demiikian dapat disimpuikan bahwa pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan
. Tanjung Emas kurang dapat berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi dan antusiasnya
masyarakat usaha dan para pihak yang berkaitan dengan aan sistem EDI serta
minimnya peraturan perundangan yang mengatur sistem EDI Sehingga hil ini perlu dipikirkan
oleh pemerintah. - . y . : ,
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AFTA
APEC
BAPEKSTA
B/L
CARDIS
cCce
CUSCAR
CUSDEC
CUSREP
CFRS
CREADV
DIKC
DIBC
EDI

EDI VAN
EMKL
EMKU
GATT
GBHN-
GEIS
GUIDEC

ICC

DAFTAR SINGKATAN

: ASEAN Free Trade Asea

- Asta Pacific Economy Cooperatian
: Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengo}.ahan‘Data Keuangan
: Bill ot Lading

: Cargo Data Interchange System

: Customs Cooperation Council

: Customs Cargo Report Message

: Customs Declaration Message '

: Customs Conveyance Report Message

. Customs Fast Release System

: Customs Credit Advice Message

- Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

. Electronic Data Interchange

: EDI Value Added Network

: Ekspedisi Muatan Kapal Laut

: Ekspedisi Muatan Kapal Udara

- General Egreement on Tarif and Trade

: Garis-Garis Besar Haluan Negara

- General Electronic Information Services |

- General Usagefor International Digitally aaaaensured Commerce

- International Chamber of Commerce
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I-Plus

IT

ITO
KIBC
KITE
KMK
KUHPer
KUHP
KUHAP |
KUHD
L/C
MoU

NI

NHI
PBB

PC

PEB
PELINDO .
PIB
PPIK.
PPNS
RKSP

SE

- Intercept - Plus

: Information Technology

~International Trade Organization

- Kantor Inspeksi Bea dan Cu_ka;'

: Kemudahan Impdr Tujuan Ekspor

: Keputusan Menteri Keunangan

: Kitam Undang-Undang Hukum Perdata
: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- Letter of Credit

: Memory of Understanding

. Nota Informasi

: Nota Hasil Intelijen

: Perserikatan Banésa—Bangsa

: Personal Computer.

: Pembernitahuan Ekspor Barang

: Pelabuhan Indonesia

: Pemberitahuan Impor Barang

- Perusahaan Pengl';saha Jasa Kepabeanan
: Penyidik Pegawai Negeri Sipil

: Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut

: Surat Edaran




SEADOCS
SKDP
SPPB
SSBC

SSP
UNCITRAL
UNCTAD
UN-EDIFACT:

wCO

» Seaborne Trade Documentation System
: Sambungan Komunikasi Data Paket ﬁ
- Surat Persetujuan Pengeluaran Barang -
- Surat Setoran Bea Masuk

: Surat Setoran Pajak

United Nations Commission on International Trade Law

- United Nations Conference on Trade and Development

United Nations EDI for Administration, Commerce and Transport

: World Custems Organization
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan merupakan pintu gerbang kegiatan ekspor-impor yang vital

dimana kegiatan ekspor-impor tersebut berlangsung, Pelayanan jasa kepabeanan

vang berada di pelabuhan memegang peranan yang penting guna nienjamin

kelancaran arus barang. 'Merupakan sesuatu hal yang wajar apabila segala usaha
dilakukan dalam rangka untuk memperlancar arus barang di pelabuhan. Salah satu
diantaranya adalah dengan penerapan sistem Electronic Data Interchange ( EDI )
sebagai. suatu sistem yang diharapkan akan dapat memperlancar arus barang baik
mpor maupun ekspor di pelabuhan. Sistem EDI ini diharapkan dapat
menyempurnakan sistem yang selama ini berlaku, |
Dalam kontrak jual beli internasional, pembeli dan penjual berada di negara yang
berbeda, sehingga barang-barang h.é.‘rus dialihkan secara internasional. Oleh karena itu
pengangkut internasional biasanya terlibat dalan transaksi semacam ini. Hubungan
hukum dengan pengangkut ini dapat dilakukan dengan baik oleh pembeli maupun
penjual, Dalam transaksi semacam ini akan diterbitkan Bill of Lading ( B/l ) atau
cognosement yang membuktikan bahwa barang sudah dikirimkan oleh penjual kepada
pembeli. Terlepas dari praktek penggunaan B/L yang telah berabad-abad lamanya,
ternyata B/L memiliki kekurangan-kekurangan, Salah satu kekurangan penggunaan

B/L adalah dapat disalah gunakan oleh pihak lain dan proses transfernya lambat




sehingga adakalanya barang datang lebih dahulu daripada B/L. Oleh karena itu
pemakainan B8/L dirasakan kurang efisien untuk memperlancar kegiatan ekspor-
impor , khususnya dalam mengantisipasi era perdagangan bebas ASEAN Free
Trade Area ( AFTA) yang akan dimulai pada tahun 2003. Sehubungan dengan hal ini,
maka dicari usaha-usaha yang m.empermudaﬁ kegiatan ekspor, yaitu dengﬁn
menerapkan sistem elecironic  bill of lading ( EDI ) dimana sistem ini telah
diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan
Singapura.’

Dengan sistem EDI, importir bisa mencek atau memerintahkan transfer atau
pemindahan barang-barang impornya lewat sambungan komputer di kantornya. Hal
Ini berarti tanpa adanya kontak langsung dengan aparat Bea dan Cukai di lapangan.

Dalam pelaksanaan EDI ini juga dilatar belakangi oleh kebijakan APEC di Kuala
Lumpur dan keputusan AFTA yaitu dalam rangka memasuki pasar bebas pada tahun
2003 nanti, untuk pengurusan kepabeanan harus memanfaatkan program EDL?

Sistem EDI int sudah- diterapkan di Indonesia dengan proyek percontohan yang
dimulai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang kemudian akan diikuti oleh
pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, termasuk pelabuhan Tanjung Emas
Semarang.

Sebagai suatu sistem yang baru, tentu terdapat hambatan-hambatan dalam
pelaksanaannya. Kesiapan sumber daya manusia di pelabuhan sebagai pelaksana dan

masyarakat pengguna sistem EDI merupakan hal-hal yang dapat dimasulkan dalam

! Koesrianti, SH.LL.M, Evaluasi Pelaksanaan Sistem EDI | Yuridika, Vol. 15 No.4,2000,hal 285,
? Qurabaya Post, 10 Desember 1998,




kategori hambatan tersebut. Disamping itu produ_lf_ perundang-undangan  yang
mendukung pelaksanaan EDI juga periu untuk dievaluasi keberadaannya.

Sistem yang masih dipakai, Bil{ of Lading ( B/L ) adalah merupakan tanda bukt
pengangkutan yang tertulis. Sedangkan sistem  EDT sebagal sistem yang baru,
merupakan suatu paperless system, yaitu suatu sistem yang tidak'membergunakan
kertas sebapai sarana melainkan menggunakan alat elektronik ( komputer ). Dari hal
tersebut diatas, maka tentunya terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan EDI di Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Definisi Flectronic Data Interchange ( EDL) yang diberikan oleh United Nations
Commission on International Trade Law ( UNCITRAL ) adalah sebagai berikut :

Electronic Data Interchange ( EDI ) means the electronic transfer from computer (o
computer of information using an agreed standart 1o structure the information.

Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi EDI adalah pertukaran informasi/dokumen
bisnis antar aplikasi komputer antar organisasi/perusahaan secara elektronik dengan
mengikuti standart yaﬁg disepakati bersama para mitra bisnis.’

Dalam setiap proses kegiatan perdagangan intemasional Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai ( DJBC ) memegang peranan yang sangat menentukan , karena dalam
proses tersebut setidaknya DJBC  terlibat dalam dua titik utama, yaitu pada saat
barang impor akan dimasukkan ke dalam daerah pabean dan pada saat barang ekspor
akan diangkut keluar daerah pabean. Kelancaran pelayanan pada kedua titik tersebut
akan berdampak sangat besar pada peningkatan ekspor di satu sisi dan kelancaran

produksi industri dalam negeri pada sisi lain. Dari segi penerimaan keuangan negara,

3 UNCITRAL Mode! Law on Electronic Commerce { 1996 ), Extract from the US Framework for Global
Electronic Commerce, 1997,
4 Koestianti,op.cit,hal 287.
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kelancaran pelayanan memungkinkan penerimaan dalam bentuk bea masuk dan pajak
dalam rangka impor dapat dilakukan dengan lebih cepat. Yang perlu diperhatikan
adalah Jangan sampai kelancaran yang diberikan menimbulkan kerawanan-kerawanan
vang tidak dapat diantisipasi sehingga dapat berakibat kerugian pada penerimaan
kevangan negara. |

Menyadari' pentingnya peran tersebut, berbagai langkah telah diambil oleh DIBC
yang salah satu diantaranya adalah penyederhanaan sistem dan prosedur penyelesaian
kewajiban pabean yang memungkinkan penanganan tugas pelayanan administra_si
kepabeanan dapat dilakukan secara lebih cgpat dan akurat serta dapat menghindari
biaya tinggi.

Sejak lama disadan bahwa dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik,
sistern administrasi kepabeanan yang selama ini dijalankan sudah harus ditinggatkan.
Adanya tuntutan masyarakat usaha atas pelayanan yang lebih cepat, akurat dan
transparan harus dapat dijawab dengan suatu sistem dan prosedur yang dapat
memotong jalur-jalur birokrasi yang panjang, memberikan kemudahan yang lebih
besar, mengurangi dokumentasi (paper work), mengurangi intervensi fisik pejabat
dalam proses penyelesaian kewajiban pabean dan dapat menghilangkan praktek-
praktek yang menimbulkan biaya tinggi. Hal ini hanya dapat dicapai dengan
menggunakan sistem dan prosedur yang didasarkan pada penggunaan Electronic Data
Interchange (EDI). |

Adanya tuntutan pasar global dimana diperlukan adanya kecepatan, ketepatan,

aman dan murah, administrasi kepabeanan yang dilakukan secara manual dan

“berdasarkan kertas”, sudah tidak memungkinkan lagi. Disamping pengerjaannya




yvang memerlukan waktu , tenaga dan ruang, juga memakan biaya yang sangat besar.
Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) bekerjasama - dengan Departemen
Perdagangan dan Industi, dokumentasi (“berdasarkan kertas™) memberikan
kontribusi sebesar 10% dari keseluruhan nilai ekspor dan jmrpoi' Indonesia. Suatu
jumiah yang sangat signifikan yang scharusnya dapat dihindarkan. Hal ini dapat
dilakukan hanya apabila administrasi kepabeanan dilakikan dengan sistem EDI.’

Penggunaan sistem EDI dalam bidang administrasi kepabeanan telah
dilaksanakan secara luas. Sistem ini dibicargkan secara mendalam baik oleh badan
infernasional dibawah PBB yaitu [UNC7AD, maupun badan yang mewakili dunia
usaha internasional yaitu International -Chamber of Commerce (ICC), dan
direkomendasikan untuk diterapkan oleh institusi kepabeanan.

Dalam suatu rekomendasi UNCTAD yang dituangkan dalam “Recommendations
And Guidelines For Trade Efficiency”, satu diantara empat belas rekomendasi yang
khusus ditujukan kepada “Customs” dalam rangka melaksanakan fungsinya scbagai
fasilitator perdagangan, adaléh keharusan pemanfaatan Information Technology
(IT). Salah satu bentuknya adalah penerapan sistem EDI yang memungkinkan
penyelesalan kewajiban kcpabeanan secara lebih efisien.

International Chamber of Commerce (ICC} sebagai wakil masyarakat usaha
internasional pernah mengajukan ‘usul dalam bentuk paper yang - berjudul
“International Custom Model”. Usul atau paper tersebut pada hakekatnya merupakan

visi dari masyarakat usaha mengenai praktek dan kebijakan di bidang kepabeanan

5 . )
Drs. Djoko Wiyono Ma, Penyederhanaan Sistem Kepabeanan Melalui EDI, Makalah 2001, hal 2,




yang sepatutnya dianut oleh Administrasi Pabean secara intemasional dalam rangka
menunjang  perdagangan. Salah  satu persyarat;m vang dikernukakan adalah
penggunaan  “Automation”. Disebutkan bahwa “Adutomation” merupakan faktor
menentukan untuk dapat menjadi Cusfoms yang modern dan efisien. Customs harus
memiliki sistem elektronik ( EDI ) yang memungkinkan pengusaha menyampaikan
pemberitahuan  ekspor/impor melalui media elekironik dan memungkinkan
melakukan pembayaran melahi  electronic fund transfer. Sistem EDI terscbut harus
dihubungkan dengan instansi terkait serta dapat digunakan dalam rangka
pengumpulan data untuk tujuan analisa yang diperlukan dalam risk assesment dan
compliance measurement ® |

Disamping itu pada organisasi-organisasi perdagangan dan eckonomi, baik
regional maupun multilateral, misalnya ASEAN dan APEC, pemanfaatan sistem EDI
dalam bidang kepabeanan juga sudah merupakan kesepakatan. Sedang World
Customs Organization (WCO) sendiri dalam Kyoto Convention yang merupakan
Konvensi Tentang FHarmonisasi dan Penyederhanaan Sistem dan Prosedur
Kepabeanan, secara khusus mengatur tentang perlunya pemanfaatan sistem EDI oleh
Administrasi Pabean.”

Saat ini sebagian besar dari anggota WCO telah menggunakan sistem EDI dalam
proses penyelesaian kewajiban kepabeanan dan dalam administrasi kepabeanannya.

Sebagian diantaranya telah dapat mencakup keseluruhan bidang kerja utama yang

¢ Drs. Djoko Wiyono,MA, op.cit. hal 3.

7 Ivid ,hal 5.




direkomendasikan oleh WCO, sebagian lagi masih terbatas pada bidang kerja tertentu
dan tahapan proses kegiatan tertentu.

Dalam rangka peningkatan pelayanan serta penerapan sistem dan prosedur

kepabeanan yang cepat, akurat dan aman, sejak sekitar tahun 1985 telah dimulai

dipikirkan untuk menciptakan suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang didasarkan
pada pemanfaatan sistemn kumputerisasi. Setelah melalui study yang cukup lama, pada

tahun 1988 difakukan uji coba sistem kepabeanan yang disebut “Customs Fast

Release System” ( CFRS ). Dalam sistem ini beberapa tahapan proses penyelesaian

kewajiban pabean telah dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Sistem ini
diberlakukan secara nasional pada tahun 1990.

Prinsip dasar sistem EDI di Indonesia dimulai pada tahun 1995, yaitu deng;n
diaturnya cara penyampaian pemberitahuan kepabeanan secara elektronik dalam
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Sistem CFRS merupakan
cikal bakal dari sistem EDI kepabeanan yang diterapkan saat ini yang mulal
dibertakukan pada tanggal 1 April 1997. Sejak 1 April 1998 penggunaan si;tem EDI
bagi importir pada beberapa Kantor Pelayanan Utama sudah merupakan keharusan
(mandatory), dan untuk ekspor dimulai pada 1 Mei 2004. Pihak terkait yang terlibat
dalam penggunaan sistem EDI kepabeanan selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
adalah Bank dan Importir.

Secara umum, bidang aplikasi yang sudah dapat ditangani dalam sistem EDI
kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlaku saat ini baru meliputi
peﬁyelesaian kewajiban pabean dalam bidang impor. Dalam sistem ini proses

penyelesaian kewajiban pabean umumnya dilakukan secara elektronik.

|




Sistem dan prosedur kepabeanan yang diberlakukan saat ini didasarkan pada
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Secara umum prinsip-
prinsip dasar sistem dan prosedur {ersebut antara lain :

1. pemberian kemudahan dan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat
usaha; |

2. pengurangan intervensi fisik .pejabat bea dan cukai dalam proses penyelesaian
kewajiban pabean;

3. pemisahan proses clearance dengan administrasi penerimaan keuangan negara;

4. . penggunaan media elektronik dalam proses penyelesaian kewajiban kepabeanan;

5. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan sistem melalui Posi Clearance

Audit;dan
6. mengurangi kontak antara importir dengan pejabat.

Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut, salah satu langkah
penting yang harus diambil adalah penyederhanaan sistem dan prosedur serta
administrasi kepabeanan dan pilihan yang terbaik adalah penggunaan sistem EDL
Dengan menerapkan sistem EDL penyelesaian proses kewajiban pabean dilakukan
secara elektronik, yang antara Jain melipuﬁ 8
1. pemberitahuan impor oleh importit kepada Bea dan Cukai disampaikan melalut

sistem EDI yang dapat dilakukan langsung dari kantornya. Dengan demikian

mereka tidak periu datang ke Kantor Bea dan Cukai;

® Ibid, hal 6.
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penelitian dokumen, antara lain meliputi penelitian kelengkapan pengisian
pemberitahuan, identitas importir, tarip pos barang impor, kewajiban-kewajiban
yang belum dipenuhi oleh importir dan lain-lain;

penetapan apakah barang imﬁor yang diberitahukan harus diperiksa fisik atau
tidak; | |

pemberian respon kepada importtir berkaitan dengan pemberitahuan  yang
diajukan;

penelitian credit advice atas pembayaran yang dilakukan oleh importir melalut
Electronic Funds Transfer; dan

pemberian persetujuan untuk mengetuarkan barang imper ( Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang / SPPB ) disampaikan kepada importir secara elektromk
melalui sistem EDI. Apabila segala persyaratan impor berdasarkan penelitian
komputer sudah terpenuhi, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor
secara otomatis akan tercetak pada komputer importir.

Dengan sistem ini, proses dan waktu penyelesaian dapat dipersingkat.-

Sebelumnya proses tersebut diatas dilakukan secara manual, yang jelas memakan

waktu dan tenaga yang.lebih besar dan tingkat akurasi yang lebih rendah,

Dengan menerapkan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, '

disamping penyederhanaan sistem dan prosedur serta administrasi, juga diharapkan

dapat meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat usaha dalam bentuk

pelayanan yang cepat, aman, murah dan transparan.




B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang

timbul adalah sebagai berikut :

{. Bagaimanakah pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang serta hambatan-hambatan apa saja  yang timbul  dalam

pelaksanaannya ?. {7
2. Masalah hukum apakah yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI  dan
bagaimana solusinya ?.

3. Dapatkah dokumen EDI dipakai sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di

pengadilan. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan sistem EDI di
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta- hambatan yang timbul dalam
pelaksanaannya, baik hambatan teknis maupun non-teknis.

2. Untuk dapat menganalisa masalat yuridis maupun non-yuridis yang timbul
dalam pelaksanaan EDI serta mampu memberikan pemecahannya.

3. Untuk dapat menganalisa kemungkinan dokumen EDI dipakai sebagai alat

bukti di pengadilan bila terjadi sengketa.




D.Kerangka Pemikiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah merui;akan institusi pemerintah yang
menjalankan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dalam rangka pengawasan lalu
lintas barang masuk dan keluar daerah pabean Republik Indonesia serta pemungutan
bea masuk atas barané impor berdasarkan undang—undang (UU ‘No. 10/1995) dan
cukal, yaitu ;;emun_gutan_ negara terhadap barang-barang tertentu yang sifat dan
karakteristiknya ditetapkan undang-undang (UU No. 11/1995). Visi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai adalah sejajar dengan. institusi kepabeanan dan cukai dunia di
bidang kinerja dan citra. Misinya adalah pelayanan yang terbaik kepada industri,
perdagangan dan masyarakat dan strateginya adalah profesionalisme, efisiensi dan
pelayanan.

Dilatar belakangi oleh adanya harapan masyarakat usaha agar tercipta pelayanan
terpadu yang efektif, mudah, cepat dan texjangkgu serta adanya kelancaran arus
barang dan kemudahan atau fasilitas bagi pelaku usaha agar dapat lebih kompetitif
dibanding negara lain, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki inisiatif
yang berupa *

1. Penyederhanaan proses-proses pelayanan dan pemberian fasilitasi.

2. Penerapan sistem pelayanan dokumen kepabeanan berbasis aplikasi komputer,
dimulai dengan bidang impor (Aplikasi CFRS/Custom Fast Release System).

3. Mulai merintis sistem pelayanan terpadu melalui implementasi sistem pertukaran
dokumen secara elektronik (EDI), dimulai untuk pelayanan dokumen impor (PIB-

EDI).

? Merintis Sistem Pelayanan lmpor-Ekspor Besbasis Teknologi Informasi,DIBC-Depkeu RI.
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4. Penerapan sistem pelayanan terpadu untuk _Rencana Kedatangan Sarana

Pengangkut ( RKSP ) dan Manifes.

5. Penerapan sistem perlayanan terpadu untuk Pemberitahuan Ekspor Barang / PEB.

Pengertian  Electronic Data Interchange adalah alur informasi bisnis antar
aplikasi, antar perusabaan secara elektronik dengan mengg'unaimn standar yang
disepakati bersama.'?

Untuk dapat mempergunakan sistem EDI untuk kepentingan kepabeanan im,
maka para pengguna dapat memakai layanan jéringan EDI dani PT EDi Indonesia
vaitu yang disebut BiznisNet. BiznisNet i1 dapat diakses melalui telepon, Sambungan
Komunikasi Data Paket (SKDP) bagi kota-kota di Indonesia yang telah memiliki
fasilitas akses SKDDP dan leased line. Bekerjasama dengan GELS (General Electronic
Information Services), BiznisNet dapat pula diakses secara global melalui jaringan
EDI*xpress.

Setiap pengguna BiznisNet akan diberi mailbox yang memiliki identifikast
khusus yang disebut dengan EDI Number dan password yéng berfungsi sebagal
identitas/alamat pengguna/pelanggan jaringan serta menjamin keamavan transakst
dokumen. Disamping EDI Number, pelanggan juga akan diberi Licence Code sebagat .
salah satu bentuk pengamanan soﬁware. Licence Code ini pada Intercept Plus (I-
Plus) berupa sederet karakter yang berpasangan dengan EDI Number. Sedangkan
yang dimaksud dengan I[-Plus adal.ah snatu perangkat [unékfsbftware EDI yang
memiliki fingsi pertama, sebagai translator EDL, yaitu mengubah data dalam bentuk

in-house format ke dalam bentuk UN-EDIFACT (EDI for Administration, Commerce

Y 1ufo 8 Electronic Data Interchange (EDI) Di Bidang Impor,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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and Transport), dan kedua, sebagai modul komunikasi, yaitu melakukan konekst
dengan jaringan ED] untuk mengirimkan dokumen atau_ menerima quumen.”

Layanan jaringan EDI dan RiznisNet ini mempergunakan standart
dokumen EDI dalam bentuk format UN- EDIFACT yang merupakan standart yang
dirckomendasikan oleh PBB yané diarahkan untuk menjadi standart internasional
dalam pertukaran dokumen EDIL

Selain itu, untuk dapat mempergunakan fasilitas layanan BiznisNet im,
para pengguna harus menyediakan sejumlah peralatan, yaitu komputer Personal
Computer (PC), perangkat dan fasilitas komunikasi data (telepon), dan software
komunikasi data. |

Sistem EDI merupakan suatu langkah pembaharuan yang diambil
pemerintah Indonesia untuk menjamin agar perkembangan yang pesat dalam
kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan
praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan intemasional sebagaimana
diamanatkan dalam GBHN.'* Disamping itu, pada tahap akhir diharapkan akan lebih
dapat diciptakan kepa.sﬁan hukam dan tercipta kemudahan administrasi berkaitan
dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan
perdagangan internasional yang terus berkembang. Langkah pembaharuan ini juga

diperlukan dalam rangka antisipasi era globalisasi ekonomi yang akan dimulai pada

tahun 2003.

' Koesrianti,op.cit,hal287.
2 Undang-Undang No. 10/1995 Tentang Kepabeanan.
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Adapun manfaat yang akan didapat dari penggunaan EDI adalah sebagai

berikut'*:

1.

o

Lad

4.

3.

Pertukaran informasi dilakukan antar aplikasi schingga tidak ‘perlu proses re-
entry data di sisi penerima dan tidak perlu proses printing di sisi pengirim
(paperless). Tidak ada kegiatan re-keying informasi.

Mengurangs terjadinya resiko akibat Awman error atau mengurangi terjadinya

kesalahan,

. D1 sisi manajeman akan turut mendukung terbentuknya electronik trading dan

memingkatkan kualitas pelayanan. Informasi lebih aman dan lebih cepat
sampai ke Kantor Inspeksi Bea dan Cukai (KIBC) dan mengurangi panjang
antrian di loket KIBC.

Terhindar dart pengiriman dokumen mail vang tidak diharapkaﬁ (junk muail).

Dokumen dapat diterima dalam bentuk facsimile.

Bahkan secara nasional penggunaan EDI akan turut meningkatkaun kelancaran

arus barang keluar atau masuk Indonesia serta dapat meningkatkan daya saing barang

produksi Indonesia terhadap barang produksi vang berasal dari negara fain.

Disamping itu dapat dikatakan pula bahwa penggunaan sistem EDI akan

bermanfaat guna :

1.

2.

Mengurangi tatap muka (personal contac).

Pelayanan dokumen lebih mudah dan cepat.

Peningkatan kelancaran arus barang..

Kemudahan pengumpulan data serta pembentukan sistem informasi dan statistik.

13. Info Bea Cukai,op.cit.




5. Pengawasan pabean lebih efektif dan efisien.
Dimana semuanya itu dilaksanakan guna tercapainya efisiensi demi terciptanya citra
dan daya saing [ndonesia.

Adanya tuntutan masyarakat pengguna jasa akan perbaikan kualitas
pelayanan administrasi pabean yang cepat, mﬁdéh,pasti dan-efisien serta adanya
rekomendasi dan kesepakatan internasional (WCO,APEC,Deklarasi Columbus)
mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang mendorong dibertakukannya
pelaksanaan sistem EDI di Indonesia:

Aspek pendukung dan pénerapar_x sistem EDI ini adalah Pasal § ayat (2)
dan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang No. 10/1995 Tentang Kepabeanan yang
memungkinkan dilakukannya pertukaran dokumen secara elekironik serta tersediair;ya
teknologi komputer dan telekomunikasi yang mendukung penerapan sistem EDI
Kepabeanan. |

EDI Kepabeanan adalah penyerahan pemberitahuan pabean oleh mitra
kerja, serta pemberian keputusan oleh administrasi pabean dengan menggunakan
format standar internasional melalut sistem komputer dan sarana komunikasi data.

Ciri-ciri EDI Kepabeanan adalah tanpa tatap muka, pertukaran data antar
sistem komputer, format informasi standar dan tanpa kertas."

Kesiapan masyarakat usaha yang sudah merasa cukup puas dengan sistem yang
sekarang berjalan serta sikap menunggu yang lain (wait and :s-ee) dan masih
sedikitnya keterlibatan instansi yang terkait merupakan salah satu kendala yang

dihadapi dalam ppelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

4 DI DPenerapan Ealam Sistem Pelayanan Dokumen PEB,Kerjasama DIBC dengan. PT EDI Indonesia.
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1.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut
Teoritis

Memberikan tambahan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum , khususnya
dalam bidang .Hukum Ekonomi dan Teknologi serta membuktikan adaﬁya
pengaruh perkembangan teknologi dalam  kegiatan ekonomi khususnya dalam

perdagangan luar negern.

Praktis

Memberikan gambaran tentang kajian pelaksanaan sistem EDI di Pelebuhan
Tanjung Emas Semarang serta memberikan pengetahuan bagi praktisi tentang
hambatan-hambatan di &alam pelaksanaan sistera EDI dan memberikan masukan
mengenai solusi dari adanya problematika hukum yang menyangkut pelaksanaan

EDL

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian terhadap pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ims
ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris.
Karena pendekatan yuwridis empiris dimaksudkan sebagai upaya kritis untuk

mendekati permasalahan yang tidak hanya dengan kajian norma hukum saja,

———— _1.6__..



tetapi juga dari sisi perilaku para pelaku vang terlibat dalam pelaksanaan sistem
EDL
Penggunaan bermacam-macam pendekatan yang dermikian kiranya sesuai

dgngan penelitian .im', yang ingin melihat hakekat pelaksanaan sistem EDI di

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.  Pada sisi lain pendekatan yang

dikemukakan diatas sesuat dengan kecenderungan penelitian hukum masa kini,

yang menurut Sunaryati Hartono", tidak Jagi dapat menggunakan hanya satu-
pendekatan atau metode penelitian. Disebutkan lebih lanjul pula bahwa meneliti
suatu fenomena sosial , dibutuhkan kbmbinasi dari berbagai metode penelitian.

Meskipun demikian dalam penelitian ini yang divtamakan adalah penelitian

yuridis normatif.

Di dalam melakukan pendekatan yuridis normatif, tipe penelitian normatif
yang dipakai adalah sebagai berikut :

- Tipe pertama yaitu inventarisasi hukum positif. Menurut Ronny Hanitijo
Soemitro '®, inventarisasi hukum positif (langkah pertama) merupakaﬁ
kegiatan pendahuluan vang bersifat dasar untuk penelitian-penelitian ﬁukum
positif tipe lainnya. Dalam hal ini akan diinventarisir peraturan-peraturan yang
berlgku yang mengatur mengenai sistemn EDI, inventarisasi ini dilakukan
melalui proses klarifikasi yang logis sistematis.

- Seclain tipe pertama, juga dipakai tipe ketiga, yaitu penelitian hukum untuk
menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto. Kegiatan menemukan

hukum in concrete ini diawali dengan mendeskripsikan masalah serta

15 Qunaryati Hartono, Penelition Hukum di Indonesica [f&da Akhir Abad ke-20,Alumni Bandung, 1994, hal 78
'$ Ronay Hanitijo Soemitro, Metodolagi Penelitian Hukum dan Jurimetri Ghalia Jakarta, 1988, hal 13.
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hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI , kemudian mencarikan
| pemecahannya setelah mengadakan konsu'ltasi_ secara kritis pada perangkat
norma-norma hukum positif yang ada.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini mem.punyai‘ spesifikasi sebagai penelitian yang bersifat
kualitatif-induktif-konseptualitatif. Dikatakan kuaditarif karena sesuai dengan
karakteristiknya yang oleh Bogdan dan Biklen, ada 5 (lima) karakteristik
penelitian kualitatif, yaitu : (1) pengumpulan data dilakukan dalam latar yang
wajar/alamiah (natural settings), (2) bersifat deskriptif artinya datam penelitian int
divpayakan untuk dapat memaparkan, (35 menggambarkan keadaan senyatanya
mengenai pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, (4)
kemudian dianalisis dengan peraturan yang ada maupun dengan teorn-teori dan
hasil analisisnya berbentuk diskriptif, (4) lebih mengutamakan proses daripada
hasil, (5) makna atau “meaning” merupakan hal yang essensial. Dikatakan
induktif karena dalaﬁa penelitian imi analisis data bergerak secara induktif yaitu
dart data menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi atau data dianalisis dari
yang bersifat khusus ‘ditarik sampai yaﬁg bersifat umum. Sedangkan konseptualis
karena peneliti berusaha untuk mengkonseptualisasikan upaya-upaya pemecahan
masalah problematika hukum yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI
3. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan gabungan metode penilitian
empiris, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data

yang diperoleh langsung dari masyarakat pelaku bisnis yang menggunakan

B |- -




fasilitas sistem EDI (data primer) maupun juga data yang didapatkan dari
kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini lebih menekankan kepada penggunaan
" pendekatan hukum normatif, maka data yang diambil lebib ditckankan kepada
data sekunde;, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka metode pengumpﬁlan data meliputi :
a. Studi Kepustakaan
Dalam studi kepustakaan ini alat pengumpul data yang dipergunakan
adalah studi dokumenter, studi dokumenter im dilakukan untuk
memperoleh data sekunder, meiipﬁti :
1. Bahan hukum primer ,merupakan bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan il@iah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru
tentang fakta yang diketahul mengenai suatu gagasan (ide), terdini dani
a. Pancasila dan UUD 1945
b. Ketetapan-Ketetapan Majelis pe'rmusyawaratan Rakyat (TAP
MPR) |

¢. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

d. Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUH Dagang)

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |

f Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

g. Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization

h. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1996 tentang Pengenaan

Sanksi Administrasi Kepabeanan




1. KMK 575/KMK.05/ 1996 tentang Ta}talaksana Pengangkutan Terus
atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor
J. KMK 488/KMK.05/1996 tentang fata!aksana Kepabeanan Di
Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK
501/KMK.01/1998
k. KMK 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang
Impor |
. KEP-61/BC/2000 tentang Tatacara Penyerahan dan Penatausahaan
Pemberitahuan ~ Rencana  Kedatangan  Sarana  Pengangkut,
Pemberitahuan Kedatangan Barang Impor dan Pemberitahuan
Keberangkatan Barang Ekspor |
m. Perjanjian Internasional (Convention, Recommendation, Agreement,
dan lain-{ain
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta
memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :
a. Buku-buku ilmiah
b. JTournal
¢. Berbagai makalah seminar yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas |
d. Media Internet
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :
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4. Pendapat para ahli

b. Statistik

¢. Mornografi

b. Studi Lapangan
Di dalam studi lapangan, teknik pengumpulan data yang dipergunakan
adalah :
1. Interview atar wawancara

Interview atau wawancara merupakan suatu takiik pengumpulan data
dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara
sistematis didasarkan pada tujuan research.'’

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam
praktek tentang pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer
untuk mendukung data sekunder. Adapun tipe wawancara yang dipergunakan
adalah wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur.

2. / Observast ) )
/’j ©
Di dalam melakukan observasi atau pengamatan tersebut, mencakup

tingkah laku, mengidentifikasi semua peristiwa penting yang
o ———

P
mempengaruhi  hubungan  antara  pihak-pthak  yang @

—

rﬁengidentiﬁkasi apa yang benar-benar merupakan keunyataan dan

| mengidentifikasikan keteraturan-keteraturan yang ada.

Y7 Ibid hal 21.
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Proses penelitian ini pada dasarnyaﬁ berbentuk siklus, akan tetapi
dapat dibedakan adanya tiga tahaputama. Pada tahap pertama merupakan
tahap orientasi/eksplorasi yang bersifat menyeliruh, dengan melakukan
apa yang oleh Spradley disebut “grand tour observation dan/atau grand
tour questions”,. dalam hal ini akan diawali "'.dengan mengajukan
pertanyaan atau menggali informasi dari informasi tertentu serta
melakukan observasi. Namun sebelum itu dilakukan dulu  studi
kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan akan
menjadi data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. Tahap
kedua, tahap eksplorasi terfokus sesuai dengan pilihan domain yang
dijadikan fokus penelitian. Dalam hal ini penelitian sendiri yang
merupakan instrumen utama akan melakukan wawancara dan observasi
untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam. Dan
seagai tahap terakhir akan dilakukan pengecekan hasil temuan penelitian.

4. Informan Penelitian

Penelitian. ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, oleh karena ifu
lebih mengutamakan intensitas penelusuran secara mendalam  dari
informan.Peneliti akan mulai dari informan tertentu dengan bertanya atan
menggall informasi dan mengobservasi dari situasi tertenty, dalam hal ini Kantor
Bea dan Cukal’ Semarang. Informan tersebut merupakan “4ey person"’, dari
informan awal ini kemudian dikembangkan dengan mengikuti “snowball” 18

dengan berakhir sampai terdapat indikasi tidak munculnya variasi baru atau

*® Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Ap[r'kasitufa,.YAZi Malang 1990,hal 44,




informasi baru yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informan adalah
orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam
penelitian di lapangan. Adapun informan yang dipakal dalam penelitian ini adalah
1. Pejabat Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,
khususnya yang menangani masalah peiaksanaari sistem EDI
2. Eksportir da.n Importir pengguna sistem EDI di Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang
3. PT. EDI Indonesia sebagai perusahaan provider sistem EDI

4, PT. PELINDO III Semarang .

5. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kota Semarang Jawa Tengah, dengan
lokasi di :
a. | Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
b. Perusahaan imporfr dan eksportir pengguna sistem EDI di Jawa Tengah
c. PT.EDI Indonesia \

d. PT.PELINDOQO Semarang

6. Metode Penyampaian Data dan Analisis Data
Data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan akan dipergunakan
metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian int bertitik tolak

dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan




kualitatit' dimaksudkan data yang bertitik tolak pada upaya-upaya pengaturan
pelaksanaan sistem EDI yang bersifat ungkapan dari informan.

Adapun data primer yang diperoleh secara empiris melalui wawancara dan
observasi akan dianalisis secara kualitatif induktif. Terdapat 4.(em_pat) teknik
analisis 'data yang akan dipergunakan, yaitu (1) analisis domain, (2) analisis
taksonomis, (3) analisis kompensial dan {(4) analisis tema.

Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang
bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di sualu
fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti, Sehingga analisis domain ni
digunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh yaitu deﬁgan mengidentifikasi
kategori-kategori dan pandangan awal mengenai pelaksanaan sistem EDI di
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

‘Analisis taksonomis dan analisis kompensial digeanakan pada eksplorasi
terfokus. Analisis taksonomis dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih
rinct dan mendalam tentang fokus penelitian yang telah ditetapkan terbatas pada
domailn tertentu. Analisis taksonomis meliputi pencarian struktur internal masing-
masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen
yang bersamaan di suvatu domain (organizes similarities among elements in
domain), yaitu dengan mengorganisasikan bagaimana pelaksanaan sistem EDT di
Pelabuban Tamjung Emas Semarang, kemudian mencari kendalanya serta
solusinya.

Analisis kompensial dilakukan dengan cara mencari katakteristik dan suatu

domain yang menjadi ciri khasnya yang diorganisasikan adalah kontras antar




elemen dalam domain , dalam hal ini akan dibandingkan apa yang diatur dalam
Peraturan Perundangan dengan pelaksanannya.

Analisis tema kultural dilakukan setelah kegiatan pengumpulan dan analisis
data di lapangan. Analisis tema atan “discovering cultural themes” sesungguhnya
upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada.
Suatu fokus/pokok permasalahan yang diteliti akan semakin holistik dipahami
manakala tema-tema (orientasi kognitif yang mewarnainya) juga ditemukan.
Tema ini terdiri atas sejumlah simbol yang dihubungkan oleh hubungan vang
mempunyai makna. Prinsip kognitif " adalah sesuatu vang dipercayai oleh
masyarakat diterima sebagai suatu yang sah dan benar, prinsip kognitif adalah
sebuah asumsi masih mengenai pengalaman mereka. Dari analisis ini peneliti
akan mendapatkan hal-hal yang terjadi baik yang bersifat tersirat maupun tersurat
dalam pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,

Akhirnya dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
pada dasarnya merupakan jawaban ataé permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini. Sedangkan untuk mempermudah permahaman pembacaan data yang

terkumpul akan disampaikan dalam bentuk paparan dan skema.

7. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek kehandalan data dan keakuratan data akan dipakai

22

“Teknik Triangulasi Data™ yaituteknik pemeriksaan keabsahan data yang

'* James P. Spradiey, Metode Ethnografi, Penerjemah Mizbah Zulfa Elisabeth, Tiara Wacana, 1977, hal

251. .
X Teknik Triangulasi dibedakan menjadi 4 macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan

penggunazn (1} sumber, (2) metode, (3) Penyidik, (4) Teord (Lexy Moleong, 1996 : 178).
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memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai ‘pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian im dipergunakan
triangillasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajad
kepercayaan suatu informast yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
Konkritnya - (1) membandingkan déta hasil pengarﬁatan dengan data hasil
wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum -
‘dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang
dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan
sepanjang waktu, (4) membandingkan ke_adaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat, (5) membandingkan hasil wawancara dengan 1isi suatu

dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penclitian ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa thesis yang
terdiri dari empat bab. Untuk memudahkan _pemaharhan terhadap thesis ini, maka
akan disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab Pendahuluan, bab ini
merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan-pembahasan berikutnya yang
terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi
Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Tinjauan Pustaka, merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari
sistem EDI dan prosedur pelaksanaan sistem EDI. Bab Hasil Penelitian dan
Analisis, bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sistem EDI di

pelabuhan Tanjung Emas Semarang, hambatan-hambatan yang muncul dalam




pelaksanaan sistem EDI, melihat bagaimana masalah hukum yang timbul serta
bagaimana solusinya, dan menganalisa apakah dok"ur;ien EDI dapat dipakai sebagai
alat bukti jika terjadi sengketa dipengadilan. Hasil itu kemudian akan dianalisa
dengan norma yang ada maupun dengan konsep atau teori yang ada, kemudian Bab
Penutup; pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari
hasil penelitian dan selanjutnya diberikan saran-saran sebagai rekomendasi yang

berkenaan dengan penyempurnaan pelaksanaan sistem EDIL




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang System Elecfronic Data Intér&hangé (EDT) Dalam

Transaksi Perdagangan Luar Negeri
A.1. Transaksi Perdagangan Luar Negeri
A.LL Terjadinya Perdagangan Luar Negeri

Istilah perdagangan Iuar mnegeri seringkali disebut dengan.
International Business Transaction, International Trade atau International

21
Commerce.

Setiap negara berbeda dengan negara lainnya ditinjau dari
sudut sumber alam, iklim, letak geografis, penduduk keahlian, tenaga
kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosiainya. Perhedaan
tersebut menimbutkan pula p@rbedaan barang yang dihasilkan, biaya vang
diperlukan s'erta'mutunya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang
lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu, Hal ini
dimungkinkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di daerah

dan pada iklim fertentu atau karena suafu negara mempunyai kombinasi

faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu

M Dalam Black's Leaw Dictionary disebutkan bahwa International Commerce adalah conmerce
between states or nations entirely foreign to each other. Sedangkan commerce merupakan fhe
exchange of goods, productions, or property of any kind, the buving selling and belonging of
article. Intercouse by way of trade and trafice between different peoples or states the citizens or
inhabitans thereof, inchuding not only the purchase, sate, and exchange of comadities, but also the
instrumentalities and agencies by which it is promoted and the means the apliances by which it is
carried or,- and transportation of persons as well as of goods, both and sea (Black, Henry
Csmpbeli, “Black's Law Dictionary”, west Publishing co, St pau 1979, hal. 244)




dapat menghasilkan barang yang lebih ‘bersaing. Bilamana keunggulan

~ Suatu negara dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan faktor
alam, maka negara itu disebut mempunyai “keunggulan mutlak” (absolute
advantage) dan bilamana suatu negara dapat memproduksi suatu jenis
barang lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi
fah0r~faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan pengurusannya)
maka negara tersebut dapat pula memperolch *keunggulan™ ini disebabkan
karena produktivitasnya yang tinggi. Hal ini disebut sebagai “keunggulan
dalam perbandingan “ biaya (co:ﬁparative advantage/cost)

Perdagangan luar negeri pada dasarnya merupakan lalu lintas
distribusi barang dan jasa antar negara atau yang melintasi batas wilalyah
negara®, Perdagangan luar negeri timbul karena dalam dunia moders saat
ini, suatu negara tidak dapat memenuhi seluruh kébutuhannya sendiri
tanpa bekerja sama dengan negara lain. Ketergantungan yang dialami oleh
setiap negara di dunia disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber
alam dan faktor-faktor dominan lainnya. Tidak semua sumber daya yang
digunakan untuk menghasilkan barang dapat diperoléh di dalam negeri.

Kemungkinan suatu negara dalam memproduksi barangnya tidak
hanya untuk memenuhi kebutuhannya di dalam negeri saja, akan tetapi
juga memenuhi permintaan negara lain yang memerlukannya karena
hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang benar-benar dapat

memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Hal ini

2 EBLIPS, “Karrews Hubkuin Ekonomnti ELIPS ”, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997, hal. 89,
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dapat terjadi pada negara yang ekonominya kuat maupun negara yang
ekonominya masih lemah, negara besar atau negara kecil, atay negara yang
sudah maju atau negara yang masih terbelakang. Negara-negara tersebut
secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan dan melaksanakan
pertukaran barang dan jasa satu sama lain, Dengan demikian antara
negara-negara di dunia kemudian terjalin hubungan perdagaﬁgan yang
berkesinambungan,

Perdagangan luar negeri yﬁng pada mulanya hanya terjadi antar
fiegara-negara tertentu saja, dari hari ke hari ternyata berkembang dalam
wilayah regional dan pada akhirnya membentuk perdagangan global.

Perdagangan global merupakan wujud dari globalisasi ekonomi. John

Naisbitt mengartikan globalisasi ekonomi sebagai keadaan dimana seluruh

dunia menjadi satu kesatuan ekonomi yang mengakibatkan dan

diakibatkan oleh situasi dan kondisi di satu negara dan sangat dipengaruhi
dan/atan mempengarubi situasi dan kondisi ekonomi negara lain.?

Pembentukan globalisasi ekonomi dalam konteks perdagangan luar neoeri

tidak terlepas dari adanya integrasi ekonomi internasional melaiui -

perdagangan bebas (free trade).

» John Naisbitt & Patricia Aburdene, “Ten New Directions for the 1990 Megatrend 2000”,
Megatrend Ltd, 1990, hal, 9. -




A.1.2, Perjanjian Dasar Dalam Transaksi Ekspor-Impor

A.1.2.1, Pengertian Ekspor-Impor

| Transakst perdagangan luar negeri- merupakan sﬁatu
rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan vang lazim dikenal
dengan perdagangan eckspor-impor.- Sama hainya dengan
perdagangan dalam negeri yaitu melakukan transaksi jual-beli,
maka dalam perdagangan luar negen pun dilakukan aktivitas jual
yang disebut ekspor dan aktivitas beli yang lazim disebut impor.
Yang dimaksud ekspor dan impor dalam pengertian ini ini dibatasi

pada ekspor-impor barang (visiBIe -Eg:oods)." Pé'rdagangan ini
merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjoal

barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di

negara-negara yang berbeda. Fakfor pertama yang harus -

diperhatikan ‘adalah faktor hasil (proceeds) dan biaya (cost).
Barang-barang yang akan dijual ke lvar negeri adalah barang yang
-biaya produksinya relatif murah dibandingkan dengan ongkos
pembuatannya di luar negeri, dalam arti kata jika diekspor akan
dapat dijwﬂ dengan menguntungkan. Sebaliknya barang-barang
yang akan diimpor adalah barang yang biaya produksinya di dalam
negeri terlalu tinggi atau sama sekali belum bisa diproduksi.

Kedua aktivitas ini hanya dapat dilakukan dalam batas

tertentu  sesuai dengan kebijaksanaan umum  pemerintah, .
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Adakalanya suatu jenis barang harus diekspor sekalipun akan
menderita kerogian jika dihitung dalam mata vang sendiri, tetapi
Jika pemeriniah memerlukan dan menguiamakan penghasilan
dalam bentuk valuta asing, maka ekspor harus dilaksanakan.
Sebaliknya jika pemerintah memandang suatu jenis barang tidak
begitu diperlukan demi kesejahteraan rakyat banvak, maka
pemerintah dapat pula membatasi jenis barang yang boleh diimpor.
Tegasnya daiam melakukap aktivitas perdagangan luar negeri harus
diperhatikan ketentuan dan peraturan pemerintah yang mengatur
perdagangan ekspor maupun impor.
Pengertian ekspor menurut Ikhtisar Ketentuan-ketentuan
Perbankan Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah :
“Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dan dalam
ke luar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi
ketentuan yang berlaku”.
Sedangkan pengertian impor adalah sebaliknya, yaitu
“Perdagangan d.engan- cara memasukkan barang dalam
wilayah Pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan vang
berlaku”. '

Dalam praktek, transaksi ekspor-impor ini tidak jarang

timbul berbagai masalah yang cukup komptek. Hal ini disebabkan

faktor-faktor sebagai berikut :

a. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geo-
politik), -

b. Barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara
lainnya melalui bermacam peraturan seperti peraturan pabean
yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh
masing-masing pemerintah;
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c. Antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat
perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan,
hpkum dan usance dalam perdagangan, dan lain-lainnya.*

Fal-hal di atas mempengaruhi kegiatan ekspor-impor. Oleh
karena itu dalam melakukan perdagangan luar negeri diperlukan
pengetahuan yang cukup luas misalnya dari segi teknis pembiayaan
baik impor maupun ekspor, masalah perasuransian, masalah
shipping, urusan pabean dan lain-lain. Sedangkan pengaruh
seluruhnya dang transaksi ekspor-impor adalah memberikan
keuntungan pada negara pengimpor atau negara pengekspor dan
secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari

suatu negara yang terlibat di dalamnya.
A.1.2.2. Perjanjian Dasar Ekspor-Impor

Ekspor-impor selloa.gaj suatu  rangkalan perbuatan
perusahaan dalam jual-beli barang-barang tertentu (visible goods)
senantiasa diawali dengan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut
adalah sebagai hasil dari pembicaraan antara cksportir dan importir
yang dilakukan sebelumnya, yaitu adanya permintaan dan

25
penawaran barang,

H Amir, MS, “Seluk Befuk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri”, Pustaka Binaman Presindo,

Jakarta, 1984, hal. 4.
# Etty Susilowati Suhardo, SH,MS., Cara Pembayaran Dengan Letter of Credit Dalam Perdagangan

Luar Negeri, Diktat Kulish FH-UNDIP 2001 hal 9.
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Batasan tentang “perjanjian” dalam Hukum Perdata
terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan sebagai
berikut :

“Suétu perjanjian adalah svatu perbuatan antara satu orang

atau lebih yang mengikatkan diiri dengan seorang atau lebih

lainnya”.

Batasan tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dikatakan
terlalu pmum, sehingga para penulis membantunya dengan
mengemukakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara
dua orang ataw lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam batasan ini
terkandung istilah overeenkomst yang meliputi perbuatan hukum
dan hubungan hukumnya. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian
adalah “perbuatan hukum” yang selama ini dilihat sebagai suatu
perbuatan  hukum  yang  bersisi  dua (een  tweezij-
digerechtshandeling), sekaligus juga dilihat sebagai suatu
hubungan hukum antara para pihak yang timbul karena terjadinya
perjanjian.?® |

Suatu perbuatan hukum yang bersisi dua adalah penawaran

- (offer, aanbod) dan penerimaan (acceprance, aanvaarding) yang

merupakan perbuatan pendahuluan sebelum perjanjian terjadi.

% Sudikno Mertokusumo, “Perkembangan Hukum Perjanjian”, Seminar Nasional Asosiasi Pengejar
. Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 1990.




Hal ini merupakan tahap ;wal perjanjian, yang dilanjutkan
dengan suatu kata sepakar antara pembeli dan penjual dan
menghasilkan swatu perjanjian. Tahap ini merupakan suatu realisasi
dan tahap awal 'perjanjian., vang biasanya dibuat secara tertulis
dengan mencantumkan segala sesuatu yang diperjanjikan. Tahap
selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian
sebagai tahap akhir dari suatu perjanjian sampai pada pelaksanaan
penycrahan barang dan penyelesaian pembayaran.

Tahap awal perjﬁnjian, tahap terjadinya perjanjian seria
tahap pelaksanaan dan penyelesaian péﬁanjian merupakan tahap
yang sebenarnya dan merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan
dalam suatu rangkaian perjanjian.

Pada pelaksanaan perdagangan ekspor-impor prosesnya

adalah sebagai berikut :
Pada tahap awal perjanjian, pembeli dan penjual {importir dan
eksportir) biasanya mengadakan pembicaraan pendahuluan dalam
hal penawaran yang diajukan olgh penjual dan disertai dengan
harga barang, mutu barang, banyaknya, serta syarat-syarat lain
yang biasanya disebut dengan an inquiry for a quotation.

Penawaran ini ada bermacam-macam, yaitu :

- freegffer : penjual hanya mencantumkan catatan harga
barang yang sifatnya tidak mengikat:

- firmoffer  : penjual menentukan baik harga maupun syarat
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lainnya untuk suatu jangka waktu tertentu di
mana pembeli dapat memanfaatkan jangka waktu
ini untuk menerima atau menolak penawaran ;

- counter offer :Permintaan/ penolakan dari calon pembeli
atas suatu firm offer, yaitu apabila pembeli tidak
dapat menyetujui seluruh syarat-syarat dalam
penawaran maka calon pembeli dapat
men gajukan usul-usul perubahan yang
diingini.”’

Apabila free offer atau firm offer yang diajukan oleh
penjual kemudian disetujui oleh pembeli, maka kedua belah pthak
mengikatkan diri uptuk melakukan “perjanjian jual beli”, dengan
syarat-syarat yang telah disepakati.

Perjanjian jual beli, order note, purchase rote atau import
confran nole, yang isi.nya menyebutkan dari  korespondensi
terdahulu : pernyataan/penempatan pesanan, uraian barang,
penentuan harga satuan dan jumlah harga, wakiu pengiriman
barang, cara pengepakan, merek atau cap pengepakan yang
diinginkan, shipping document yang diperlukan, syarat pembayaran
asuranst, serta segala §esuatu yang diperfukan.

Dengan demikian perjanjian jual beli adalah merupakan

suatu perjanjian dasar antara pembeli dan penjual yang saling

7 Amir MS., Op. Cit., hal. 11.




mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu transaksi ekspor-

impor.

Dalam perjanjian jual beli im tercantum segala sesuatu yang
diperjanjikan dan dibuat secara rinci dan tertulis yang menyangkut
syarat perjanjian, uraian barang, cara pembayaran, serta
pelaksanaan penyerahan barang dan hal-hal yang penting lainnya.

Khusus mengenai cara pembayaran dalam transaksi ekspor-
mpor dapat dilakukan dctngan cara tunai atau kredit. Hal ini harus
ditentukan dengan tegas dalam “perjanjian jual beli” tentang cara
pembayarannya, yaitu dengan atau tanpa Letter of Credit (IL/C).
Apabila cara pembayarannya ditentukan dengan Letter of
Credit(L/C), maka pada saat itu ditegaskan pula penunjukkan pihak
ketiga yaitu Bank, yang akan melaksanakan pembayaran.

Pelaksanaan transaksi ckspor-impor tersebut di atas,
senantiasa melaiui
1. Tahap awal perjanjian, yang dapat dilakukan secara tertulis atau

lisan tentang pesanan - pesanan (order) pembelian atau
penjulan barang ke dan dari lvar negeri ;

2, Tahap terjadinya perjanjian, yang dapat diadakan antara
pembeli dengan penjual atas dasar kata sepakat yaitu sebagai
realisasi dari tahap awal perganjian, yang kemudian dituangkan
secara rin¢i dan tertulis tentang‘ segala sesuatu yang dianggap

penting dalam transaksi ekspor —impor,




3. Tahap pelaksanaan dan penyeiesaian perjanjian, yang
mén_cakup segala sesuatu yang diperjanjikan.

Dengan demikian perjanjian jual beli sebagai dasar untuk
terjadinya transaksi ekspor — Impor tersébuf terdiri dari tiga
tahapan yang saling terkait, vaitu :

1. Tahap awal sebagai persiapan perjanjian;
2. Tahap terjadinya perjanjian;
3. Tahap pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian

Sebenarmnya sifat perjanjian jual-beli tersebut adalah
konsensual. Namun pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis
dan dirumuskan secara rinci. Sifat konsensual tersebut tercermin
dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentuy;

4. Suatu sebab yang halal.

Berhubung dalam pasal tersebut tidak ditentukan suata
formalitas tertentu kecuali kesepakatan yang harus dicapai, maka
dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam

| arti “mengikat’;) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-
_ hal yang pokok dari perjanjian itu.”®
Lazimnya perjanjian jual beli tersebut sudah mempunyai

kekuatan mengikat bagi para pihak, karena pada saat itu sega'la

3 Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata™, PT. Intermasa, Jakarta, 1988, hal. 15.
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sesuatunya diperjanjikan secara tertulis, yang tujuannya untuk
saling ditaati, Bahkan menurut Purwosutjipto, perjanjian ity
kemudian ditulis di atas akta. Meskipun jual-beli perusahaan telah
terjadi dengan telepon, teIegfam, telex, s’uratAatau [isan, namun
selanjulnya perjanjian tersebut ditulis di atas akta. Malahan
biasanya akta itu berwujud blangko yang sudah dipersiapkan lebth
dahulu (standard formulier) dengan dicetak rapi, tinggal mengisi
raangan-ruangan kosong, sebagai yang dikehendaki, kemudian
menjadi akta yang lengkap. Dalam perjanjian ini sering juga
diberlakukan suatu reglemen tertentu dan biasanya termasuk syarat
wasit (Arbitral Beding). 29
Adanya “akta” dalam perjanjian jual beli tidaklah
- merupakan suatu keharusan, hanya lazimnya ditulis di atas akta,
yang berarti bahwa perjanjian tersebut telah dibuat secara formal.
Hal 1 merupakan suatu kekecualian dari azas konsensualitas,
seperti dikemukakan Subekti, bahwa asas konsensualitas ada juga
kekecualiannya yaitu di sana-sini oleh undang - undang ditetapkan
formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam pérjanjian,
atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti
bentuk cara yang dimaksud. Perjanjian ~ perjanjian untuk mana

ditetapkan suatu formalitas tertentu, dinamakan perjanjian formal.

 HMN., Purwosutjiopto, “Pengertian Pokok Hukwum Dagang Indonesia Jilid IV’ ’, Jambatan, Jakarta,
1983, hal. 13. .
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Apabila pembayaran ditentukan dengan Letter of Credit,
maka syarat-syarat transaksi yang telah dicantumkan dalam
“perjanjian  jual beli dapat dituangkan ke dalam formaulir

pembukaan L/C oleh importir permohonan pémbukaan L/C ini

berfungsi sebagai permohonan pembeli kepada bank untuk

membuka kredit.

Selanjutnya data yang telah dituangken dalam formulir
pembukaan L/C inilah yang kemudian menjadi dasar dan
pelaksanaan selanjutnya dari cara pembayaran dengan Letter of
Credit dalam transaksi ekspor-impor. Data tersebut adalah data
yang bersifat umum yang diperjanjikan, sedang data yang yang
bersifat teknis tetap dicantumkan dalam perjanjian jual —belt
Persyaratan-persyaratan  teknis yang hanya memberikan arti
penting bagi pihak — ﬁihak yang bersangkutan dalam perusahaan
tersebut akan dicantumkan dalam kontrak dimaksud dan bukan di

dalam L/C.

A.1.3. Sistem Perdagangan Elektonik Global

A.1.3.1. Integrasi Ekonomi Internasional melalui Free Trade

Integrasi ekonomt internasional (ecoromic integration)
merupakan sekelompok negara dalam kawasan geografis yang

sama (idealnya ukuran relatif dan tahapan pembangunan mereka




kurang lebih juga sama), bergabung untuk nlehbentuk suatu
persatuan atau uni ekonomi (ecomomic wunion) atau suatu blok
perdagangan regional (regional irading bloc).

Melalui organisasi atau lembaga yang ada, negara-negara
tersebut akan memberlakukan tingkat tarif yang sama terhadap
produk-produk impor dari negara-negara luar atau yang bukan
anggota, sambil membebaskan semuva bentuk hambatan
perdagangan. Bentuk per_nbebasan tersebut adalah menghapuskan
aneka tarif secara bertahap dan juga menghilangkan semua bentuk
hambatan perdagangan non tarif terutama yang bersifat internal
atau perdagangan diantara sesama negara anggota.

Terciptanya perdagangan bebas (free trade) memang sangat
berhubungan dengan ada tidaknya segala bentuk hambatan
perdagangan. Dengan demikian perdagangan' bebas atau free trade
dapat diartikan sebagai perdagangan anfar negara yang
menghendaki dihapuskannya semua hambatan perdagangan yang
mengganggn kelancaran arus perdagangan diantara mereka !
Hambatan perdagangan ini dapat berhubungan dengan masalah
tarif dan non tarif. |

Free trade kaitannya dengan masalah pengaturan

perdagangan luar negeri, pembentukan kawasan perdagangan bebas

% Michael P. Todaro, “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Erlangga, Jakarta, /998, hal. 83.

3LELIPS, op. cit, hal 69,
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dapat dilakukan melalut dua pei;dekatan, yaitu perdagangan yang
diatur berdasarkan kesepakatan regional dan perdagangan yaung
diatur berdasarkan kesepakatan internasional. Kesepakatan
pembentukan kawasan perdagangan baik. yang bersifat regional
maupun internasional termyata mengakibatkan bermunculannya
organisasi-organisasi  kerjasama perdagangan. Untuk organisasi
kerjasama perdagangan regional saat ini dikenal antara lain
NAFTA ( North American Free Trade Area), AFTA (ASEAN Free
Trade Area), EFTA (European Free Trade Ared), CARICOM
(Carribean Community) dan ESM (Zuropean Single Market).
sedangkan untuk organisasi perdagangan internasional dikenal
adanya WTO (World Trade Organization).

Dengan adanya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia
_ sebenarnya dapat pula menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang
dilakukan pada kawasan regional pada akhirnya akan membentuk
pula suatu mtegra51 ekonom dunia atau mtemasmnal Keinginan
negara-negara di dunia untuk melakukan ker_]asama di bidang
perdagangan luar negeri didasari oleh suatu pertimbangan bahwa
keberhasilan membentuk integrasi ekonomi regional perlu
didukung oleh negara-negara lain di uar kawasan atau regional
tersebut.

WTO didirikan pada tanggal 1 Januan 1995 melalui

perjanjian Marrakesh, WTO merupakan bentuk kerangka kerja




institusional dan instrumen hukum dalam sistem perdagangan
multilateral (W70 is the legal and institusional foundation of the
muliilateral trading system).*

Pembentukan organisasi kerjasama:' perdagangan regional
pada dasarmya tidak sekedar mengikat komitmen nasional negara-
negara anggotanya, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana
untuk mempersiapkan dii menghadapi berlakunya pérsetujuan
perdagangan dalam lingkup internasional, yaitu persetujuan-
persetujuan di bawah payung WTO. Pembentukan organisasi
kerjasama perdagangan regional harus selalu mengacu kepada
ketentuan-ketentuan WTO. Pemberian fasilitas perdagangan
kepada anggota organisasi ragional tidak boleh mengakibatkan
adanya hambatan perdaganngan serta 'kerugian bagi negara-negara
anégota WTO lainnya, terutama yang tidak menjadi anggota
organisasi tersebut.

Keberadaan WT(Q) sebagai organisasi perdagangan duma
memang sangat penting. Latar belakang berdirinya WTO tidak

terlepas dari sejarah lahimya ITO (International Trade

2 WTO, “WT0 Trading info the Future”, WTO Information and Media Relations and Divisions,
1995, hal. 4. Pengertian sebagai instrumen hukum berarti bila suatu negara telah meratifikasi
Perjanjian Marrakesh, maka negara tersebut tunduk pada perjanjian Marrakesh. Fungsi kerangka
kerja institusional dan instrumen hukum lebth jauh dijabarkan sebagai berikut :
a)administering and implementing the multilateral and plurilateral trade agreements which

tagether make up the WIQ
b)acting as a forum for muldtilateral trade negotiations
¢} seeking 1o resolve trade dispurtes
d)overseeing national irade policies
e)cooperating with other international institutions involved in global economic policy making.
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Organization) dan GATT (Gene_ral Agreement on Tariff and
Trade). GATT adalah suatu kesepakatan yang memuat hasil-hasil
negosiasi tarif dan klavsula-klausula perlindungan dalam mengatur
kormitmen térif. Agar GATT dapat begalan maksimal periu
dibentuk suatu organisasi yang mampu mengawasi. Oleh karena itu
bersamaan dengan pembentukan GATT, piagam pembentukan ITO
juga dirancang di Konferensi Geneva. Pembentukan organisast
perdagangan internasion'al seusai Perang Dunia II untuk
membentuk sebuah forun.1 guna membahas dan mengatur masalah

3 Sayangnya

perdagangan serta ketenagakerjaan internasional
upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut tidak
berhasil karena Amerika Serikat tidak mau roeratifikasi Piagam
WTO. Harus diakui bahwa sebagai pelaku utama perekonomian
dunia kekuatan Amerika Serikat sangat besar dalam mempengaruhi
hubungan ekonomi internasional.

Keberadaan GATT dari segl atan persyaratan suatu
organisasi masih lemab. Akan tetapi usaha menciptakan sistem
perdagangan yang bebas dan adil dengan lebih memperhatikan
kepentingan khusus negara berkembang terus dilakukan. Usaha

tersebut terwujud melalui perundingan Putaran Uroguay yang

dimulai tahun 1986 dengan deklarasi Punta Del Este.

3B Huala Adolf dan A. Chandrawulan, “Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan
Internasional”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 43. Tentang uraian sejarah dan
perkembangan GATT hingga Putaran Uruguay. .
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Salah satu hasil konkret dari perundingan Putaran Uruguay
adalah ditandatanga_ninya Persetujuan Marrakesh tanggal 15 Apnl
1994 yang berisi pembentukan organisasi perdagangan dunia
WTQO. WTO diharapkan mampu membentuk suatu peraturan
tentang perdagangan vang lebih teratur dan transparan, sshingga
mampu mewwudkan tujuan penyelenggaraan Putaran Uruguay.
Penjabaran tujuan putaran Uruguay meliputi bidang-bidang sasaran
sebagai berikut ™

1) Kemudahan akses pasar (market access) bagi produk ekspor
melalui upaya penurunan dan penghapusan- tarif bea masuk
serta penghapusan hambatan non tarif (ron tariff barrier),

2) Memperluas cakupan perdagangan internasional meliputi
barang dan jasa termasuk pengaturan tentang aspek-aspek
dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (/nteflectual
Property Rights) dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan
perdagangan; _

3) Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksanaan
komitmen vang telah dicapai dan memperbaiki sistem
perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan
ketentuan yang tertuang dalam GATT;

4) Peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap
perkembangan situasi perekonomian serta mempererat
hibungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional
terkait; _

5) Pengembangan bentuk kerjasama pada tingkat nasional maupun
internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan
dan kebijakan ekonomi lainnya yang mempengaruhi
pertumbuhan perkembangan perekonomian melalui usaha
perbaikan sistem moneter internasional.

Organisasi~organisasi  internasional yang melahirkan

perjanjian  internasional guna mengatur kegiatan ekonomi

* Normin S. Pakpaban, “Pengaruht Perjanjian WTO Pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional”,
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3, YPHRB, Jakarta, 1998, hal. 39.
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inte.masional ternyata  berperan juga mendoroﬁg terciptanya
perkembangan  berbagai aturan dan  prinsip perdagangan
internasional. Perkembangan berbagai aturan tersebut tidak terlepas
dari adanya perubshan pola perdagangan - luar negeri dan
perkembangan zaman yang ada.

Pola perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh banyak
faktor dalam mencapai perkembangan dan kemajuannya. Salah
satu faktor dominan yang mampu mengubah pola perdagangan luar
negeri adalah kemajuan t;aknologi, terutama teknologi informasi.
Pesatnya perkembangan teknologi ini telah mengubah berbagai
bentuk bisnis dan tata perekonomian dunia.

Pergerakan perdagangan dan ha_l-hal lain yang berhubungan
dengan masalah informasi merupakan bagian yang penting dalam
infrasruktur perdagangan luar negeri. Dunia bisnis telah menjelajah
seluruh belahan bumi melalui transmisi dan pertukaran informasi
perdagangan, perangkat tunak, serta jasa elektronik. Perkembangan
ini merupakan suatu bentuk revolusi dimana inti dari efisiensi
diperoleh dengan adanya perubahan dari penggunaan kertas kerja
menjadi pertukaran data secara elektronik dalam ekonomi global.
Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat dan perluasan

penggunaan jaringan komputer pada akhimya mampu menciptakan




sistem perdagangan elektronik global (global electronic trading

.S'ysreni).35

A.1.32. Sistem Perdagangan Elektonik Global (Global

Electronic Trading System)

Sistem perdagangan elektonik global sebenarnya tidak
terlepas dari era ekonomi digital yang sedang terjadi saat ini. Era
ekonomi digital menunjukkan adanya peranan yang semakin
meningkat dari teknologi informasi di seluruh aspek ckonomi.
Teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet telah
mampu mentransformasi seluruh kegiatan perdagangan.

Perwujudan dari sistem perdagangan elektronik global
semakin nyata sejak kegiatan ekonomi mulai memanfaatkan
teknologi tinggi cyberspace melalui media elektronik dalam
melakukan transaksi perdagangan. Kegiatan ini seringkali disebut
dengan electronic commerce. Dengan adanya perkembangan
electronic commerce yang pesat maka negara-ncgara di dunia
mulai memikirkan penggunaan media ini pada bidang-bidang yang
berbubungan dengan kelancaran perdagangan luar negeri.

WTO melalui Ministerial Conference yang diselenggarakan
bulan Mei 1998 dan menghasilkan Declaration on Global

Electronic Commerce wmengakui bahwa global electronic

35 fnternational Chamber of Commerce (ICC), “General Usage for International Digitally Ensured
Commerce (GUIDEC)", http:iwww.iccbo.org., 1999, hal. 4.
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commerce saat ini sedang mengalami pertumbuban dan mampu
membentuk peluang baru di dunia perdagangan. Untuk itu
diperlukan suatu program kerja yang mampu membahas segala
persoalan di bidang perdagangan yang - berhubungan dengém
electronic commerce, termasuk melibatkan badan-badan yang
relevan -dengan WTO. Secara lengkap para anggota konferensi
menyatakan
“The general Council shall establish a comprehensive work
program to examine all trade-related issues relating to
global electronic commerce, including those issue identified
by Members. The work program will involve the relevany
World Trade Organization (WTO) badies, take into account
the economic, financial, and development needs of
developing countries, and recognize that work is also being
undertaken in other international for.>®
Keberhasilan electronic commerce sebenarya bukan
menjadi tanggung jawab organisasi-organisasi dunia saja. Menurut
presiden William J. Clinton dalam pidatonya yang berjudul A4
I'ramework for Global Electronic Commerce pada tanggal 1 Juli
1947 menyebutkan bahwa global electronic commerce perlu
mendapat dukungan dari pemerintah negara-negara di dunia.
“Government can have a profourd effect on the growth of
elecironic commerce. By their actions, they can facilitate electronic

Irade or inhabit it. Government official should respect the unique

nature of the medium and recognize that widespread composition

3 WTO, “Declaration on Global Elecironic Commerce”, http:/{www.wto.organisasi, 1998, hal. 1-2,
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and increased consumer choice should be the defining features of

the new digital marketplace. They should adopt a market approach
to electronic commerce that facilitates the emergence of a global,
fransparant, and prediétable, fegal eandnment to support
business and commerce.”’

Pembentukan sistem perdagangan elektronik global pada
dasarmya menggunakan sistem pertukaran data secara elektronik
yang biasa disebut EDI (Electronic Data Interchange). Penggunaan
sistem ini tidak hanya dilakukan oleh para pelaku ekonomi tetapi
juga instansi pemerintah yéng banyak berhubungan dengan dunia

perdagangan luar negeri. Instansi tersebut adalah pabean sehingga

Sistem EDI yang digunakan adalah Sistem EDI Kepabeanan.

A.2. Sistem EDY Kepabeanan
A.2.1. Pengertian Sistem EDI Kepabeanan

EDI adalah suatu sistem pertukaran data secara elekironik dari satu
aplikasi ke aplikasi yang lain dengan menggunakan format standar yang
telah disepakati bersama.’® Dalam United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL) :

“Efectronic Data Interchange (EDI} means the electronic transfer

from computer to computer of infomration using an agrred
: .5 39
standard to structure the information”.

7 Clinton, William, I, “Framework For Global Elecironic Commerce”, http:/fwww.weoomd.org,
1997

3% PT. EDI Indonesia, “Definisi EDI”, http:// www.edi-indonesia.com, 1999, hal. 1.

¥ UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996). Extract from the US Framework for
Global Electronic Commerce, 1997.




Sedangkan istilah customs atau kapébeanan adalah segala sesuatu
yang berhuhuﬂgan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masﬁk dan
keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.*’

Sistem EDI Kepabeanan adalah suatu sisten; pértukaran dokumen
elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DIRC) untuk menyampaikan dokumen pabean secara elek;tronik dengan
memanfaatkan jaringan EDI BiznisNet."!

Pada layanan elektronik -ini dokumen pabean akan lebih cepat
sampai ke kantor Pabean untuk segera diproses, juga mitra-mitra DJBC
akan akan memperoleh respon/jawaban atas pengajuan dokumen secara
elektronik melalui BiznisNET.

Manfaat dari penggunaan Sistem EDI Kepabeanan adalah :

1) Penyampaian atau penerimaan informasi (dokumen) lebih cepat
sehingga pelayanan dapat ségera diperoleh, tanpa perlu datang ke
Kantor Pabean;

2) Pertukaran informasi dilakukan antar aplikasi sehingga tidak perlu
proses reentry data di sisi penerima dan tidak perlu proses prinfing di

sisi pengirim;

% pasal 1 Undang - undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengertian inl memang Jebil
lengkap bila dibandingkan dengan istilah customs yang terdapat dalam Black’s Law Dictionary,
1979, op. cit., hal. 348. Dalam Dictionary ini disebutkan bahwd the ferm of customs is usuaily lo
thosetaxes which are payable upon goods and merchandise imported or exported. The controll,

fribut, or tariff payable upon merchandise exported or imported.

4 Difektorat Jenderal Bea dun Cukai , “EDJ Kepabeanan”, http:/www.beacukai.go.id, 1998, hal. 1.




3) Mendukung terbentuknya electronic trading dan  meningkatkan
kualitas pelayanan.

Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan tidak terlepas’ dari
digunakannya dokumen-dokumen standar. Adapun‘” dokumen standar dafi
Sistem EDI Kepabeanan adalah :*

1) CUSREP (Customs Conveyance Réport Message), yaitu dokumen
Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut;

2) CUSCP;R (Customs Cargo Report Message), vaitu dokumen
Pemberitahuan Umum;

3) CUSDEC (Customs Declaration . Message), yaitu dokumen
Pemberitahuan Impor Barang;

4) CUSRES (Customs Respons Message), yaitu Pemberitahvan Respon-

respon dari kantor Pabean kepada Mitranya;

5) CREADV (Credit Advise Message), yaitu pemberitahuan bank kepada

kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak dalam
rangka impor yang dilakukan importir.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang - undang No. 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan. Undang - undang ini merupakan produk hukum

yang berasaskan keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota

masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban

kenegaraan yang mencerminkan peran serta masyarakat dalam

menghimpun dana melatui pembayaran bea masuk, sehingg undang-

- # Loc. Cit.




undang ini juga harus dapat menjamin kepentingan masyarakat, kelancaran
arus barang dan dokumen, serta menciptakan iklim usaha yang mendorong
laju pembangunan,

Keberhasilan undang-undang sebagai produk hukum perlu
ditunjang oleh sarana dan prasarana lain, misalnya penggunaan teknologi
modern dalam memperlancar proses perdagangan. Salah satu sarana
teknologi tersebut adalah digunakannya Sistem EDI Kepabeanan.

Guna lebth  menunjang pengoperasionalan  Sistem EDI
Kepabeanan, pemerintah dalam hal im adalah Menteri Keavangan dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengatur masalah EDI di dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa
masalah EDI telah diatur dalam hukum kepabeanan Indonesia.
Penggunaan sistem EDI dalam perdagangan luar negeri sebenarnya tidak
semata-mata bertujuan memperlancar arus barang, fetapi diharapkan juga
dapat membantu aparat dalam memerangi pelanggaran di bidang

kepabeanan melalui suatu sistem pengawasan.

A2.2. Peran World Customs Organization (WCO) Dalam Sejarah

Timbulnya Sistem EDI

Penggunaan sistem EDI di bidang Kepabeanan tidak terlepas dari
peranan Organisasi Kepabeanan Dunia atau World Customs QOrganization
(WCO). WCO merupakan organisasi pemerintahan dibidang kepabeanan
yang independen. Organisasi ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1950

dan bermarkas di Brussel. Secara formal WCO dikenal pula dengan nama




Customs Cooperation Council (CCC). Dalam beberapa tahun terakhir ini,
ADP Sub-Committee sebagai bagian dari Permanent Technical Committee
di dalam WTO telah melakukan berbagai usaha dalam memajukan sistem
EDL Sebuah kelompok kerja yang khusus yaitu The EDI Advisory Group
pada mulanya hanya membahas berbagai persoalan  teknis  yang
berhubungan dengan pengembangan sistem EDI Kepabeanan secara
internasional dalam bentuk UN/EDIFACT. Sejak saat itu negara-negara
yang menggunakan UN/EDIFACT mengalami perkembangan dan banyak
administrasi kepabeanan mulai mengimplemantasikan penggunaan gistem
nt.

UN/EDIFACT merupakan suatu aturan tentang penggunaan EDI
dalam hidang administrasi (Kepabeanan), perdagangan dan fransportasi.
Secara lengkap definisi dari UN/EDIFACT adalah :

United Nations rules for Electronic Data Inierchange Jor

Administration, Commerce and Transport. They comprise a set

internationally agreed standards, directories and guidelines for the

electronic ipterchange of structured data, and in particular that
related to trade in goods ard services, between independent
computerized information .systems.“

Masalah administrasi, perdagangan dan transportasi merupakan
masalah yang sangat berkaitan dengan kepabeanan. Dengan demikian
pengembangan sistem EDI dibidaﬁg kepabeanan memang perlu didasan

oleh standar atau format sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

UN/EDIFACT. UN/EDIFACT merupakan suatu standar dan pedoman

B WCO, “Rekomendation of The Customs co-operation Council Concerning The Use of

UN/EDIFACT Rules for Electronic Data Inferchange”™, http:/www/wcoomd organisast., 1997, hal..
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internasional dalam melakukan pertukaran data, khususnya yang
berhubungan dengan perdagangan barang atau jasa dapat menggunakan
sistem informasi komputer.

Pada prinsipnya sistem ED{ Kepabeanan berfujuan agar para
pelaku perdagangan luar negeri yaitu eksportir dan importir dapat
menyampaikan data ekspor dan impor serta memperoleh izin atas barang
secara elelctfonik. Keberhasilan transformasi data ini akan berhasil jika

pabean mampu berinteraksi dengan komunitas perdagangan secara cepat

dan efisien, termasuk mengurangi mengurangi penggunaan kertas dalam

prosedur ekspor impor. Untuk itulah sistem EDI mulai diterapkan dalam
bidang perdagangan luar negeri .

Banyak alasan yang menyebabkan administrasi kepebeanan
bersedia menerapkan sistem EDI ini. Hal yang paling utama adalah sistem
ini mampu menekan biaya yang cukup tingéi. bila dibandingkan dengan
cara manual. Penckanan biaya dalam prosedur ekspor impor ini tidak
sekedar diperoleh melalul pengurangan kertas. Hal yang utama adalah
mengurangi keterlibatan manusia dalam interaksi administrasi yang dé.pat
membuka peluang praktek-praktek kolusi.

Penggunaan sistem EDI Kepabeanan sebenarnya juga didasari oleh
adanya pergeseran pemikiran atas fungsi pabean, khususnya dalam hal
memberikan pelayanan kepada para pelaku perdagangan luar negeri.
Pabean harus selalu dapat memi;erikan pelayanan terbaik bagi komunitas

perdagangan. Dalam menghadapi globalisasi fungsi pabean tidak lagi




sekedar sebagai government revenue, melainkan lebih mengarah kepada

fungsi trade fucilitator. Dengan penggunaan EDI sebagai alat pendukung

kelancaran tugas kepabeanan, segala kesalahan dan kegagalan proses

diharapkan tidak sering terjadi, schingga proses perdagangan luar negeri
yang lancar dan menguntungkan dapat terwujud.

Cooperation Agreement yang dilakukan oleh WCO dan

International Chamber of Commerce (ICC) dalam meningkatkan dan

mendukung cfisiensi pengawasan dan kemudahan di bidang kepabeanan
menyebutkan bahwa:

“Customs administrations play a key role in international trade,
and that the manner in which they implement their responsibilities
can have a substansial impact on the ease, cost and speed of
movement of goods across international borders."

Sisten EDI selalu mengalami perkembangan dan penerapannya

menggukan tc_knik yang beragam. Walaupun UN/EDIFACT merupakan
- standar yang baik, namun tidak semua negara dapat menerapkannya.
. Untuk mengantisipasi hal ini, pengembangan terhadap sistem EDI
merupakan hal yang utama. Dengan kata lain walaupun standart atau

format dalam penggunaan sistem EDL telah ditetapkan oleh

UN/EDIFACT, namun pengembangan selanjutnya tetap bergantung pada

negara-negara yang menerapkannya,

# [CC, “Cooperation Agreement between the World Customs Organization and the international
Chamber of Commerce (o Promote and Support Efficiency in Customs Control and organitatio”s,
Hongkong, June, 19, 1999 hitp:/fwww.icowbo.org, hal. 1.
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Salah satu bentuk pengembangan dari sistem EDI menurut UN/EDIFACT
adalah digunakannya Value Added Network Services (VANS) yang
menggunakan sistem X4OQ (X435) untuk pengiriman pesan. Banyak
admimstrasi kepabeanah yang melakukan pengembar;gaﬁ sendin atas model
standar yang telah mercka terima. Pengembangan ini disesuaikan dengan
kebutuhan dan manfaat dari penggunaan EDI secara umurm, serta bergantung
pula dengan tipe data yang akan ditransfer dan para pihak yang ter]ibat.

Dengan adanya’pendekana manfaat dan kebutuhan maka adalah
wajar jika pabean lebih memusatkan peratian kepada para eksportir dan
importir dalam posisi sebagai cliens atau pelanggan. Dengan cara ini pabean
dapat bersikap lebih luwes. Konsekuensinya penggunaan sistem EDI harus
menggunakan kbnsep “electronic commerce” agar dapat memberi manfaat
bagi para pelaku eksportir dan importir serta pabean itu sendiri.

Terminologl “electronic commerce™ saat ini relatif banyak digunakan
dan merupakan hal yang baru di dunia bisnis. Banyak lembaga dan instansi
pemerintah termasuk pabean yang telah siap menggunakan konsep
“electronic commerce” ini dalam menjalankan tugas mereka, Dalam
electronic commerence penyampaian informasi dilakukan secara elektronik
dengan menggunakan EDI, e-mail, fax, dan sebagainya. Pada intinya
electronic commerce berarti organizational business electronically ** atau

secara lengkap dapat pula disebutkan “a way of conducting business by

- WCO, “Electronic Commerce For Customs (Annex to Doc. 39.686 E)”, htplfwww. weoomd. org,

56




utilizing computer and fechnology to exchange data between independent
organization computer information systems in order to complete a business
r 46

transaction”,

Agar tidak menimbulkan pengertian yang tumpang tindih antara

electronic commerce dan EDI, maka ruang lingkup dari penggunaan”

electronic commerce di bidang kepabeanan harus diterapkan secara jelas.
EDI dapat didefinisikan sebagal pertukaran data yang menggunakan sistem
komputer (the exchange of structured data between computer system)*.
Sedangkan electronic commerce mencakup EDi dan seluruh teknologi yang
memerlukan pertukaran informasi antar pelaku bisnis secara elektronik. Hal
ini dirasa perlu mengingat informasi itu sendiri terdiri dani data terstruktur
{menggunakan standard message formaf), pesan (teks atau gambar yang
tidak terstruktur), dan bunyi (voice mail).

Electronic commerce saat ini memang merupakan hal penting yang
harus digunakan dalam adnmmnistrasi kepabe_anaﬁ'.‘: Mela]ui sistem EDI
penggunaan teknologi tersebut lebih mengarah kepaca kelancaran arus
barang ekspor dan impor. Dalam skala yang lebih luas EDI dapat diterapkan
untuk mengirim informasi cargo dan data pernyataan barang dari pelaku
perdagangan kepada pabean. Di sinilah pola pertumbuhan electronic

commerce juga akan meningkat.

* roc. Cit.

*7 Ibid, hal. 3.
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Dengan semakin luasnya pabean maka penerapan elecironic
commerce juga semakin penting. Walaupun demikian pabean l;arus
senantiasa memperhatikan dampak dari penggunaan teknologi tinggi dalam
setiap tindakan operasional mereka. Teknologi yang digunakan Barus benar-
benar mampu memberi solusi efektif terhadap tugas-tugas pabean. Selain itu
manfaat juga harus benar-benar dirasakan oleh komunitas bisnis dan seluruh

pihak yvang terlibat di dalammya.
A.2.3. Penggunaan Sistem EDI di Indonesia

Tndonesia adalah sebagai salah satu anggota WCO yaitu sejak 30
April 1957 dan telah mulai menerapkan sistem EDI dalam pelaksanaan
prosedur kepabeanan. Masalah kepabeanan di Indonesia ditangani oleh
Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga sistem EDI Kepabeanan dapat
pula diartikan sebagai suatu sistem pertukaran dokumen elektronik yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyampaikan -
dokumen pabean secara elektronik dengan 'memanfaatkan jaringan EDI
BiznisNET."*

Penyelenggara penyedia sistem EDI itu sendiri dilakukan oleh PT
EDI Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak 1 Juni 1995 ini merupakan
anak perusahaan dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT Sisindosat

Lintasbuana (salah satu anak perusahaan PT (Persero) Indosat). Kedua

“ DIBC, op.cit. hal. 1.
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perusahaan induk dari PT EDI Indonesia merupakan profesional dalam
bidang kepelabuhan dan sistem telekomumikasi.

PT EDI Indonesia telah memiliki izin operasi dari menteri Pariwisata
Pos dan Telekomunikasi melalui Surat Keputusan No.KM.89/HK/501/PPT-
95 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 1995 serta keputusan Menteri
Keuangan No.93/KM/01/1996 pada tanggal 26 February 1996 tentang
pembentukan  “sieering  Commiltee” untuk mengimplementasi EDI
Kepabeanan. Sedangkan perjanjian kerjasama dengan Unit Terminal Peti
Kemas (UPTK) Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan dengan perjanjian
bemomor HK.56/1/5/UPTK-96.

Agar pelaku perdagangan luar negeri dapat memanfaatkan sistem
EDI Kepabeanan, para pelaku tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan
diri ke kantor pabean setempat dan menandatangani perjanjian bilateral
mengenai sistem EDI Kepabeanan (trading parinership agreement atau.
iPA). Bagi para pelaku perdagangan luar negeri yang berhubungan dengan
beberapa kantor pabean maka harus mendaftarkan diri dan menandatangani
TPA dengan setiap kantor pabean dimana dokumen oleh masing-masing
pengguna sistem EDI, yaitu kantor pabean dan mitranya sehubungan dengan
digunakannya pengiriman' dokumen secara EDL

Bagi para pelaku perdagangan luar negeri yang belum menjadi
pelanggan EDI dapat mendaftarkan diri menjadi pelanggan EDI

(BiznisNET) ke PT. EDI Indonesia. Selain menjadi pelanggan jaringan EDI,




penggunaan sistem ini perlu juga didukung oleh komponen utama sebagal
berikut :*’
1. Pedoman implementasi
2. Program. aplikasi kompﬁter vang dapat membentuk d.olkumen serla
menerima pemberitahuan-pemberitahuan Bea dan Cukai (Customs
respons)

3. Software translator EDI dan modul komunikasi data (TIP supﬁort)
4. Perangkat komunikata data (modem)
5. Fasilitas telekomunikasi (misal telepon)

Guna lebih memperluas penggunaan dan pemanfaatan dari sistem
EDI Kepabeanan bagi para pelaku perdagangan luar negeri, penggunaan
sistem ini dapat pula dirasakan melalui perusahaan Warung EDI. Menurut
SE Nomor SE-01/BC/1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Pendirian
Warung EDI dijelaskan bahwa Warung EDI adalah suiatu perusahaan yang
berbentuk badan hukum yang melakukan penjualan jasa kepada para
importir atau eksportit untuk melakukan enfry data PIB atau PEB ke Bea dan
Cukai melalui media elektronik dengan sistem Flectronic Data Interchange
(EDI).

Izin pendirian dan pencabutan Warung EDI diberikan oleh Direktur
Jenderal Bea dan Cukai. Untuk mendapatkan izin tersebut perusahaan/badan
hukum yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur

Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Pelayanan setempat. Pengawasan

* DIBC, op.cit. hal. 2.




terthadap Warung ED] dilakukan oleh Ke}aala Kantor Pelayanan di wilayah
tempat Warung BDI yang bersangkutan beroperasi dengan mengutamakan
bimbingan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa.

PT. EDI Indonesia telah berusaha. menyediakan kebutuhan sistem
tersebut dengan merancang suatu arsitektur komunikasi data antar Jjaringan,
Rancangan tersebut dinamakan EDI VAN (Electronic Data Interchange
Value Added Network) dengan berbasis pada standar internasional yang
dikoordinasi oleh PBB (EDJ for Adiministration, Commerce and Transpor(),

EDI VAN diharapkan mambu memenuhi kebutuhan standar dokumen
agar tercapai interprestasi yang tepat terhadap dokumen/data yang
dipertukarkan. £D/ VAN diharapkan juga mampu menjadi sebuah sistem
yang dapat mengadopsi keanekaragaman aplikasi dalam suatu lingkungan

bisnis yang senantiasa berkembang.

Dalam hubungannya dengan dokumen Kepabeanan, sistem ini akan
melakukan penyerahan dokumen pabean oleh mitra kerja pabean, sertd
pemberian keputusan pabean oleh administ;rasi pabean dengan menggunakan
format standar internasional antar aplikasi komputer melalui sarana
komunikasi data. Dalam sistem ini akan melibatkan semua entitas
Kepabeanan seperti importir, eksportir, kantor Bea dan Cukai, bank devisa,
dan sebagainya. Pihak-pihak tersebut sebenarnya sangat berhubungan dalam
pelaksanaan teknis.

Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang

berbeda-beda, karena itu semua pihak yang terlibat dalam transaksi
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perdagangan luar negeri, baik para pengusaha maupun instansi-instansi
terkait, perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistemn perdagangan

luar negeri.

B. Arti Pentingnya Sistem EDI Bagi Pelaksanaan Prosedur Kepabeanan
B.1. Dokumen Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan EDY

B.1.1, Dokumen Yang Harus Dipenuhi Dalam  Transaksi

Perdagangan Luar Negeri

Sesuai dengan pengertiannya, penggunaan sistem EDI memang
tidak terlepas dari digunakannya dokumen hukum dalam perdagangan luar
negeri. Dokumen hukum dalam perdagangan luar negeri sangat
berhubungan dengan proses ekspor dan impor yang dilakukan antar pelaku
bisnis. Mehurut pengertiannya dokumen adalah suatu instrumen tertulis
yang mengandung fakta-fakta, angka-angka atau keterangan lain yang
dipakai sebagai alat bukti®® Dengan dapat digunakannya instrumen ini
sebagal alat bukti maka dokumen memiliki kekuatan hukum dan dapat
disebut dengan dokumen hukum. |

Dokumen yang digunakan dalam proses ekspor berbeda dengan
dokumen yang diguné.kan dalam proses impor. Hal ini disebabkan karena
kedua proses tersebut menunjukkan kegiatan yang berlawanan. Ekspor

adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean suatu negara atau

*? Roselyne Hutabarat,” Transaksi Ekspor Impor”, Erlangga jakar, 1994, hal, 725.




menjual barang dan jasa ke luar batas wilayah negara.”’ Sedangkan impor

adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean suatu negara

atau membeli barang dan jasa dari luar daerah pabean.™

Kelengkapan dokumen merupakan bagianf". vang penfing dalam
pelaksanaan tata tertib ekspor dan impor. Kesalahan pengisian dan
ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan kerugian yang cukup
besar bagi para eksportir dan importir itu sendiri serta dapat menimbulkan
kesukaran-kesukaran dalam melaksanakan perdagangan luar negeri.

Kelengkapan dokumen ini juga berhubungan dengan pihak-pihak vang

terkait dengan perdagangan luar negeri, vaitu Bea dan Cukai, Bank,

Asuransi, Surveyor (Badan Pemeriksa), Maskapai Pelayaran, Freight

Forwarder, EMKL atau EMKU.

Secara umum dokumen yang biasa digunakan dalam proses ekspor
terdiri dari:”

1) Laporan Pemerksaan Surveyor (LPS-E)} bagi ekspor vyang
menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk, penanggulangan
PPN/PPnéM dan pengembalian bea masuk serta pembayaran
pendahuluan PPN/PPnBM

2) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau PEBT

3) Bill of lading (( B1) atau Airway Bill (AWB)

SUELIPS, op.cit. hal. 61.
52 Ibid, hal. 82.

» Depperindag, “Pefunjuk Ekspor Indonesia”, Departemen Perindustrian dan Perdsgangan, Jakarta,
1999, h.14
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4) Invoice
3) Packing list
6) Surat Keterangan Asal (SKA)
7) Asuransi (jika diminta oleh pembeli)
8) Nomor Pokok Wajib Pajak
9) Surat Pernyataan Mutu (SPM) atau Sertifikat Mutu (SM)

Sedangkan dalam proses impor, dokumen yang diperlukan adalah :
1} Surat kuasa dari penerima barang
2) Laporan Kebenaran Barang (LKB)
3} Pemberitahuan Impor Barang/Pemberitahuan Impor Barang Untuk

Dipakai (PIB/PTUD)
4) Surat Tanda Setor Bea Masuk (STS BM)
5) Surat Tanda Setor Pajak Penjualan (STS PPN)
6) Surat T-anda Setor Pajak Penghasilan (STS PPH) yang dilegalisir oleh
Kanwil pajak setempat

7} Bill of Lading Asli
8) Asuransi
9) Invoice
10} Packing list.

Dalam perdagangan luar negeri, proses Kepabeanan merupakan hal
yang penting. Diantara dokumen yang bersifat umum tersebut, ada

dokumen-dokumen tertentu yang harus mendapat persetujuan dari pihak




pabean. Di Indonésia, masalah Kepabeanan berada dibawah pengawasan
dan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Dalam proses ekspor, dokumen utama yang harus diisi dengan
benar agar memperolch persetﬁjuan Bea dan-‘.‘ Cukai a.dalah. PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang). Penggunaan formulir PEB termuat dalam
Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1012/KMK.00/1991 tahun 1991
tentang Pemberitahuan Ekspor Barang. PEB merupakan satu-satunya
dokumen yang diserahkan kepa_da Bea dan Cukai dan berguna untuk
Customs Clearance di negara/ pelabuhan.‘ asal barang, dokumenlutama
untuk keperluan statistik perdagangan dan penetapan pajak ekspor.

Berbeda dengan proses ekspor, dalam proses impor Bea dan Cukai
mensyaratkan adanya dokumen-dokumen lain yang harus dipenuhi oleh
importir dalam menentukan customs clearence. Hal ini disebabkan karena
proses pengawasan di bidang impor memang lebih ketat bila dibandingkan
dengan proses ekspor. Proses impor pada dasarnya memasukkan barang ke
wilayah Indonesia/daerah pabean dan pembelian atas barang impor akan
mengurangi devisa negara. Di lain pihak penjualan atas barang-barang
ekspor akan menambah pendapatan atau devisa negara.

Dengan digunakannya sistem EDI, penggunaan dokumen dalam
perdagangan fuar negeri dan proses pada khususnya akan menggunakan
dokumen-dokumen khusus selain dokumen-dokumen yang bersifat umum.
Dokumen-dokumen khusus tersebut merupakan dokumen standar yang

berbentuk elektronik. Digunakannya dokumen standar pada sistem EDI
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Kepabeanan sebenarnya didasari oleh keinginan untuk menciptakan
harmonisasi dan kemudahan prosedur Kepabeanan sebagaimana telah

ditetapkan oleh WCO.

B.1.2 KONOSEMEN (BILLS OF LADING)

Konosemen atau Bills of Lading merupakan salah satu dokumen
yang sangat penting dalam pengangkutan barang melalui laut dengan
menggunakan kapal. Pengangkutan barang adalah usaha untuk membawa
barang-barang dari pihak ekspedifur ke tempat yang diperjanjikan dengan
menggunakan alat angkut, dalam hal ini adalah kapal, yang dioperasikan
oleh pihak pengangkut, terhadap mana pihak pengangkut mendapat imbalan
berupa pembayaran sejumlah uang. Kewajiban dari pihak pengirim barang
adalah membayar upah angkut, sedangkan hak dari pengirim tersebut adalah
dikirimnya barang sampai ke tempat tujuan. Pihak pengangkut (ekspeditur)
adalah terdiri dari pihak pengusaha kapal (reder) atau bukan. Sementara itu
hak dari pihak pengangkut adalah menerima t{pah angkut, sedangkan
kewajibannya yang terpenting adalah sebagai berikut :

a. Mengangkut barang sampai ke tempat tujuan.

b. Laik laut (seaworthiness), maksudnya bihak pengangkut wajib

menjamin bahwa kapal tersebut cukup kuat serta dapat dan tahan

berlayar di laut.
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¢. Kewaspadaan (due Dispatch), maksudnya adalah bahwa pihak
pengangkut wajib membawa barang dengan cara yang waspada dan
penuh kehati-hatian .

d. Rute yang wajar (proper route), maksudnya adalah barang diangkut
ke tempat tujuan dan tidak menyimpang ke tempat lain, Hanya dalam.
hal force majeure dibenarkan penyimpangan-penyimpangan
{deviation) yang layak (reasonable).”*

Untuk. istilab konosemen ini dalam bahasa Belanda disebut dengan
“Cognossement” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “Bills of
Lading”. Yang dimaksud dengan konosemen adalah suatu surat berharpa
vang bertanggal, dalam mana dinyatakan bahwa pihak perusahaan
pengangkutaﬁ telah menerima barang-barang tertentu dengan penyebutan
rincian barang yang tersebut, untuk diangkut ke suatu tempat tujuan tertentu
dengan kapalnya dan menyerahkan barang tersebut kepada orang tertentu
dengan syarat-syarat tertentu. Dari pengertian konosemen seperti tersebut
diatas terlihat bahwa elemen-elemen yuridis dari suatu konosemen adalah
sebagai berikut :

a. Konosemen adalah suatu surat berharga;

b. Pengakuan pengangkut bahwa pengangkut telah menerima barang

fertentu;

¢. Kesangpupan pengangkut untuk mengangkut barang tersebut;

d. Kesanggupan pengangkut untuk menyerahkan barang kepada pihak

* Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di era Global, 2002, hal 266-267.
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tertentu;
e. Barang diserahkan dengan sydrat-syarat penyerahan yang telah
ditentukan.
Tentang konosemen ini diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang dan berbagai ketentuan internasional. Suatu konosemen
dapat beralih dan diperalihkan (diperjual-belikan) kepada pihak lain.
Akan tetapi sebenarnya suaiu konosemen mempunyai fungsi yuridis
sehagai berikut
a. Sebagai tanda terima barang;
b. Sebagai perjanjian pengangkutan;
¢. Sebagai surat berharga.”
Sesuai dengan ketentuan vang berlaku (KUH Dagang), maka ada
(tiga) jenis konosemen, yaitu sebagai berikut -
a. Konosemen atas pemb-awa (on bearer)
Dalam hal ini barang diberikan kepada siapa saja yang membawa
konosemen tersebut;,
b. Konosemen atas nama
Dalam hal ini barang diberikan kepada siapa yang namanya ada dalam
konosemen tersebut;
¢. Konosemen atas ﬁmj uk/pengganti
Dalam hal ini barang diberikan kepada siapa saja yang ditunjuk oleh

pengirim barang atau penggantinya.

35 Munir Fuady,op.cit.,2002,hal 184 dan 268.




Karena konosemen merupakan surat berharga, maka suatu
konosemen dapat diperdagangkan atau diperjual belikan képada pihak
ketiga. Cara pemindahan hak atas konosemen tersebut berbeda menurut jenis
konosemen. Konosemen atas nama, hanya dapat dipindahkan bila nama
tersebut belum ditulis dan kepada siapa pemegang terakhirlah nama tersebut
ditulis. Konosemen atas pembawa tidak menyebutkan siapa nama
pemegangnya, sehingga pemindahan hak atas konosemen tersebut dilakukan
hanya dengan cara pemindahan ﬁ_sik dari konosemen tersebut. Sedangkan
perbindahan  konosemen -atas tunjuk/pengganti adalah dengan cara
endorsemen, yaitu dengan mencatat pemindahan tersebut di bagian belakang

dari konosemen tersebut.

B.1.3. Dokumen Standar Yang Dipergunakan Dalam Sistem EDI

Dokumen khusus atau dokumen- standar berhubungan dengan
digunakannya sistem EDI Kepabeanan. Sebagai salah satu negara anggota
WCO maka -adalah keharusan bagi Indonesia untuk turut menciptakan
harmeonisasi dan kemudahan prosedur Kepabeanan. Salah satu cara untuk
mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penggunaan sistem EDI
Kepabeanan. Adapun dokumen standar yang digunakan dalam sistem EDI
Kepabeanan adatah CUSREP (Customs Conveyance Report Message),
CUSCAR (Customs Cargo Report Message), CUSDEC (Customs
Declaration Message), CUSRES (Customs Respons Message), dan

CREADV (Customs Credit Advise Message).




Dokumen standar tersebut sebenarnya digunakan sebagai dokumen
pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan
umum, dokumen pemberitahuan impor barang, pemberitahuan respon-
respon dar. kantor pabean.. kepada mitranya, dan’ pemberitahuan bank
kepada kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak impor
yang dilakukan oleh importir.

Digunakannya berbagai bentuk dokumen standar menunjukkan
bahwa penggunaan sistem EDI tidak terbatas pada hubungan antara pihak
importir/eksportit dengan Bea dan Cukai. Penggunaan sistem ini juga
menunjukkan adanya hubungan dengan pihak lain seperti bank, khususnya
dalam hal CREADV (Credit Advise Message) atan pemberitahuan bank
kepada kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak dalam
rangka impor yang dilakukan oleh importir.

Untuk saat ini prosedur Kepabeanan yang siap dilayani secara
clektronik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah prosedur
Kepabeanan di bidang impor, yaitu:*°
1) Carge Manifesting, dengan sistem EDI ini dokumen dan agen

pelayaran atau perdagangan dapat disampaikan secara elektronik
kepada kantor pabean melalui EDI Mailbox kantor pabean di jaringan
DI BiznisNET. Untuk sctiap jenis dokumen pabean yang
disampaikan, kantor pabean akan memberikan nomor penerimaan

dokumen pabean tersebut.

% Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , op.cit. hal. 1.
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2) Cargo Realising, dengan asas self assestment importit/PPIK menyusun
PIB untuk diajukan kepada kantor dalam pabean rangka pembayaran
bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa
Persepsi; Selanjutnya kantor pabean axan memproses dokumen PIB,
sementara bank memberitahu kantor pabean mengenai pembayaran
yang dilakukan oleh importir. Pada sistem pelayanan EDI seluruh
respon atau jawaban dari kantor pabean akan diterima importit/PPIK
secara elekironik, mulai Nomor Penerimaan, Nomor Pendaftaran,
Nota-nota, hingga persetujuan pengeluaran barang.

Penggunaan sistem EDI Kepabeanan berhubungan dengan syarat-
syarat teknis seperti bentuk pesan, pengaturan tenta.ng standar dan
implementasi, perusahaan  penyedian sistem EDI  (provider),
pengembangan komputer dan alat komunikasi, serta pemeliharaannya.
Dalam proses Kepabeanan dokumen diwujudkan dalam bentuk electronic
forms. Electronic forms sangat bermanfaat atas pertukaran data atau
informasi dalam proses Kepabeanan ini. Electronic forms menyediakan
bentuk baku yang mampu mengolah data secara otomatis dan menghindari
adanya kesalahan pemahaman bahasa diantara pengirim dan penerima data
elektronik tersebut. Penggunaan electronic forms mampu mengolah data
secara tepat, cepat, aman, hemat, dan menghindari kelambatan
sebagaimana yang terjadi dalam proses transmisi data secara tradisional.

Penggunaan sistem EDI mengharuskan para pibak mengikuti

prosedur khusus dan standar keamanan tertentu. Standar keamanan ini




berhubungan dengan sistem perlindungan data serta kerahasiaan data itu

sendiri. Dalam proses Kepabeanan, dokumen elektronik ini tidak saja

berhubungan dengan persyaratan tekuis, tetapi juga berhubungan dengan

pengetahuan tentang verifikasi dan pemeriksaan data (audit).

Verifikasi adalah kegiatan penelitian dokumen pemberitahuan

pabean dan cukai beserta dokumen pelengkap pabean dan cukai laimnnya

yang dilakukan- di kantor pabean. Verifikasi dilaksanakan setelah barang

dikeluarkan agar tidak menggangu proses pen geluaran barang,

Tujuan dari verifikast adalah menentukan tingkat kepatuban

peraturan pabean dan cukai serta mengevaluasi sistem pelaksanaan kerja.

Adapun ruang lingkup dari verifikasi adalah meliputi :

1.

2,

Kelengkapan dokumen
Kepatuhan tata niaga

Kebenaran pengisian dokumen
Kebenaran perhitungan
Kewajaran jumlah barang
Kewajaran nilai pabean

Penilaian hasil guna nota intelejen
Penilaian penetapan jalur

Masalah verifikasi dan audit merupakan hal penting yang harus

dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam penggunaan sistem EDI Kepabeanan.

Penggunaan sistem EDI menunjukkan adanya transaksi elektronik yang

membutuhkan pengesahan secara elektronik. Dokumen hukum dalam
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bentuk data elektronik harus mampu mengidentifikasikan dan memberi
kepastian secara autentik berbagai transaksi yang dilakukan melalui
jaringan elektronik ini. Disamping ite dalam hubungannya dengan
dokumen hukum elelétron.ik, masalah verifikasi dan  audit sangat
berhubungan juga dengan fungsi pengawasan dari Bea dan Cukai dalam

perdagangan internasional.

B.2. Ciri-Ciri dan Manfaat Serta Fungsi Penggunaan Sistem EDI Dalam

Pelaksanaan Prosedur Kepabeanan -

B.2.1. Ciri-Ciri Sistem EDI

Telah disebutkan di muka bahwa EDI adalah pertukaran informasi
/dokumen bisnis antar aplikasi komputer-antar organisasi/perusahaan
secara elektronik dengan mengikuti standard yang disepakati bersama para
Lnit-ra bisnis.

Untuk dapat mempergunakan sistem EDI untuk kepentingan
kepabeanan, maka para pengguna dapat memakai layanan jaringan EDI
dari PT. EDI Indonesia yaitu yang disebut BiznisNet. BisnisNet ini dapat
diakses melalui telepon, SKDP (Sambungan Kominikasi Data Paket) bag!
kota-kota di Indonesia yang telah memiliki fasilitas akses SKDP dan
leased line. Bekerjasama dengan GEIS (General Electronic Information
Services), BisnizNet dapat pula diakses sccara global melalui jaringan

EDI*Express.




Setiap pengguna BiznisNet akan mdiberi mailbox yang memiliki
identitas khusus disebut EDI Number dan password yang berfungsi sebagal
identitasfalamat pengguna/pelanggan jaringan serta menjamin keamanan
transaksi dokumen. Di samping D7 Nwraf;er, pe!aﬁ'ggan juga akan dibert |
Licence Code sebagai salah satu hentuk pengaman soffware. Licence Code
ini pada Intercept Plus (1-Plus) berupa sederet karakter yang berpasangan
.dengan EDI Number. Sedangkan yang dimaksud dengan I-Plus adalah
suatu perangkat lunak/software EDI yang memiliki fungsi :

1) mengubah data dalam bcntul‘c in-house format ke dalam bentuk UN-
EDIFACT:

2) sebagai modul komunikasi, yaitu melakukan koneksi dengan jaringan
EDI yntuk mengirimkan dokumen atau menerima dokumen.”’

Layanan jaringan EDI dari BiznisNet ini menggunakan standard
dokumen EDI dalam bentuk format UN-EDIFACT (ED! for
Administration Commerce and Transport) yang merupakan standard yang
direkomendasikan oleh PBB yang diarahkan untuk menjadi standard
internasional dalam pertukaran dokumen EDI.

Selain itu, untuk dapat mempergunakan fasilitas layanan BiznisNet
ini, para pengguna harus menyediakan sejumlah peralatan yaitu komputer
Personal Computer (PC), perangkat dan fasilitas komunikasi data

(telpon), dan software komunikasi data.

ST Koesranti, “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Electronic Data Interchange (EDY di Pelabufn
Tanjung Perak Surabaya”, Yuridika, vol. 15 No. 4, Agustus, 2000, hal. 285-286.
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1. A]iran Dokumen dalam Penguruse;n PIB (Pemberitahuan Impor
Barang)

Di dalam pengurusan dokumen dengan sistem EDI ada
bcberapd langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut
adalah sebagai berikut (aliran dokumen) :

a. - Importir/pemberitahu melakukan pembayaran bea masuk, pajak
dan cukai atas barang yang diimpor kepadé. Bank Devisa Persepsi;

b. Bank Devisa mengirimkan Debit Advice kepada importir sebagai
bukti telah dilakukan perr;bayaran importir,

c. Bank mengirimkan copy Credit Advice kepada Bea dan Cukai;

d. Tmportir melakukan pengiriman PIB secara elektronik kepada Bea
dan Cukai;

e, Bea dan Cukai mengirimkan responden sehubungan dengan PIB
yang diterima;

f Bea dan Cukai memberikan respon pengeluaran barang (SPPB);

¢ Bank menginmkan Credit Advice atas pembayaran yang telah
dilakukan Importir kepada Kantor Kas Negara.

. Perhitungan Bea, Cukai dan Pajak

Salah satu fasilitas yang tersedia pada Aplikasi PIB EDI mi
kalkulasi yang dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Fasilitas ini
menunjang Self Assesment yang menjadi salah satu prosedur
pengurusan dokumen impor. Dengan demikian jumlah Bea, Cukai dan

Pajak yang harus dibayarkan ke Kantor Kas Negara akan dihitung
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secara otomatis. Hasilnya akan menjadi masukan bagi penerbitan
SSBC (Surat Setoran Bea Masuk) dan SSP (Surat Setoran Pajak).
SSBC dan SSP dapat dicetak pada printer maupun ditampitkan
(display) di layar komputer dengan memilih sub-menu SSI;B»C/SSP pada
menu aplikasi. Pencetakan/display dapat dilakukan satu persatu untuk
setiap jenis pungutan yang harus dibayar atau sekaligus untuk semua

jenis pungutan.

. Kantor Tnspeksi Bea dan Cukal

Pengurusan PIB sistem EDI dilakukan pada Kantor Inspeksi
Bea dan Cukasi (KIBC) yang telah memiliki fasilitas penerimaan data
secara sistem EDI, berupa Perangkat Keras,ll Perangkat Lunak
(software EDI) maupun, aplikasi antar muka (interface) yang men-load
dokumen dari jaringan EDI ke dalam in-house application pada
komputer Bea Cukai.

Kantor Inspeksi yang menjadi tujuan pengurusan dokumen

harus ditentukan dalam sub-menu Data Pendukung. KIBC vang.

dimaksud adalah Kantor Inspeksi vang telah memiliki sistem
pengurusan dokumen PIB secara EDL Kantor Inspeksi terkait ditandai

dengan Kode Kantor, Local Name serta EDI Number yang unik untuk

setiap Kantor Inspeksi.

. Kantor Inspeksi Tujuan Pengiriman PIB

Pengurusan PIB diselesaikan pada kantor Inspeksi yang sesuai

dengan tempat bongkar barang. Dengan demikian untuk importir yang
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sama maka memiliki kemungkinan tempat pengurusan (Kantor

Inspeksi) yang berbeda. Untuk itu perlu ditentukan Kantor Inspeksi
tujuan untuk mésing—masing PIB yang dibentuknya.

Berdasarkan uraian di ataé, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri Sistem

EDI Kepabeanan adalah tanpa tatap muka, pertukaran data antar sistem

aplikasi komputer, format informasi setandar dan tanpa kertas.
B.2.2. Manfaat Penggunaan Sistem EDI

Sistem Edi merupakan suatu langkah pembaharuan yang diambitl
oleh pemerintah Indonesia untuk meny amin agar perkembangan yang pesat
dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk
bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan luar
negeri tetap terjaga kelangsungannya dan berjalan sesuai dengan
kebijaksanaan pembangunan nasrional sebagaimana diamanatkan dalam
GBHN. -

Di samping itu, pada tahap akhir dibarapkan akan lebih dapat
diciptakan kepastian hukum dan tercipta kelﬁastian hukum dan tercipta
kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek icebabeanan bagl bentuk-
bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan luar negeri
yang terus berkembang. Langkah pembaharuan ini juga diperiukan datam
raﬁgka antisipasi era globalisasi ekonomi yang mulai berlaku pada tahun
2003.

Adapun manfaat yang akan didapat dari penggunaan sistem EDI

adalah :




1) Pertukaran informasi dilakukan antar- aplikasi sehingga tidak perlu
proses re-eniry data di sisi penerima, dan tidek perlu proses printing di
sisi pengirim (paperiess). Tidak ada kegiatan re-keying informasi.

2) Mengurangi terjadinya risiko akibat human error-atau meﬁgurangi
terjadinya kesalahan,

3) Di sisi manajemen akan turut mendukung integrasi fungsi-fungsi
operasional sehingga memudahkan monitoring dan kontrol;

4} Mendukung terbentuknya electronic  trading dan wmeningkatkan
kualitaspelayanan. Informasi iebih aman dan Iebih cepat sampai ke
KIBC (Kantor Inspeksi Bea & Cukai) dan mengurangi panjang antrian
di loket KIBC.

5) Terhindar dari pengiriman dokumen mail yang tidak diharapkan (junk
mail).

6) Dokumen dapat diterima dalam bentuk facsimile.

Manfaat lainnya, bahkan secara nasional penggunaan sistem EDI

akan turut :

1) Meningkatkan kelancaran arus barang keluar atau masuk Indonesia,

2) Meningkatkan daya saing barang produksi Indonesia terhadap barang
produksi yang berasal dari negarei lain.

Dengan. Sistem EDI Kepabeanan ini dapat menangkal praktik

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dengan memakai sistem inl

antara user (pengguna jasa sistem EDI) dengan petugas pelayanan jasa

kepabeanan. tidak periu bertatap muka langsung. Dapat dikatakan bahwa
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sistem merupakan sistem yang efektif dan efisien, sehingga dapat dihindari
ckonomi biaya tinggi. Pada akhimya dapat meningkatkan daya saing

produk barang ekspor Indonesia di pasar internasional.

B.2.3. Fungsi Sistem EDI Dalam Pelaksanaan Pros}l:dﬁr Kepabeanan

Dalam rangka peningkatan pelayanan serta penerapan sistem dan
prosedur kepabeanan yang cepat, ékurat dan aman, sejak selitar tahun 1985
telah mulai dipikirkan untuk menciptakan suatu sisten dan prosedur
kepabeanan yang didasarkan pada pemanfaatan sistem komputerisasl.
Setelah melatui studi yang cukup lama, pada tahun 1988 dilakukan uji
coba sistem kepabeanan yang disebut “Customs Fast Release System
(CFRS). Dalam sistem ini beberapa tahapan proses penyelesaian
kaewajiban pabean telah dapat dilakukan dengan menggunakan komputer.
Sistem ini diberlakukan secara nasional pada tahun 1990.

Prinsip dasar sistem EDI diletakkan pada tahun 1995 yaitu

dengan diaturnya cara penyampaian pemberitahuan kepabeanan secara

| clektronic dalam Undang - undang No. 10 Tahup 1995 tentang

Kepabeanan. Sistem CFRS mefilpakan cikal bakal dari sistem EDI
kepabeanan yang diterapkan saat ini yang mulai diberlakukan pada tanggal
1 April 1997. sejak tanggal 1 April 1998 penggunaan sistemn EDI bagi
importir pada beberapa Kantor Pelayanan Utama sudah merupakan
keharusan (mandactory). Pihak terkait yang terlibat dalam penggunaan

Sistem EDI Kepabeanan selain Bea dan Cukai adalah bank dan importir.




Secara umum, bidang aplikasi yang sudah dapat ditangani dalam
Sisten EDI Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlaku
saat ini baru meliputi penyelesaian kewajiban pabean dalam bidang impor.
Dalam sistem EDI ini penyelesaian kewajiban pabean pada umumnya
dilakukan secara elektronik.
Sistem dan prosedur kepabeanan yang diberiakukan saat i
didasarkan pada Undang - undang No. 10 Tahun 1995. Secara umuin
prinsip-prinsip dasar sistem dan prosedur tersebut antara lain
1) Pemberian kemudahan dan kepercayaan yang lebih besar kepada
masyarakat usaha;

2) Pengurangan intervensi fisik pejabat béa dan cukai dalam proses
penyelesalan kewajiban; |

3) Pemisahan proses clearence dengan administrasi penerimaan keuangan
negara,

4) Penggunaan media elektronik dalam proses penyelesaian kewajiban
kepabeanan,

5) Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan sistem melalui  Post
Clearance Audit.

Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut salah satu
langkah penting yang harus diambil adalah penyederhanaan sistem dan
prosedur serta administrasi kepabeanan dan pilihan yang terbaik adalah

penggunaan sistem EDIL Dengan menerapkan sistem EDI, maka berfungsi




menyederhanakan proses penyelesaian kewajiban pabean secara

elektronik, yang antara lain meliputi :

1) pemberitahuan impor oleh importir kepada Bea dan Cukai disampaikan
melalui sistem EDI yang dapat dilakukan laanung dari kantornya.
Dengan demikian mereka tidak perlu datang ke Kantor Bea dan Cukat,

! 2) penclitian dokumen, antara lain importir, Tarip Pos barang impor,
kewajiban —kewajiban yang belum dipenuhi oleh importir dan lain-
lain;

3) penetapan apakah barang impor yang diberitahukan harus diperiksa
fisik atau tidak:

4) pemberian respons kepada importir berkaitan dengan pemberitahuan

yang diajukan;

5) penelitian credit advice atas pembayaran yang dilakukan oleh importir
ﬁelalui Electronic Funds T?‘énsfer;

6) pemberian persetujuan untuk mengeluarkan barang impor (Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang/SPPB) disampaikan kepada importir
secara elekironik melalui sistem EDL Apabila segala persyaratan
impor berdasarkan penelitian komputer sudah terpenubi, maka SPPB
impor secara otomatis z-zkan tercetak pada komputer i_mpo.rtir.58

Dengan sistem ini, proses dan waktu penyelesaian dapat

dipersingkat. Sebelumnya proses tersebut di atas dilakukan secara manual,

% Dioko Wiyono, “Penyederhanaai Sistem  Kepabeanan Melalui Fleciromic  Data
Interchange,Seminar Sehari “Fasilitas Kepabeanan Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan
Industri, Semarang, 22 Februari, 2001, ‘
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yang jelas memakan waktu dan tenaga yang lebih besar dan tingkat

akurasinya lebih rendah.

C. Pengaturan Sistem EDI Kepabeanan Dan Jenis Alat Bukti Dalam Hukum

Indonesia

C.1. Ketentuan Hukum Kepabeanan Yang Berhubungan Dengan

Transaksi Perdagangan Luar Negeri
C.L.L. Samber Hukum Kepabheanan Internasional

Keberhasilan instansi Kepabeanan dalam melaksanakan fungsi
Kepabeauaﬁ membutuhkan pengaturan yang jelas dan tertuang di dalam
berbagai sumber hukum. Mengingat masalah Kepabeanan tidak hanya
berkaitan dengan masalah perdagangan internasional saja, melainkan juga
hubungan internasional publik, maka dapat dikatakan bahwa sumber

~ hukum Kepabeanan internasional adalah sama dengan sumber hukum
ekonomi internasional pada umumnya.

Pengaturan sumber hukum ekonomi internasional sebagai bagian
dari hukum internasional publik terdapat di dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta
Mahkamah Internasional sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBEB
tertanggal 26 Juni 1945, Pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa dalam
mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah

Internasional menggunakan:>

* Mochtar Kusumaatmadja, “Pengantar Hukum Internasional ", Binacipta, Bandung 1990, hal. 82.
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1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus,
yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakw secara

tegas oleh negara-negara yang bersangkutan

b2

Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan
umum yang telah diterima sebagai hukum

Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab

Lk

4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka
dari berbagai negara, sebagai sumber tambahan bagi menectapkan
kaidah-kaidah hukum.

Seiring dengan munculnya berbagai badan atau organisasi
internasional, produk hukum yang dihasilkan oleh badan atau organisasi
tersebut juga semakin bertambah. Pertumbuban badan atau organisasi
internasional telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari
‘badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari badan atau organisasi
tersebut yang tidak dapat diabaikan sebagai sumber hukum internasional,
walaupun keputusan tersebut belum dapat dikatakan sebagat sumber
hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya. R |

Keputusan dan berbagai produk hukum yang dihasilkan, dalam
lingkup yang terbatas telah melahirkan berbagai kaidah yang mengatur
pergaulan antar anggota-anggotanya. Di lain pihak, keputusan dan produk
hukum tersebut ada yang mempunyat kekuatan mengikat kepada beberapa

negara, bahkan mempunyai pengaruh yang lebih besar dari semestinya.
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Kemunculan organisasi-organisasi Kepabeanan baik yang berstfat
regional maupun internasional telah menghasilkan berbagai pengaturan di
bidang Kepabeanan, yaitu :

1. Cu.srom.s; Cooperation in ASEAN (ASEAN ‘Directors General of
Customs)
a. ASEAN Customs Code of Conduct 1983 and 1995 (revised)

Code of Counduct ini mengakui pentingnya kerjasama di bidang

kepabeanan. Pengaturau.yang dilakukan sejak 1983 mengalami

perbaikan pada tahun 1995 dengan tujuan :

1) to facilitate intra-ASEAN trade by simplifying and harmonizing
tradé procedures so as to suppori the implementation and
acceleration of CEPT for AFTA

2) to enhance ASEAN cooperation in customs 50 as 1o complement
economic cooperation activities in ASEAN

3) to promote the salient principles in the conduct of customs
matters in ASEAN, as per the principles of this code

4) to endevour the harmonize ftariff nomenclatures, customs
valuation and procedures in ASEAN

b. ASEAN Agreement on Customs 1997
Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh the seventh AFTA
Council pada bulan September 1995 adalah melakukan perluasan
dan pendalaman kerjasama di bidang kepabeanan melalui

pembentukan sebuah legal framework. The ASEAN Agreement on

e e e ,84




Customs dibuat pada the First ASEAN Finance Minister meeting on
7 Murch 1997. Negara anggota baru, yaitu Laos dan Myanmar
menyetujut, agréement ini pada tanggal 23 Juli 1997, sedangkan
Kamiboja melakukan persetujuan pada tanggal 30 April 1999.
Agreement ini mcnékankan prinsip Consistency, availability of
access 1o Appeals, Simplicity, Transparancy, Efficiency and Mutual
Assistance, yang kemudian dapat disingkat dengan CASTEM.
Secara garis besar agreement ini mengatur bidang Tariff
Nomenclature, Customs Valuation, Customs Procedures,
Information Exchange, Appeals dan Private Sector Participation.

c. ASEAN Documents on Customs (Section on The Policy
Implementation and Work Programme (PIWP) |
ASEAN Documents on Customs ini dasarnya merupakan hasil dari
ASEAN Customs Vision 2020 yang berisi tergugat pemikiran
terhadap pengembangan the Agreement On Customs di dalam
menghadapi tantangan pada abad 21. Pemikiran ini didasari adanya
kepentingan untuk menghadapi tantangan yang disebabkan oleh
lingkungan ekonomi yang semakin dinamis, kepentingan untuk
bertahaﬁ secara internasional dan melakukan pengembangan
kawasan regional. Anggota-anggota ASEAN berharap dapat
meningkatkan dan mempercepat perwujudan integrasi ekonomi
pada kawasan ini. Dalam the Policy Implementation and Work

Programme telah diatur hal-hal yang berhubungan dengan Post




Cx’garance Audit, Cargo Processing, Customs Valuation, Tariff

Classification, Good in Transi, Automation, Enforcement,

Temporarily Adnitted Goods, Strategic Planning and Management,

Mutual Assistance, Tmnsparanc;; Enhancement, Training and

Human Resource ‘bevélopmenf. Technical Assistence to new’

members of ASEAN, International Customs —F or a, Partnership with

the Business Community.

2 | World Customs Organization (WCO)
a. Convention:

1. Convention on Establising the Customs Cooperation Council
1952

9. Customs Convention on ECS Carnetsfor Commercial Samples
1957

3. Convention on Nomencléture for Classification of Goods in
Customs Tariffs and Protocoal' of Améndment 1959

4. Customs Convention on the Temporary Importation of
Packings 1962

5. Customs Convention ‘on the Temporary Importation of
Proﬁs..ssz'onal Equipment 1962

6. Customs Covéntion Cbncerning Facilities for the Importation
of Goods for Display or Use of Exhibitions, Falrs, Meeting or

Similar Events 1962




7. Customs Convention on the Temporary Importation of -

Scientific Equipment 1962

8 Customs Convention on The ATA Carnet for Temporary

Admission of Goads (ATA Convention) 1963
9. Customs Co};vention Concerning  Welfare Materialfo}
Seafarers 1963 :
10. Customs Convention on the Temporary Importation of
.Pedagogic Material 1971
11. Customs Convention on the International Transit of Goods (IT1
Convention) 1971 |
12 Customs Convention on Containers 1972
13. Kyoto  Convention (International ~ Convention  on the
Simplﬁ‘icar;'on and Harmonization of Customs Procedures)
1974
74. Nairobi Convention {International Convention on Mutual
Administrative Assistance for the Prevention, Inve.s:rigation and
Repression of Customs Oﬁences)- 1980
13. Convention on the Harmonized Commodity Description and
Coding System 1988 |
6. Istambul Convention (Convention on Temporary Admission)
1993

17. Kyoto Convention 1999 (revised)




18. Convention on the Valuation of Goods for Customs Purposed

(BDYV)

b. Recommendation

L

WCO Recommendation Related to the Harmonized System
Convention ;

Recommendation at the Customs Cooperation Council (CCC)
on the Insertion in National Statistical Nomenclatures of
Subheading for Substa.nces Controlled Under the Convention
on the Prohibition of the Development, Production, Stocpiling
and Use Chemical Weapons and on Their Destruction
Recommendation at the (CCC) on the Improvement of Tariff
Classification Work and Related Infrastructure
Recommendation at the (CCC) on the Insertion in National
Statistical Nomenclatures of Subheading to Facilitate the
Collection and Comparison .of Data on the International
Movement of Substances Controlled by Virtue of Amendments
(o the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer.

Recommendation at the (CC;C) on the Use Standards Units of
Quantity to Facilitate the Collection, Comparison and Analysis
of Intérnational statistic based on the Harmonized system
Recommendation at the (CCC) on the Introduction of

Programmes for Binding Pre-eniry Classification Inforniation
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7. Recommendation at the (CCC) on the Insertion in National
Statistical Nomenclatures of Subheading for the Substances
Controlled Under the Single Convention on narcotic, Drugs,
1961, as Amended by the 1972 Protocol amil the 1971
Convention on psychotropic Substances

8. Recommendation at the (CCC) Concerning the Reporting of
Trade Data to the United Nations Statistics Division

9. Recommendation at the (CCC) on Against lilicit Cross Border
Movement of Nuclear and Hazardous Material (including their
wastes).

Pengaturan masalah kepabeanan dalam sumber hukum di atas

mengatur bidang kepabeanan secara umum. Dalam rangka menciptakan
harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan, WCO telah mengatur

penggunaan teknologi informasi khususnya sistem EDI Kepabeanan &

dalam berbagai sumber hukum berbentuk recommendation, yaitu:

1. The .Use of World Wide Web Sites by Customs Administrations

2. The Use of the WCO Data Maping Guide for Customs
UN/EDIFACTME995

3. Adherence to Standards in Relation to Data Reguireménls for
Advences passanger Information (AP])

4. The Use of Codes for the Representatz‘oﬁ of Data Elements

5. The Transmision and Authentication of Customs Information which is

Processed by Computer
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6. The Use of the UN/EDIFACT Rules f;)r Electronic Data Interchange

7. The Use of the United NationsTrade Data FElements Directory
(UNTDED) |

8. The Use of the CCC/IA TA Data Interchange Standards.

Adanya berbagai sumber hukum yang telah dikeluarkan olch
organisasi-organisasi kepabeanan terutama WCO, menunjukkan bahwa
melalui  produk-produk  hukum internaSilonal tersebut usaha untuk
menciptakan keseragaman dan harmonisasi di antara para anggota selalu
dilakukan sejak WCO didirikan. Produk hukum yang dihasilkan memang
beragam. Selain konvensi, WCO telah menghasilkan sebuah produk
hukum yang secara praktek sangat membantu terwujudnya harmonisasi di
bidang kepabeanan. Produk hukum tersebut adalah WCO
Recommendations.

WCO  Recommendations (yang untuk selanjutnya  disebut
rekomendasi) tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum
sebagaimana konvensi (recommendations are not legally binding as
conventions normaily are)® Para anggota organis.;asi dapat menerima
rekomendast jika suatu negara ingiﬁ mengimplementasikan isi dari
rekomendasi yang bersangkutan. Badan atau organ WCO yang

mengeluarkan rekomendasi adalah The Permanent Technical Committee.

60 WeO, “The Nature of WCO Recommendations and The Procedure for Their Acceptance”,
Jttp:/irwww. weoomd. or.id, 1998, hal. 1.
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Rekomendasi banyak mengatur masalah teknik kepabeanan (cusroms

technique) dengan tujuan ;%

1. Meningkatkan kerjasama diantara administrasi kepabeanan;

2. Melakuka-n standarisasi bagi para anggota dalam melakukan praktek-
praktek yang berhubun:gan dengan keringanan, pembayaran uang, atau
remist;

3. Memberikan fasilitas transportasi internasional atas barang, perjalanan
dan wisatawan;

4. Meningkatkan harmonisasi dalam menggunakan teknologi informasi;

5. Memudahkan dan memperlancar implementasi atas konvensi-konvensi -
internasional;

6. Menyederhanakan dan mengharmonisasikan dokumen kepabeanan;

7. Menjamin kesamaan hukum bagi para pembayar pajak.

C.1.2. Tujuan Hukutﬂ Dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri

Pengaturan kepabeanan tidak hanya diatur dalam sumber hukum
yang dihasitkan oleh organisasi kepabeanan saja, melainkan juga diatur
oleh organisasi perdégangan dunia seperti GATT, WTQ, UNCITRAL, dan

ICC. Selain itu dalam hubungannya dengan penggunaan teknologi

informasi khususnya sistem EDI di bidang kepabeanan, maka penggunaan

sistem ini selain Berpedoman pada sumber hukum yang khusus dihasiikan
oleh WCO juga berpedoman dengan UNCITRAL Model Law on Electronic

Commerce.




Mengingat pentingnya masalah *kepabeanan dan penggunaan
teknologi di dalam mendukung pelayanan kepabeanan, International
Chamber of Commerce (ICC) juga telah mengeluarkan beberapa bentuk
produk hukum. Produk hukum tersebut antara lain adalah GUIDEC
(Generél usage for Infernational Digitally FEnsured Cominerce),
Cooperation Agreefﬁent between the WCO and ICC to Promote and
Support  Efficiency Customs  Control —and  Facilitation, and
Recommendations to Member Governments of WITO or Cusrbm.g
Modernization and the Simp:'icati.cm of Trade Procedure.

Keinginan negara-negara di dunia untuk menciptakan harmonisasi
dan kemudahan prosedur kepabeanan dilakukan melalui usaha
mewujudkan integrasi ekonomi dalam bentuk Persekutuan Kepabeanan
(Customs Union), Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) dan

Pasaran Bersama (Common Markef). Pembeniukan integrasi ekonomi

“ dapat bersifat regional, namun pada akhirnya akan membentuk suatu

perdagangan global.
ASEAN Free Trade Area (AFTA) sebagai salah satu bentuk

integrasi ekonomi regional bertujuan untuk meningkatkan semangat

- kompetitif negara-negara ASEAN terutama di bidang produksi melalui

liberalisasi perdagangan di tingkat regional. Keberhasilan pelaksanaan
AFTA memerlukan dukungan kerjasama dari instansi kepabeanan negara-

negara anggota ASEAN.




Semangat kerjasama instansi kepabeanan negara-negara ASEAN
terlibat dari adanya ASEAN Customs Vision 2020 yang dibentuk dalam
menghadapi kebutuhan dalam menghadapi abad 21. Adapun pemikiran
utama dari ASEAN Cusioms .Vision 2020 adalah :* -

“an ASEAN Customs partnership for world class standards and

excellence in efficiency, professionalism and service, and

© uniformity through harmonized procedures, to promote trade and
investment and to protect the health and well-being of the ASEAN

Community.”

Pengertian partnership dalam pemikiran di atas tidak sekedac
menunjukkan adanya kerjasama diantara instansi kepabeanan negara-
negara anggota ASEAN saja, melainkan juga kerjasama diantara para
pelaku bisnis pada umumnya. Kerjasama tersebut meliputi tindakan
melakukan promosi perdagangan dan investasi di kawasan regional.
Tujuan ini semua banya dapat diraih melalui peningkatan kualitas dan
profesionalisme pelayanan yang sesuai dengan standar dan norma
internasional.

Sebagai salah satu cara mempersiapkan diti menghadapi era
perdagangan global, pembentukan integrasi ekonomi regional tetap harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang perdagangan

internasional, terutama GATT dan WTO. Pembentukan integrasi ekonomi

regional dalam bentuk Customs Union, Free Trade Area dan Common

2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukei, “Background on Customs Cooperation in ASEAN’,

http://www.beacukai.go.id, 1997, h.2.
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Market sangat berhubungan dengan masalah tarif sebagai barrier di dalam
perdagangan intel_'nasiona}.‘ Masalah tarif merupakan salah satu hal penting
dalam pokok bahasan GATT dan WTO. Dengan demikian pembentukan
integrasi ekonomi regional harus dapat ﬁlengadopsi ketentuan-ketentuan
GATT dan WTO.

Selain  harus mez#perhatikan ketentuan hukum perdagangan
internasional secara umum, keberhasilan menciptakan sistem perdagangan
dunia perlu didukung oleh berbagai kemudahan dan keseragaman atas
prosedur kepabeanan. Masalah teknik kepabeanan yang bersifat
internasional teiéh diatur oleh Organisasi Kepabéénan Dunia atau WCO.
Dengan demikian penentuan prosedur Kepabeanan di kawasan regional
harus juga mengacu pada standarisasi dan harmonisasi yang telah
ditétapkan WCO, terutama atas apa yang tertuang di aalam Kyoto
Convention.

Guna mendukung keberhasilan kelancaran  perdagangan
internasional, WCQ harus selalu mengakomodir perkembangan pola
perdagangan dan teknologi yang pesat, termasuk menggunakan teknologi
informasi di dalam prosedur kepabeanan yaitu sistem EDI. Usaha im
semua tertuang dalam berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh WCO.

Kontribusi yang paling besar yang dapat lebih mempermudah
pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakannya .teldlologi
informasi (IT). IT tidak saja akan mempercepat penyelesaian pemenu'han

kewajiban pabean, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk




melakukan reformasi terhadap prosedur ;rang _tida.k\.eﬁsien. Pentingnya IT
bagi pabean telah 1aﬁa diketahui oleh WCO dan telah dianjurkan kepada
para anggota yang digunakan.

Pada saat ini banyak institusi pabean yang menggunakan komputer-
untuk @elaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, walaupun belum semua
memiliki sarana otomatis untuk memproses pengeluaran barang dan kargo.
Kondisi tersebut tengah disempurnakan walaupun masih banyak institusi
pabean yang mengembangkan dan menerapkan sistem ‘komputernya
sendiri atau melaksanakan siste;m komputer yang masih umum (generic)
seperti UNTAD'S ASYCUDA System.

Dengan semakin mantapnya penggunaan otomatisasi proses
kegiatan kepabeanan, perhatian mulai difokuskan kepada aspek 1T lainnya
yang sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Penggabungan
teknologi komputer dengan teknologi  komunikasi memberikan peluang
untuk mempercepat transéksi perdagangan internasional.

Keberhasilan pelaksanaan ketentuan hukum kepabeanan dalam
perdagangan dunia memang bergantung dari dukungan setiap negara
anggota, termasuk Indonesia dalam menerapkannya baik secara praktek
atau tertuang di dalam aturan-aturan hukum nasional. Dengan demikian
hukum kepabeanan internasional diharapkan mampu mengatasi berbagai

masalah kepabeanan dalam perdagangan internasional.

95




C.2. Ketentuan Sistem EDI Dalam Hukum Kepabeanan Indonesia

C.2.1. Inventarisasi Hukum Kepabeanan Indonesia Yang Mengatur

Sistem EDI

Sebagai anggota dati WCO, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh
Direktorat Jenara] Bea -d'an Cukai harus dapat menerapkan berbagai
ketentuan yang telah ditetapkan oleh WCO dalam rangka menciptakan
harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan, termasuk penggunaan
sistem EDI. Keberhasilan pengéunaan sistem EDI diatur dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun inventarisasi peraturan perundang-undangan Indonesia
yang mengatur sistem EDI adalah :

1. Undang - undang |
Undang - undang No. 10 Tahun 1995 tenténg Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 21/1996 tentang Penindakan di bidang
Kepabeanan
3. Keputusan Menteri Keuangan
a.” KMK No.236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean
b, KMK No.381/KMK.01/1996 tentang Penyempurnaan Keputusan
| Menteri Keuangan No.1012/KMEK.00/1994 tentang Pemberitahuan
Ekspor Barang sebagaimana telah divbah dengan KMK

No.87/KMK.01/1995




a.

KMK No.488/KMK.05/1996 tentz;lg Tatalaksana Kepabeanan di
Bidang Ekspor

KMK No.574/KMK.05/1996 Tentang Tatalaksana Impor
Sementara

KMEK. No.20/KMK01/1997 tentang Penunjukan Surveyor untuk
melakukan Pemeriks‘aﬁn Barang Ekspor.

KMK No.25/KMK.01/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di

Bidang impor

KMK No.10 1/KMK_.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean.

KMK No.159/KMK.05/1997 {entang Penyempurnaan KMK
No.488/KMK 05/1997 tanggal 31 Juli 1996 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Kl\dK‘No.460/I<II\dK.05/1997 tentang Buku Catatan Penerimaan,
Buku Penerimaan Harian Direktor Jenderal Bea dan Cukai dan
Tatacara Pengisiannyﬁ.

KMK No.SlOfKMK.QI/ 1998 tentang Perubahan atas KMK
No.488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang

Ekspor.

. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

Kep No. Kep-75/BC/1996 tentang Tatacata Pemeriksaan Pabean

atas barang Ekspor

Kep No. Kep-76/BC/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di

bidang Ekspor
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. Kep No. Kep-09/BC/1997 tenfangl Tatacara Pendirian dan

Tatalaksana Pemasukan dan Penjgéluaran barang Ke .dan dari

Gudang Berikat |
_ Kep No. -21/BC/1997 tentang Persetujuan Paﬁlberitahuan Nilat

Pabean sebelum pe_r_lgaj uan PIB

. Kep No.-22/BC/1997 tentang Tatacara Pelaksanaan Penetapan

Tarif atas Barang Imipor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan

Pabean

Kep No-32/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi

Pemberitahuan Impor Barang Kanwil DIBC

. Kep No.-37/BC/1997 tentang Pemeriksaan Barang, Bangunan, atau

Tempat Lain dan Surat dan Dokumen yang berkaitan dengan
Barang _

. Kep No.-63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana
Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Dari Kawasan Berikat

Kep No.-75/BC/1997 tentang Penyempurnaan Kep Dirjen BC Kep
No. Kep-76/BC/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang
Ekspor sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Kep.

Dirjen BC No.-66/BC/1997 tanggal 1 Agustrus 1997

Kep No-15/BC/1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan
Kepabeanan di Bidang Impor

Kep No.-28/BC/1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Pabean atas

Barang Ekspor
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. Kep No.-31/BC/1999 tentang Tatac;ﬁra Pemeriksaan Barang Impor
dan Bkspor serta Pedoman Kerja Melalui Hi-Co Scan X-Ray
Container Inspection

m. Kep No.-33/BC/1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Warung EDI

n. Kep No.-44/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana.-
Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah Disempurnakan.

dengan Keputusan Dirjen BC No.Kep-47/BC/1999

. Surat BEdaran Dirjen Bea dan Cukat

a. SE No.08BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara

Penyelesian Barang Impor sementara

b. SE No.10/BC/1997 tentang Pedoman Pelayaran Kepabeanan atas

‘Barang Impor

¢. SE No.12/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan
Pejabat BC dalam Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang
Impor dan Ekspor |

d. SE No.14/BC/1997 tentang Tatacara Pelaksanaan Pelaporan Data
Pabean dan Cukai berdasarkan SE BC No.11/1993 Pada Sistem
Komputer BC |

e. SE No.18/BC/1997 tentang Pedoman 'Pelayanan Kepabeanan atas
Barang Ekspor

f -SE No.26/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan

Pemberitahuan Nilai Pabean Sebelum Pengajuan PIB




g. SE No.28/BC/1997l tentang Per_xyempumaan SE BC No. SE-
18/BC/1996 tentang Pedoman Pelayanan Kepabeanan atas Barang
Ekspor

h. SE No.08/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara
Penyelesian Barang':' Impor sementara

i. SE No.01/BC/1998 tentang Pendirian warung EDI

j. SE No.13/BC/1998 tentang Tatacara Pelayanan EDI Kepabeanan
di Bidang Ekspor

k. SE No.03/BC/2000 tentaﬁg Penggunaan Database Harga

. SE No.0S/BC/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan
Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang sebelum Kedatangan
sarana pengangkut (Pemberitahuan Pendahuluan-Pra Notification)

m. SE No.06/BC/2000 tentang Penggunaan Formulir Pendaflaran
Impor Barang -untuk Kantor Pelayanan -BC yang Tidak
Melaksanakan Aplikasi Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

Tahun 2000
C.2.2. Pengaturan Sistem EDI Dalam Hukum Kepabeanan Indonesia

Inventarisasi yang dilakukan terhadap Hukum Kepabeanan
Indonesia menunjukkan adanya sistem hirarki di dalam Tata urutan
perundang-undangan Indonesia. Hirarkhi ini berarti bahw;va peraturan
perundangan yang disebutkan lebih dahulu tingkatnya lebih tinggi
daripada peraturan perundang-undangan yang disebutkan kemudian,

dengan konsekuensi bahwa peraturan perundangan yang tingkatnya lebih
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rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan sifatnya
lebih tinggi.

| Selain itu berdasarkan inventarisasi yang telah %dilakukan terhadap
hukum Kepabeanan Indonesia, dapat diketahui bahwa penggunaan sistem
EDI Kepabeanan lebih bényak diatur dalam Peraturan Pelaksana seperti
Keputusan Menterl Keuangan, Keputusan Dirjen dan Surat Edaran Dirjen
Bea dan Cukai. Pengaturan ini didasari oleh adanya 'delegasi wewenang

yang diberikan oleh undang — ur_ldang, yaitu Undang—uﬁdang No. 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan suatu ketentuan dalam undang - undang, suatu
wewenang baik untuk mengatur sesuatu maupun untuk melaksanakan
sesuaty dapat didelegasikan kepada suatu peraturan perundangan yang
lebih rendah tingkatnya atau kepada pejabat tertentu. Pendelegasian
wewenang harus disebutkan secara tegas di dalam u:ndang - undang baik
atas hal ‘atau apa saja yang didelegasikan, jenis peraturan perundangan
yang akan mengatur, atau- ‘ﬁejabat yang ditugaskan untuk melakukan
kewenangan itu, |

Dalam hubungannya dengan sistem EDI, berdasarkan inventarisasi
yang telah dilakukan temtang sistem EDI Kepabeanan dapat dilihat bahwa
pengaturan tersebut sebenamya dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu |
pengaturan yﬁng secara tegas menyebutkan kaiimal%: dokumen elektronik
dengan jelas, dan pengaturan yang berhubungan dengan EDI sebagai

dokumen terutama dalam hal tata laksana kepabeajnan' dan pengawasan.
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Dalam hal ini EDI sering tidak disebutkan secara jelas namun
dikategorikan sebagai dokumen kepabeanan. “

Penggunaan sistem ini sangat erat dengan prosedur ekspor dan
impor terutama dalam hal pemberitahuan pabean. Pasal 5 ayat 2 Undang- |
undang No. 10 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Pemberitahuan Pabean
diserahkan kepada Pejabat-Bea dan Cukai di kantor Pabean atau tempat
lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau
media elektronik”. Lebih 1anju§ undang - undang memberikan delegasi
wewenang kepada menteri untuk menentukan ketentuan dan tatacara
pemberitahuan (Pasal 28) dan penggunaan pemberitahuan pabean (Pasal
29 ayat 3).

Menurut penjelasan Pasal 28 disebutkan bahwa pemberitahuan
pabean dan dokumen ‘pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa
tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer
tanpa menggunakan kertas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pemberitahuan pabean dan dokumen vang digunakan dalam sistem EDI
merupakan dokumen elektronik.

Menteri dalam hal ini adalah menteri keuangan mengatur masalah
prosedur eksopr dan impor tersebut dalam berbagai aturan di bidang
Tatalaksana  Kepabeanan.  Selanjutnya menteri  mendelegasikan
pelaksaniaan tatalaksana ini kepada Dirjen Bea dan Cukai dalam bentuk
keputusan dan surat edaran. Pendelegasiah ini dilakukan terutama untuk

hal-hat yang bersifat tekois.




Pelaksanaan penegakan dalam wujud wewenang kepabeanan diatuys
dalam PP No.21/1996 tentang Pemindakan di Bidang Kepabeanan
Peraturan Pemerintah ini juga merqpakan wujud delegasi wev#enang dari
Bab XII (Pasal 74 s/d Pasal 92) Undang-undang No. 10 Tahun 1995.
Penindakan di bidang képabeanan merupakan hal yang penting dalari
mendukung keberhasilén -pengeunaan sistem EDI terutama di bidang
pengawasan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan sistem EDI di
dalam hukum kepabeanan Indonesia memang lebih bersifat tekmis

Sedangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan sistern

EDI perlu diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Pengaturan ini memang penting mengingat kemajuan bidang
teknologi telah mngubah sangat jauh model perdagaﬁgan mtémasional.
Masalsh hukum yang dibadapi dengan muncuinya electronic
trading secara keseluruhan memang belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada
saat ini (KUH Perdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan alat bukti)
memang belum mampu menjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan
hubungan hukum dari para pihak dalam svatu transaksi elektronik. Hal ini
disebabkan karena transaksi elecironic trading merupakan paperless
fransaction, sedangkan hukum pembuktian di Indonesia saat ini masih
didasatkan pada sistem pembuktian di atas kertas. Dengan demikian

authentifikasi dan validitas dari komponen sistem EDI mutlak diperiukan.
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BAB 11

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

HASIL PENELITIAN
Pelaksanaan Sistem EDI di Pelﬁbuhan Tanjung Emas Semarang dan

Hambatan-Hambatan yaxig Munecul

A.l. Pelaksapaan Sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Kurang Dapat Berjalan Dengan Baik

Seperti telah diketahui bersama bahwa Electronic Data Interchange

(EDI}, adalah mempakan pertukaran dokumen bisnis secara elekironik antar
organisasi, an£ar aplikasi, antar komputer degan meﬁggunakan format standar,
Format standar yang teiah umum dipakai pada saat ini adalah antara lain :©

1. UN/EDIFACT

2. ANSIX]12

3. XML
Dalam hal ini sistem EDI Kepabeaan menggun'fikan format UNJEDIFACT
(Uﬁited Nation/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, und
Transport) ,yaitu standar penulisan dokumen eiektronik yang disusun oleh suati

working party dibawah naungan PBRB dan direkomendasikan penggunaannya

63 www.ptedi indonesia.com., diakses 31 Mei 2004.
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untuk berbagai bidang bisnis meliputi administrasi, perdagangan dan
transportasi di seluruh dunia, |

Sistern yang selama ini dipakai yaitu, Bill of Lading (B/L) pada
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah metupakan tanda bukti
pengangkutan yang tertulis, sedsjngka.n sistem Eletronic Data Interchange (EDI}
sebagai sistem yang baru, merupakan suatu paperless system yaitu suatu sistem
yang tidak mempergunakan. kertas sebagai sarana melainkan menggunakan alat
elektronik (komputer).

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan — perusahaan
yang menggunakan sistem EDI kepabeanan Pelabuhan Tanjung Emas
Sematang adalah hanya sebanyak 18 perusahaan. Dari jumlah tersebut,
perusahaan — perusahaan'tadi mempuns'ai status data yang berbeda, Dari jumlah
tersebut 5 perusahaan mempunyai status data “aktif”, kemudian 7 perusahaan
mempunyal status data “see” . sedéngkan sisanya yaitu 6 perusahaan
mempunyai status data “none:’ 8

Pada hakekatnya sistem EDI ini adalah efisien karena dapat mengurangi
jumlah waktu yang terpakai untuk pengurusan dokumen kepabeanan yaitg hanya
butuh waktu empat‘ (4) jam, padahal sebelumnya membutuhkan waktu paling
tidak ﬁga (3) hari. Disamping itu, dengan cepatnya data terkirim ke kantor Bea
dan Cukai, vang berarti pula SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)

cepat keluar (bahkan SPPB ini dapat langsung dicetak / di print di kantor

64 Wawancara pribadi, KIBC Semarang,12 September 2003.
85 Wawancara pribadi, KIBC Semarang,op.cit.
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perusahagn yang bersangkutan sendiri), maka perusahaan bisa 1angsuhg

mengambil barangnya di gudang. Dengan kata lain, barang bisa cepat keluar

. sehingga otomatis sewa gudang menjadi lebih murah.

Lebih jauh lagi sistem EDI juga mempercepat dan'memperlancar-arus

data / dokumen dan arus barang di kantor Bea dan Cukai itu sendiri. Dari

penelitian di lapangan diketahui ‘bahwa volume arus transaksi data dan barang

di Kantor Inspeksi Bea & Cukai Pelabuban Tanjung Emas Semarang sangat

kecil. Per bulan terdapat kurang dari 1.000 PIB (Pemberitahuan Impor Barang),
sehingga kira ~ kira perhari terdapat kurang dari 30 PIB.

Pada saat ini, sistem EDI kepabeanan di Kantor Inspeksi Bea & Cukai
Pelabuhap Tanjung Emas Semarang hanya meliputi pengurusan. dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) saja. Selanjutnya dalam waktu yang akan
datang akan dikembangkan untuk pengurusan dokumen Pemberitahuan Ekspor
Ba;ang"(PEB) termasuk dokumen yang berkaitan dengan pelabuhan. Meskipun
secara nasional EDI ekspor sudah dianjurkan mulai ditaksanakan pada 1 Mei
2004, tetapi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum dapat ditaksanakan.

Penyelenggaraan program EDI ini adalah kerjasama antara PT (persero)
Pelindo I1I, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dan PT. EDI Indonesiﬁ. Dalam hal im
Pelindo hanya menyiapkan ruangan, peralatan komputer dan personil.
Sedangkan Ditjen Bea dan Cukai menyiapkan dan meminjamkan software
aplikasi PIB dan training kepabeanan bekerjasama dengan PT EDI Indonesia.
Biaya rutin yang dikeluarkan oleh Kantor Tnspeksi Bea & Cukai Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang, rata — rata sebesar Rp. 4 juta per bulan. Dengan
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perincian Rp. 2 juta mﬁk biaya sewa ja'rin'gainr t;elpon (leased ling) pada PT
Telkom dan Rp. 2 juta untuk biaya operasional. 66
A.1.1. Pihak — pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Sistem EDI
Proses pengurusan dokumen PIB (Pemberitdhuan Impor Barang)
melibatkan beberapa pihak sebaéa.i berikut :
a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal ini adalah Kantor
Iﬁspeksi Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
b. Mitra Kerja DIBC : ‘
1) Agen Pengangkutan.
2) Importir — PPIK.
3) Bank Devisa Peﬁsepsi di Semarang.
4) Unit Terminal Peti Kemas / Pergudangan.
c. Penyedia Layanan Jaringan EDI yaita PT EDI Indonesia di Semarang
d. Penyedia Fasilitas 'i"e]ekommﬁkasi yaita PT Telkom, provider fastel, dan
lain — lain; |
e. Kantor Kas Negara
f PT.PELINDOII |
A.1.2. Prosedur Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan
Al.2.1. Persyarata‘n Penggunaan Sistem EDI Pelayanan Impor
Apabila sebuah perusahaan / importir ingin menggunakan sistem EDI

kepabeanan maka ﬁang harus dilakukan adalah :

6 Wawancara pribadi PT EDI Indonesia Semarang, 31 Oktober 2003.
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Mendaftar ke Ditjen Bea dan Cukai (cq. Kapuslatasi DJBC).

Mendapatkan konfirmasi / persetujuan DIBC.

Mengikuti training / workshop / pelatihan EDI yang diselenggarakan DIBC
-PT BDi Indonesia;

Ramping up sistem EDL Dibantu PT EDI Indonesia.

Menyelesaikan persyaratan — persyaratan administratif pelanggan di PT EDi
Indonesia.

Dan kelengkapan permohonan untuk menjadi anggota EDI

Kepabeanan adalah sebagai berikut :

PPJK/importir umuny/importir produsen harus membawa :

1.

2

Surat permohonan (oleh Direktur Perusahaan ybs)

Foto copy NPWP

Surat keterangan domisili yang terbaru dan masih berlaku dari pengelola
kawasan, penguasa gedung, kelurahan dan/atau kecamatan

f‘oto copy API-U/P/T (Importir)

Foto copy STUP/BKPM-D/A {Importir)

Foto copy SIUJPT dari Departemen Perhubungan (PPJ K)

Foto copy Surat Keputusan Jijin PPIK dari KPBC tempat kegiatan dan bukti
penerimaan jaminan dari KPBC tempat kegiatan yang terbaru dan masih
berlaku.

Akte notaris pendirian perusahaan dan. jika ada perubaban pimpinan
perusahaan juga dilampirkan. akte notaris perubahan anggaran perusahaan

yang menyangkut perubahan struktur pimpinan.
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beberapa persyaratati harus dilengkapi oleh eksportir untuk mcnda.patkan-
layanan ini.”’

Agar mendapat layanan PDE Ekspor, eksportir atau kuasanya
terlebih dahulu harus membuat Nota Kesepakatéﬁ (MOU) Penggunaan
Sistem PDE Ekspor dengan KPBC terdekat dimana cksportir tersebut
berdomisili, tidak harus der{gan KPBC (Kantor Pelayanan Beé dan Cukai)
pelabuhan muat. Misalnya eksportir yang berdomisili di Jepara sedangkan
pelabuhan muatnya adalah Tanjung Emas Semarang, maka si eksportir
cukup membuat Nota Kesepakatan dengan KPBC Jepara tidak harus dengan
KPBC Tanjung Emas Semarang. Maksud dari kuasa eksportir adalah kuasa
dari pihak perusahaan kepada karyawan perusahaan/eksportir yang
bersangkutan yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota
Kesepakatan (MoU). Nota Kesepakatan Penggunaan PDE Ekspor yang telah
dibuat tersebut berlaku untuk seluruh KPBC pelabﬁhan muat di Indonesia.

Temyata di lapangan dijumpai banyak hal yang menycbabkan

penyelesaian pembuatan MoU/ Nota Kesepakatan tidak berjalan mulus terutama
di Jakarta maupun di Semarang. Adanya birokrasi yang berbelit serta ketidak
tahuan eksportir terhadap informasi terakhir turut andil dalam hal ini.Oleh
| karena itu sejak 21 April 2004 Ditjen Bea dan Cukai, PT. EDI Indonesia dan PT.
Palapa digital Elektronik Indonesia membuka Pos Pelayanan Terpadu Persiapan

Sistem EDI Ekspor 01 Mei 2004 bertempat di Kantor Pusat DIBC.

87 wrww ptedi indonesia.com, diakses 5 Juli 2004.




Adapun beberapa persyaratan yang harus dibawa pada saat pembuatan Nota
Kesepakatan adalah sebagai berikut :
1. surat permohonan pembuatan Nota Kesepakatan Pelayanan PDE-Ekspor
2. fotocopy akte pendirian perusahaan terakhir (rangkap 3}
3. fotocopy NPWP dan SPKP (raiﬁgkap 3)
4. fotocopy surat keterangan domisili (rangkap 3)
5. fotocepy SIUP dan TDP (rangkap 3)
Selanjutnya bagi para eksportir yang ingin mendapatkan modu! bisa langsung
mendapatkan modul aplikasi PEB di Pos Pelayanan tersebut. _Sedangkan bagi
para eksportir yang ingin menjadi pelangggan jasa jaringan pertukaran data
elektronik dari PT EDI Indonesia maka dapat mengajukan permohonan
pembuatan Surat Rekomendasi Pengguna Sistem EDL Kepabeanan dari
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) atau dari Kanwil di Pos
Pelayanan . |

Bagi perusahaan pengusaha jasa kepabeanan (PPJK) yang telah menjadi
pelanggan ED! cukup membuat Surat Rekomendasi Pengguna Sistem EDI
Kepabeanan Ekspor. Syarat yang lain adalah rﬁemiliki surat ijin PPJK vang
masih berlaku dari KPBC setempat dimana PPJK tersebut beroperasi serta untuk
perusahaan yahg mempunyai fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE) harus memiliki NIPER.

Tahap sclanjutnya eksporti/PPJK dapat langsung menghubungi PT.EDI
Indonesia atau PT Patapa DEI untuk melakukan pembelian EDI Enabler

Software serta pembuatan EDI Number di jaringan PT. EDI Indonesia. Pada
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tahap ini eksportit/PPJK harus melampirkan surat-surat perijinan dari DIBC
yaitu MoU dan/atau Surat Rekomendasi setta syarat-syarata yang lain, antara
lain :
1. fotocopy NPWP
2. fotocopy SIUP/STUIPT
3. fotocopy surat ijin domisil
4. fotocopy akte pendirian usaha
5. form pendaftaran berlangganan yang telah ditandatangani
Selanjutnya proses akan dilanjutkan dengan pengaktivasian EDI
Number perusahaan di jaringan PT. EDI Indonesia.
A.1.3. Aliran Dokumen PIB Dengan Penggunaan Sistem EDI
Mengenai aliran dokumen dalam Pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor
Barang), kaitannya dengan pengurusan dokumen dengan sistem EDI ada
beberapa langkah yang dilakukan. Langkah — langkah tersebut adalah sebagai
berikut (aliran dokumen) :
a. Importir / pemberitahu melakukan pembayaran bea masuk, pajak dan cukai
atas barang yang di impor kepada Bank Devisa Persepsi di Semarang.
b. Bank Devisa mengirimkan Debit Advice kepada Importir sebagai bukti telah
dilakukaﬁ pembayaran oleh Importir.
c. Bank mengirimkan copy Credit dvice kepada Bea & Cukai.

d. Importir melakukan pengiriman PIB secara elektronik kepada Bea & Cukai.

e. Bea & Cukai mengirimkan respon — respon schubungan dengan PIB yang,

diterima.
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f  Bea & Cukai memberikan respon Pengeluaran Barang (SPPB).
g Bank mengirimkan Credit Advice atas pembayaran yang telah dilakukan

Importir kepada Kantor Kas Negara.

Untuk lebih jelasnya aliran dokumen yang terjadi dalam’proses pengurusan

dokumen PIB dapat dilihat dalam gambar/skema berikut;

IMPORTIR BEA DAN
CUKAI
Y
a b
v
BANK g KAS NEGARA
PERSEPSI IO

Keterangan : Gb. Bagan aliran dokumen pada proses pengurusan PIB.
e ~:  Garis terputus — putus menunjukan dokumen dapat dﬂakukan

secara manual dan atau dengan sistem EDI

Salah satu fasilitas yang tersedia pada Aplikasi PIB EDI ini kalkulasi
yang dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Fasilitas ini menunjang Self
Assessment yang menjadi salah satu prosedur pengurusan dokumen impor.

Dengan demikian jumlah bea, cukai dan pajak yang harus dibayarkan ke kantor

Kas Negara akan dihitung secara otomatis. Hasilnya akan menjadi masukan bagi
penerbitan SSBC (Surat Setoran Bea Masuk) dan SSP (Surat Setoran Pajak).
SSBC dan SSP dapat dicetak pada printer maupun c_litamlailkan (display} di layar |

komputer dengan' memilih sub — menu SSBC / SSP pada menu aplikasi.
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Pencetakan / display dapat dilakukan satu persatu untuk setiap jenis pungutan
yang harus dibayar atau sekaligus untuk semua jenis pungutan.

Pengurusan PIB EDI dilakukan pada Kantor Inspeksi Bea & Cukai
(KIBC) vang telah memiliki fasilitas penerimaan data secara EDI, berupa
Perangkat Keras, Peraﬁgkat Lui;ak (Software EDI) maupun aplikasi antar muké
(interface} yang men-load dokumen dari jaringan EDI ke dalam In-house
applic&tian pada komputer Bea Cukai,

Kantor Inspeksi vang menjadi tujuan pengurusan dokumen harus
ditentukan dalam sub — menu Trading Partner pada menu Data Pendukung.
Kantor Inspeksi Bea Cukai yang dimaksud adalah Kantor Inspeksi yang telah
memiliki sistem pengurusan dokumen PIB secara EDI. Kantor Inspeksi terkait
ditandai dengan Kode Kantor, Local Name serta EDI Number yang unik untuk
setiap Kantor Inspeksi.

Pengurusan PIB diselesaikan pada kantor Inspeksi yang sé;suai pada
kantnor Inspeksi yang sesuai dengan tempat bongkar barang. Dengan demikian
untuk iﬁtportir yang sama riaka memiliki kemungkinan tempat pengurusan
(Kantor Inspeksi) yang berbeda. Untuk itu perlu ditentukan Kantor Inspeksi

Tujuan untuk masing — masing PIB yang dibentuknya.
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A.2. Hambatan Yang Timbul dalam Pelaksanaan Sistem EDI di Pelabuban
Tanjung Emas Semarang
Sistem EDI ini telah diterapkan di Indonesia, termasuk pula pada
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sebagai suatu "‘éist'em yang baru tentu
terdapat hambatan—hambata;; dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa
- pelaksanaan sistem EDI pada Pelabuhan Tanjung .Emas Semarang diketahui
bahwa Sistem EDI yang diterapkan di KIBC Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang belum murni paperless system karena masih tetap menggunakan
dokumen kertas lain yaitu B/L. Terdapat beberapa kendala di dalam
pelaksanaan sistem EDI yaitu terbatasnya jumlah peserta perusahaan yang
aktif dan jumlah bank yang menjadi peserta program EDL Di samping itu
dalam pelaksanaan sistem EDI di KIBC Pelabuhan Tanjung Emas Semarang -
hanya melayani pengurusan ddicmnen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Vsaja belum meliputi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sehingga
penggunaan sistem ini belum maksimal. Selain itu kesiapan sumber daya
manusia di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai pelaksanaan dan
masyarakat pengguna sistem EDI ini dianggap merupakan hal-hal yang

dapat dimasukkan dalam kategori bambatan tersebut. .

- A.2.1. Persoalan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sistem EDI
A.2.1.1. Persoalan Teknis

EDI merupakan persoalan baru dalam perdagangan internasional di

Indonesia. Selama ini persoalan-persoalan yang timbul dan berhubungan
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dengan masalah EDI dalam prosedur kepabenan memang belum pernah
diselesaikan melalui jalur_pengadilan. Para pihak lebih memilih penyelesalan
sengketa melalui jalur administrasi.

Adapun kasus atau persoalan yang dijumpéi sételah sistem EDI

diberlakukan adalah

_ Data yang dikirim dari perusahaan tidak sama dengan yang diterima oleh Bea

dan Cukai, bahkan Bea dan Cukal tidak menerima sama sekali, misalnya dalam

hal pembebasan bea masuk.

. Respons yang dikirim oleh Bea dan Cukai ternyata tidak bisa diambil oleh

perusahaan, misalnya Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sudah

diterbitkan oleh Bea dan Cukai tetapi komputer péfusahaan tidak ada respon.

 Pemberitahuan Informasi Barang (PIB) yang secara elektronik sudah

dinyatakan jalur hijau, tetapi prakteknya masih harus dilengkapi dengan SPPB
asli hasil print out importir. Mengingat lokasi perusabaan dan pelabuhan relatif
jauh sekaligus dalam rangka menghindari xontak fisik, pengiriman SPFB

sebaiknya dapat dilakukan melalui faximile.

. Adanya tambahan prosedur pemeriksaan fisik.

. Jaminan dari Bapeksta ( Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan

Data Keuangan ) masih harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Inspeksi Bea dan
Cukai. Sebaiknya hal tersebut tidak perlu lagi dilegalisix karena sudah

diamankan dengan sistem EDL

_ SPPB lembar kedua akan diterbitkan oleh importir akan menambah panjang

birokrasi. Dalam prosedur lama SPPB jembar ke 1 dan ke 2 diterbitkan oleh Bea

,__.Vf ——— _‘_‘4...—‘.4..——-,_'.._.ﬁ1.1_6_l..7-._.l—u_




dan Cukai dan tidak perlu melalui seksi perbendaharaan, karena dapat langsung

ke bagian pendokumentasian.

7. Sistem pertukaran data masih mengalami perubahan-perubahan demi
kesempurnaan.

Dari uraian diatas, maka dapat.dikatakan bahwa persoalan teknis yang timbul
dalam pelaksanaan sistem EDI adalah disamping kurang siapnya sumberdaya
manusia di pelabuhan sebagai pelaksana sistem EDI juga kurang antusiaSnya
masyarakat  pengguna sistem EDI yaitu para- p}hak yang terlibat di dalam
pelaksanaan sistem EDI, dalam hal ini adalah eksportir dan importir.

A.2.1.2. Persoalan Non Tekﬁis

Disamping persoalan teknis yang timbul dalam pelaksanaan sistem
EDI seperti telah dikemukakan diatas, terdapat pula persoalan yang bersifat
non-teknis dalam pelaksanaan sistem EDI .

Persoalan non-teknis yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI ini
adalah persoalan di bidang hukum. Persoalan hukum yang muncul adalah
kurangnya produk perundang-undangan yang mendukung pelaksaraan
sistem EDI. Pada saat ini belum terdapat peraturan perdunang-undangan
yang khusus mengatur masalah EDL Selama ini ini sistem EDI banya

berdasar pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
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A.2.2. Penyelesaian Persoalan Dalam Pelaksanaan Sistem EDI
A22.1 Penyelesaian Persoalan Secara Administrasi
Digunakannya penyelesaian secara administrasi sebenarmya
bcrhubung,_an de:_lgan kecepatan yang ingin dicapai i)leh para pihak dalam
prosedur kepabeanan dan p;rdagangan internasional secara umum. Hal ini
sebenarnya juga terlihatjelas' ﬁalam UU No. 10 tahun 1995 yang menyatakan
dalam praktek kepabeanan internasional dewasa ini penanganan atas
pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititikberatkan pada penyelesaian
secara fiskal yajtu pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk
denda.
Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan
untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas diatur dalam Undang-
Undang, Sanksi administrasi harus menjadi sarana- fiskal agar dapat
dilaksanakan secara efektif dan eﬁsien. Penerapan éanksi administrasi harus '-
memenuhi kriteria-kriteria yang transparan agar dapat dicegah adanya
ketidakpastian dalam menerapkan sankasi tersebut.
A.2.2.2. Penyelesaian Perso‘aian Melalui Pengadilan
Walaupun  demikian penyelasaian sengketa melalui prosedur
pengadilan dapat saja dilakukan oleh pal;a pihak. Mengingat Indonesia
belum memiliki peraturan yang mengatur tentang EDI sebagai alat bukti
elektronik dan belum ada keputusan pengadilan yang memutuskan sengketa

tentang penggunaan EDI sebagai alat bukti elektronik, maka tinjauan kasus
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dari penggunaan EDI dapat dilihat melalui putusan-putusan pengadilan
asing,

Dalam penyelesaian melalui  pengadilan inila}-g ~ kemsungkinan
éengketa tidak akan hanya bersifat teknis saja, melatnkan juga dapat berupa
tindak pidana kepabeanan lainnya. Dengan demikian penyelesaian hukum
dan penerapan ketentuan hukum tidak hanya bersifat administrasi saja,
melainkan ketentuan hukum lainnya terutama pidana. Pénggunaan sanksi

pidana sudah pasti harus didasari oleh alat bukti yang ada.

A.3 Penyederhanaan Sistem Kepabeanan Melalui Electronic Data Interchange

(EDD)
A.3.1. Motifasi Penyederhanaan Sistem Kepabeanan Melalui EDI

Berkembangnya teknologi EDI sekitar tahun 1980-an di benua Eropa
dan Amerika, dengan tujuan efisiensi pelayanan/pengurusan  dokumen,
=‘tf:rut;a:ma untuk pelayanan jasa transportasi, manufaktur, mobﬂ, bea dan
cukai, ritel, bank, farmasi. Sekarang ini banyak bidang usaha di berbagai
negara Asia-Pasifik telah mengimplementasikan EDI baik yang berbasis
VAN (Value Added Network) maupun 1P (Internet Protocol).

Keinginan Manajemen PT.(Persero) Pelabuhan Indonesm T untuk
mengimplemetasikan EDI di Pelabuhan dengan tujuan peningkatan efisiensi
pelayanan jasa kapal dan barang. Untuk ini dipandang perlu mendirikan
anak perusahaan yang memberikan pelayanan jasa EDL Kegiatan

pengembangan usaha PT.Indosat Tbk., yang merencanakan dibentuknya
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anak perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa EDLKarena arus

globalisasi]perdagangan bebas terutama di kawasan ASEAN dan Pasifik

berupa AFTA dan APEC menuntut diimplementasikannya EDI dan EC

(Electronic Commerce) di berbagat bidang.

EDI dapat diimpk;mentasikan apabila suatu komuniti dimana
didalamnya ada pihak yang disebut hub dan spoke. Hub adalah pihak yang
mewajibkan mitra kerjanya yaitu yang disebut spoke nntuk menggunakan
EDI, Dalam komuniti kepabeanan, Bea dan Cukai disebut hub yang mana
mewajibkan mitra kerjanya yaitu para importir dan eksportir (spokes)
menggunakan EDI untuk bertukar dokumen bisnis.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi pemerintah yang
menjalankan tugas dan fungsi dibidang :
Kepabeanan dalam rangka pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluﬁr
daerah pabean RI serta pemungutan bea masuk atas barang impor berdasarkan
undang-undang (UU no. 10/1995),
Cukai : pemungutan negara terhadap barang tertentu yang sifat dan
karakteristiknya ditetapkan undang-undang (UU no. 11/1995).

Disamping 1tu ,DIBC memil‘iki visi agar sejajar denga institusi kepabeanan
dan cukai dunia di bidang kinerja dan citra, misinya ada-lah pelayanan yang
terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat serta strateginya adalah
profesionalisme, efisiensi dan pelayanan.

‘Menyadari pentingnya peran tersebut, berbagai langkah telah dimbil oleh

Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai yang salah satu diantaranya adalah
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penyederhanaan sistem dan prosedur penyelesaian kewajiban pabean yang
memungkinkan penanganan tugas pelayanan administrasi kepabeanan dapat
ditakukan secara lebih cepat dan akurat serta dapat menghindari biaya tinggi.
Disamping itu adanya lharapan masyarakat usaha agar terdapat pelayanan
terpadu yang efektif, mudah, .cepat dan terjangkau yang disertar adanya
kelancaran arus barang serta kemudahan/fasilitasi bagi pelakﬁ usaha agar dapat
lebih kompetitif dibanding negara lain. Oleh karena itu Bea dan Cukat
berinisiatif melakukan :

Penyederhanaan proses-proses pelayanan dan pemberian fasilitasi.

Penerapan sistem pelayanan dokumen kepabeanan berbasis aplikasi komputer
dimulai dengan bidang impor {Aplikasi CFRS/Custom Fast Release System)
Mulai merintis sistem pelayanan terpadu melalui implementasi sistem
pcrtukaran dokumen secara elektronik (EDI), dimulai untuk pelayanan dokumen
ﬁnpor (PIB-EDI).

Penerapan sistem pelayanan terpadu untuk RKSP dan Manifes

Penerapan sistem pelayanan terpadu untuk PEB

A.3.2. Pemanfaatan Sistem EDI Dalam Bidang Kepabeanan

Penggunaan sistem EDI ldalam bidang administrasi kepabeanan telah
dilaksanakan secara fuas. Sistem ini telah dibicarakan secara mendalam baik
oleh badan Internasional di bawah PBB yaitu UNCTAD, maupun badan
yang mewakili dunia usaha internasional.yaitu International Chamber of
Commerce (ICC), dan direkomendasikan untuk diterajjkan oleh institusi

kepabeanan.

121




Dalam suatu rekomendasi UNCTAD yang dituangkan dalam
“Recommendations And Guidelines For Trade Efﬁciex}cy”, satu diantara
empat belas rekomendasi ~yang khusus ditujukan kepada “Customs” dalam
rangka melaksanakan fungsinya sebagai fasilitatﬁr perdagangan, adalah
keharusan pemanfaatan Information Technology (IT). Salah satu bentuknjz.a
adalah penerapan sistem EDI yang memungkinkan penyelesaian kewajiban
kepabeanan lebih efisien.

International Chamber of Commerce sebagai wakil masyarakat usaha
internasional pernah mengajukan usul dalam bentuk paper yang berjudul
“International Customs Model”. Usul atau paper tersebut pada hakekatnya
merupakan visi dari masyarakat usaha mengenai praktek dan kebijakan
dibidang kepabeanan yang seyogianya dianut oleh Administrasi pabean
secara internasional dalam rangka menunjang perdagangan. éalah satu
persyaratan  yang  dikemukakan adalai_x penggunaan  “Automation”,
.Disebutkan bahwa “Automation” merupakan factor penentu untuk dapat
menjadi Custoras yang modern dan efisien. Customs harus memiliki sistem
elekironik (EDI) vyang memungkinkan pengusaha menyampaikan
pemberitahuan impor/ekspor melalui media elektronik dan memungkinkan
melakukan pembayaran melalui elektronik find transfers. Sistcﬁ EDL
tersebut harus dihubungkan dengan instansi terkait serta dapét digunakan
dalam rangka pengumpulan data untuk tujuan analisa yang diperlukan dalam

risk assessment dan compliance measurement.
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Disamping itu dalam organisasi-organisasi perdagangan dan ekonomi
baik regional maupun multilateral, misalnya ASEAN dan APEC

pemanfaatan sistem EDI dalam bidang kepabeanan juga sudah merupakan

kesepakatan. Sedang World Customs Organizaﬁoh (WCO) sendiri dalam -

Kyoto Convention yang | merupakan konvensi tentang harmonisasi dan
penyederhanaan sistem dan lprosedur kepabeanan, secara khusus mengatur
tentang perlunya pemanfaatan sistem EDI oleh Administrasi Pabean. Dalam
Kyoto Convention disebutkan bahwa ada sembilan bidang kerja utama
dimana sistem EDI direkomendasikan untuk diterapkan yaitu :

s Cargo Inventory Control

¢ Goods Declaration Processing (import dan export)

¢ Release Notification

¢ Customs Enforcement

» Advance Passenger Processing

* Revenue Accounting

* External Trade Statistics

¢ Management Information System dan

e Office Ap.tomation

A.3.3. Penerapan Sistems ED] Kepabeanan Pada Direktorat Jenderal Bea Dan

Cukai

Dalam rangka peningkatan pelayanan serta penerapan sistem dan
prosedur kepabeanan yang cepat, akurat dan aman sejak sekitar tahun 1985
telah mulai dipikirkan untuk menciptakan suatu sistem dan prosedur
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kepabeanan yang didasarkan pada pemanfaatan sistem komputerisast.
Setelah melalui study yang cukup lama, pada tahun 1988 dilakukan uji coba
sistern kepabeanan yang disebut “Customs Fast Release System” (CFRS).
Dalam sistem ini beberapa tahapan proses penyelesaian kewajiban pabean
telah dapat dilakukan de'r;gan menggunakan komputer. Sistem ini
diberlakukan secara nasional pada tahun 1990.

Prinsip dasar sistem EDI mulai diletakkan pada tahun 1995 yaitu
dengan diaturnya cara penyampajan pemberitahuan kepabeanan secara
elektronik dalam Undang-Undang no. 10 Tahun 19§5 Tentang Kepabeanan.
Sistem CFRS merupakan cikal bakal dari sistem EDI kepabeanan yang
diterapkan saat ini yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1997.
Sejak tanggal 1 April 1998 pengzunaan sistem EDI bagi importir pada
beberapa Kantor Pelayanan Utama sudah merupakan keharusan
(:mandatory). Pihak terkaif- yang terlibat dalam penggunaan sistem EDI
kepabeanan selain Bea dan Cukai adalah Bank (sekitar 200) dan importir/
PPIK (sekitar 1500).

Secara uxﬁum, bidang aplikasi yang sudah dapat ditangani dalam
sistem EDI kepabeanan Direktorat ] enderal Bea dan Cukai yang berlaku saat
ini baru meliputi penyelesaian kewajiban pabean dalam bidang impor.
Dalam sistem ini proses penyelesaian kewajiban pabean umumnya dilakukan

secara elektromik.
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AJ3.4, Pemanfaatan Sistem EDI Dalam Penyederhanaan Administrasi
Kepabeanan
Sistem dan prosedur kepabeanan yang diberlakukan saat ini
didasarkan pada undang-undang No.10 tahun 1995 tcntaf'lg kepabeanan. Secara
umum prinsip-prinstp dasar SiStél;l dan prosedur tersebut antara Iain :

* Pemberian kemudahan dan kepéfcayaan yang lebih besar kepada masyarakat
usaha.

. * Pengurangan intervensi fisik pejabat bea dan cukai dalam proses penyelesaian
kewajiban pebean.

e Pemisahan proses clearance déngan administrasi penerimaan keuangan negara.

. Penggunaan media electronic dalam proses penyelesajan kewajibzin kepabeanan

» Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan sistem melalui Post Clearance Audit.

* Mengurangi kontakﬂantara importir dengan pejabat.

| Dengan menerapkan sistem EDI penyeie'saian proses penyelesaian
kewajiban pabean dilakukan secara elekironik yang antara lain meliputi :

s Pemberitahnan impor oleh importir kepada Bea dan Cukai disampgikan melalui
sistem EDI yang dapat dilakukan langsung dari kantornya. Dengan demikian
mereka tidak perlu dating ke Kantor Bea dan Cukai.

e Penelitian dokumen antara lain meliputi penelitian kelengkapan pengisian
pemberitahuan, Identitas importir, tariff pos barang impor, kewajiban-kewajiban
yang belum dipenuhi oleh importir dan lain-lain:

» Penetapan apakah barang-barang impor yang diberitahukan harus diperiksa fisik

atau tidak.
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¢ Pemberian respon kepada importir berkaitan dengan pemberitahuan yang

diajukan.

¢ Penelitian Credit Advice atas pembayaran yang dilakukan oleh importir melalui

Electronic Funds Transfer

Pengeluaran Barang) disampajkhn kepada importir secara elektronik melalui

Pemberian persetujuan untuk mengeluarkan barang impor (Surat persetujuan

sistem EDL Apabila segala persyaratan impor berdasarkan penelitian komputer

sudah terpenuhi, maka surat persetujuan pengeluaran barang impor secara

otomatis akan tercetak pada komputer importir.

Disamping itu terdapat kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dengan

menggunakan sistem EDI, yaitu antara lain :

1.

2.

Memperlancar arus barang baik impor maupun ekspor di pelabuhan
Tanpa ada kontak langsung dengan aparat Bea dan Cukai di tapangan
Paperless system sehingga mengurangi dokumen

Pelayanan administrasi kepabeanan yang cepat, akurat, murah, aman dan
fransparan.

Kurangnya intervensi ﬁsi‘k dari pejabat Bea dan Cukai dalam proses
penyelesaian kewajiban pabean sehingga dapat memeotong jalur
birokrasi yaﬁg panjang.

Menghilangkan praktek-praktek yang menimbulkan biaya tinggi.
Penyederhanaan system, prosedur dan administrasi kepabeanan,

Pengawasan pabean lebih efektif dan efisien.
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9. Memudahkan pengumpulan data dan pembentukan system informasi dan
statistik.
A3.5. Pen.gembangan Dan Pengawasan Sistem EDI Kepabeanan
Dalam rangka pengembangan sistem EDI Kepabeanan baik wilayah

penerapan bidang aplikasinya, téféh direncanakan untuk melakukan ;

» Perluasan aplikasi

s Perluasan jaringan dengan melibatkan lebih banyak instansi terkait

~» Penciptaan Database nasional yang merupakan pusat data import dan eksprt
yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai analisa dan berfungsi sebagai
bahan ertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.
Dalam waktu dekat sudah di terapkan :

e, EDI Manifest
Dengan EDI Manifest pengangkut dapat ményampaikan Manifest secara
elektronik {anpa harus lagi menyerahkan hardcopy. Dengan demikian
penyampaian manifest dan pelaksanaan kegiatan kepabeanan yang terkait
dengan ﬁlanifest dapat dilakukan lebin cepat. Dari segi pengawasan, langkah-
langkah yang diperlukan dapat dilakukan lebih didi sehingga lebih efektif daﬁ
efisien.

e EDI Ekspor
Dengan EDI Ekspor, eksportir dapat mengajukan pemberitahuan secara
elektronik dan melakukan pembayaran kewajiban pabean secara Electronic
Funds Transfer. Demikian pula halnya dengan hal-hal lain yang terkait dengan
penyelesaian kewajiban pabean dibidang ekspor. Pemberitahuan barang’ekspor
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dengan penyerahan hardcopy hanya dilakukan dalam hal-hal tertentu, namun

sebagian besar secara paperless.EDI Ekspor secara nasional sudah mulai
dianjurkan untuk dilaksanakan sejak 1 Mei 2004, walaupun pada kenyataannya
belum dapat dilaksanakan di semua pelabuhan di Indonesia termasuk Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang,.
Disamping itu saat ini juga sedang dipersiapkan kerjasama dengan instansi lain
yaitu Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik serta karantina yang
memungkinkan dilak}xkannya pengiriman atau pertukaran data secara elektronik
antar instansi. |
Dalam rangka mendukung tugas-tugas teknis, juga sedang dirancang Customs
Information System yang memungkinkan penanganan administrasi yang
sifatnya diluar teknis misalnya pencatatan surat menyurat, pelaporan dal lain-
lain juga dapat dilakukan secara elektronik.

Dengan menerapkan sistem EDI, diéamping penyederhanaan sistem dan
prosedur serta administrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
kepabeanan kepada masyarakat usaha dalam bentuk pelayanan yang cepat,

aman, murah dan fransparan.

Sedangkan pengaWasan sistern EDI Kepabeanan meliputi hal-hal sebagai

berikut -
1. Validitas Komputer
Dengan digunakannya media elektronik pada prosedur kepabeanan
bukan berarti Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pemeriksaan dan

pengawasan atas barang ekspor dan impor. Pengawasan tetap dapat
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berupa tanda bukti penerimaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan
data manifest.

Selanjutnya importir/kuasanya dapat melakukan proses pengeluaran
barang impor degan menggunakan PIB elektronik dalam bentuk disket atan
EDI. Dalam menggunakan PIB secara elektronik, impbrtir/kuasanya
menyiapkan PIB dengan menggunakan aplikasi PIB, melakukan pencetakan
PIB dan transfer data. Jika kelengkapan data, dokumen pelengkap dan bukti
pembayaran benar, maka komputer akan memberikan Nomor Penerimaan
PIB. Jika kelengkapan importir tidak mernenubi syarat maka importir akan
menerima Cusres Reject dengan disertai nota pegembalian.

Cusres reject merupakan hal penting dalam prosedur kepabeanan
karena Bea dan Cukai hanya akan memproses pemberitahuan pabean yang
benar-benar memenuhi standar tertentu. Dalam setiap cusres reject pihak
pabean akan menginformasikan secara jelas kriteria-kriteria apa yang
menjadikan dasar penolakan akan disertai alasan serta hal-hal yang perlu
diperbaiki, dimana pihak irﬁportirfeksportir atau kuasanya diharapkan bisa
melengkapi informasi tersebut secara lebih akurat. Keharusan pihak Bea dan
Cukai untuk memberikan penelasan harus tertuang pada nota pengembalian
sebagaimana diatur dalam KEP-15/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kepabeanan di Bidang Impor dan KEP-44/BC/1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Validitas komputer pada penggunaan sistem EDI untuk proses impor

juga berhubungan dengan penentuan jalur merah dan jalur hijau bagi barang
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impor, dimana penentuan jalur tersebut ditentukan oleh komputer. Penentuan
jalur merah dan hijau saat ini memang lebih sederhana dan kondusif
terhadap kelancaran arus barang. Jalur merah haya diberlakukan terhadap
barang impor yang disertai Nota Hasil Intelejen (NI—ﬁ), atau barang dengan
keharusan pemenksaan ﬂsiIE secara acak [random]. Dengan kriteria yang
lebih sederhana diharapkan ‘éebagian besar barang impor akan diproses
metalui jalur hijau tanpa melakukan pemeriksaan fisik.

Untuk lebih memperkuat pengawasan, saat ini Bea dan Cukai juga
telah menggunakan sistem pengawasan baru dengan menggunakan Selective
Phisycal Examination dan X Ray Container System. Penentuan barang yang
akan diperiksa dengan sistem ini juga ditentukan oleh komputer.

Proses pemeriksaan yang dilakukan Bea dan Cukai pada dasamya
menggunakan cara yang sangat selektif dengan menggunakan teknik Risk
Assesment atas dasar Data Base Computer yang eckstensif. Dengan
menggunakan metode Risk Assesment, Bea dan Cukai hanya memeriksa
sebagian shipment dan scbagian barang.

2. Dokumen Pelengkap Pabean

Berdasarkan pasal 1| KEP No. 15/BC/1999 disebutkan bahwa -

dokumen pelengkap adalah semua dokumen yang. digunakan sebagai
pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya bill. of ladding/airway bill,
invoice, packing list dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Dokumen pelengkap pabean berhubungan dengan pihak-pihak yang

berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Tidak semua dokumen pelengkap
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merupakan dokumen elektronik. Hal ini mengakibatkan pihak pabean harus
tetap melal;ukan penelitian atas kebenaran dokumen.

Dalam proses ekspor, pejabat Bea dan Cukai akan meneliti
kebenaran dan kelengkapan pengisian Pcmberifﬁhxian Ekspor sesuai
petunjuk pengisian yang befiéku serta kebenaran data Pemberitahuan Ekspor
dibandingkan dengan data dbkmnen pelengkap pabean yang diwajibkan.
Jika hasil penelitian dokumen adalah sesuai dan fidak memerlukan
pemeriksaan fisik maka pejabat Bea dab Cukai akan memberikan
persetyjuan muat dan atas dokumen yang bersangkutan diadakan
pembetulan/perubahanseval ketentuan selambe_lt~lambatnya 3 [tiga] han
setelah keberangkatan sarana pengangkut. Akan tetapi jika barang ekspor
merupakan barang yang yang terkena ketentuan barang yang diatur atau

diawasi ekspornya, maka kelengkapan dokumen pelengkap dilakukan

sebelum persetujuan muat diberikan.

Dalam proses impor, pemeriksaan dokumen tidak hanya berkaitan

dengan kebenaran pengisian PIB tetapi juga berhubungan dengan kejelasan

| uraian barang untuk dapat menetapkan klasifikasi dan nilai pébean barang

impor. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan atas dokumen,, maka pejabat
Bea dan Cukai akan mengembalikan dokumen tersebut berikut Nota
Pengembalian. Jika pengeluaran barang menggunakan PIB disket, maka
apabiia seluruh dokumen sudah lengkap maka importirkuasanya akan
menerima Nomor Pendaftaran. Jika pengeluaran barang menggunakan PIB

melalui sistem EDI, maka importir/kuasanya wajib menyerahkan dokumen
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pelengkap PIB untuk mendapatkan bukti penyelesaian dokumen sebelum
data PIB dikirimkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
3. Post Audit

Dalam rangka mengz{mankan hak keuvangan :‘negara dan menjamin
dipenuhinya ketentuan kepa:‘f)eanan, pihak Bea dan Cukai akan melakukan.
audit pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pemasukan, pengeluaran, pemindahan dan persediaan {stock} barang. Pela

Sesuai dengan konsep self assesment, nilai pabean dihitung
berdasarkan nilai fransaksi sebagaimaz_la yang diatur dalam GATT Valuation
Code. Dalam meneliti nilai pabean dan ternyata dijumpai bahwa harga
pabean yang diberitahukan jauh dibawah harga yang sebenarnya, hak im
tidak akan mempengaruhi proses pengeluaran barang, Hanya saja suatu nota
informasi akan diterbitkan oleh pejabat fungsional agar dalam waktu 30 han

sudah dapat memastikan kebenaran nilai pabean yang diajukan,

B. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Sistem EDI

B.1. Masalah Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sistem EDI

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masalah hukum yang

timbul dalam penggunaan atau pelaksanaan sistem EDI diantaranya adalah

sebagai berikut :

133




'B:.1.1 Keharusan Dalam Bentuk Tertulis

Sistem Llectronik Data Interchange (EDI) yang disebut juga dengan
electronic commerce adalah pertukaran / pengiriman data / dokumen secara
elektronik dengan melalui komputer. Dapat dikatakéh bahwa EDI bukanlah
suatu “dokumen’ tertulis. ﬁal ini akan merupakan suatu kendala daiarh
penggunaan sistem EDI di masa datang. Padahal banyak sistem hukum di
dunia yang ketentuan undang-undangnya menetapkan bahwa untuk transaksi
— transaksi tertentu héms dalam bentuk tertulis.

Bentuk tertulis  ini penting dalam kaitannya dengan beban
pembuktian yaitu bahwa dokumen tertulis fnempunyai nilai bukti yang
tinggi, otentik dan tidak mudah dihapus. Perbedaan antara dokumen yang
didasarkan atas kertas (paper-based document) dan EDI adalah bahwa
bentuk yang perta’r_pa dapat dibaca (readable) oleh mata manusia, sedang
bentuk ya‘ng kedua tidak begitu daﬁat dibaca jika tidak dicetak di kertas atau
ditampitkan di layar monitor. |

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan definisi “tertulis”
yang dilontarkan oleh Working Group Pembayaran Internasional® berikﬁt
ini
“Writing includes but is not limited to a telegram, telex and any other

telecomunication which preserves a record of the information contained
there in and is capable of being reproduced in tangible form.”

2 Working Group on Internasional Payments, Legal Issuees of EDI ~ Report of the Working on
International Payments on the work of its twenty — fourth session, Veinna, 1992.
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‘Perlu diperhatikan pula yang dikemukakan oleh Gronfors bahwa
" harus dibedakan antara dokumen yang menjadi penting karena informasi
yang mereka bawa dan dokumen yang berharga sebagai objek. Daiam kaitan
ini sistem elektronik sepertinya memenuhi bentuk dékuinen yang pertama
(yaitu sebagai pembawainfo’x;nasi) dari pada bentuk dokumen sebagai

objek. ©

B.1.2 Nilai Bukti Dari EDI

Terdapat banyak variasi atas penerimaan cetakan komputer
(computer records) dan bentuk — bentuk lain elektronik sebagai bukti di
dalam praktek di negara — negara di dunia. Di beberapa negara telah
diadakan ketentuan tersendiri yang mengatur bukti elektronik. Ketentuan ini

bertujuan agar supaya bukti elektronik jelas, dapat diandalkan dan terpercaya.

dengan memfokuskan pada tata cara pemasukan data / informasi dan adanya .

perlindungan yang memadai terhadap perubahan. Sedangkan praktek di
negara lainnya diperlukan pengesahan dari scorang ahli (expert) sebagai

syarat untuk pengakuan bukti elektronik.

B.1.3 Beban Pembuktian (Burden af Proof)

Pandangan ketentuan hukum tradisional di banyak negara adalah
bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang membawa masalah /

persoalan tersebut pada pengadilan. Berkait dengan beban pembuktian EDI

¢ Gronfors, The Papaerless Iransfer. bf Transport Informations and Legal Function dalam
Schmitthoft and Goode, International Carriage of Goods: Some Legal Problems and Possible
Solutions, 1988, h.27.
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pandangan tersebut tidak berlaku, tergantung faktor — faktor tersebut

membenarkan peralihan beban pembuktian.

B.1.4 Dokumen Harus Asli / Original

Masalah yang berka;‘ran dengan ketentuan dokumen harus tertulis
dan pengakuan cetakan elektronik sebagai bukti mempunyai hubungan yang
erat dengan ketentuan dokumen yang ditunjukkan pada pengadilan harus
dalam bentuk asli / original.

Ketentuan tentang keaslian data (original) diatur oleh UNCITRAL
model law on electronic commerce (1996) dalam Pasal 8 (1) sebagai
berikut :

Where the law requires information o be présem‘ed or retained in its original
form that requirement is met by a data message if:
(a) there exists a reliable assurance as to the intergrity of theinformation from the

time when it was first generated in its final form, as a data message or otherwise
and

(b) where is required that information be presented, that information is capable of
being displayed to person to whom is to be presented.
B.1.5. Tanda Tangan Dan Keotentikan
Mengenai definisi tanda tangan dapat diberikan definisi yang

dikemukakan di dalam Pasal 5 (k) dari The Unaited Nations Convention on

International Bill of Exchange and International Promisory Notes seperti

berikut ini »
“Signature means a hand written signature , its facsimile or an equivalent

authentication effected by any other means.”
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Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam praktek seperti di dalam
Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksaan dari Keputusan Arbitrasi Asing
1958, masih menyadarkan pada konsep “persetujuan tertulis” yang
didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang ditanda féng’ani oleh para pihak
atau terkandung dalam suaty pertukaran surat atau telegram (Pasal II).
Adapun UNCITRAL mengatﬁr tentang ketentuan sigrature (tanda tangan)
sebagai berikut
Where the law requires a signature of person, that requirement is met in relation
to a data message if : '
(a) a method is used to identify that person and to indicate that person's
approval of the information contained in the data message, and
() that method is as reliable as was appropriate for the purpose for
which the data message was generated or communicated, in the light
of dll the circumstance, in cluding any relevant agreement.
B.1.6. Pelaksanaan Dari Kontrak
Adakalanya para pibak terkait oleh suatu perjanjian yang telah
disepakati sebelum pembentukan hubungan melalui EDI dan secara jelas
memperbolehkan  para pihak untuk menyetujui kontrak yang akan datang
melalui pertukaran dokumen / data lewat sistem EDI Persetujuan ini dapat

ditempuh dengan jalan membuat suatu perjanjian komersial khusus yang

sering disebut sebagai master agreement, khususnya pada awal penggunaan

-~

sfstem EDL Dalam Wmaster agreement, maka perlu adanya sugg_l} 2
 ketentuan yang akan berlaku terhadap pelalisanaan kontrak Pagifiﬁam pihak.
Masalah ini merupakan suatu masalah yang penting yang dapat di
masukkan dalam perjanjian kontraktual yaitu apabila tidak ada ketentuan

hukum yang bersifat memaksa. Pasal 9 (2) dari the TEDIS European Model
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EDI Agreement yang disusun oleh Komisi Masyarakat Ekonomi Eropa (Mei
1991) menyatakan :
Unless otherwise agreed a contract made by EDI will be considered to be
concluded a1 the time and the place where EDI message constituting the
acceptance of an offer is made available to the information system of the
receiver.
B.1.7. Electronic Bill of Leading (Bill of Lading Elektronik)
Sejauh menyangkut dokumen kontrak pengangkut, mulanya terdapat
keengganan dari dunia masyarakat pelayaran untuk mengganti tradisi
penggunaan Bill of Lading (B/L) yang telah mereka gunakan selama berabad
_ abad dengan Bill of Lading elektronik (EDD). Kegagalan - kegagalan dari
SEADOCS (Seaborne Trade Documentation System) dan CARDIS (Cargo
Data Interchange  System) merupakan bukti kuat yang mendukung
keengganan ’gersebur:.70
Pada pertengahan tabun 1";330 — an atas inisiatif dari negara — negara
Eropa dilakukan suatu sistem elektronik untuk mengurus dokumen —
dokumen pengapalan (shipping documents). Ciri pokok dari sistem int
adalah dibentuknya suatu badan sentral register dari dokumen — dokumen
pengapalan yang dinamakan dengan Seadocs. Adapun cara kerja adalah Bill
of Lading ditetbitkan sebagaimana biasa yaitu diterbitkan oleh Carrier
(pengangkut) kemudian dengan segera dikirim dan disimpan di badan

register (Seadocs). Seadocs disini adalah an independent depository of Bill

™ James L Robert, Electronic Bill of Leading, didalam Wilde and Islam (eds), International
Transactions Trade and Invesment, Law and Finance, 'The Law Book Company, 1993, h 87.




of Lading. Setelah itu, semua transaksi yang berhubugan dengan Bill of
Leading ditangani- oleh Seadocs atas perintah dari para pihak. Semua
transaksi secara terperinci dikumpulkan kepada Seadocs secara elektronic
dan semua dokumen ditahan oleh Seadocs sampai déngan barang dikirim.
Sistem ini “ tidak “ dapat dii{atakan sebagai paperless system sebab Bill of
Lading yang biasa (kertas) masih dipergunakan dalam sistem ini. Akan
tetapi bagaimanapun, sistem ini diadakan adalah dimaksudkan untuk
mengpanti Bill of Lading dengan paperless system (sistem elektronik).
Namun, Seadocs ini gagal dikarenakan terlalu besamya biaya asuransi, tidak
adanya minat dari perusahaan — perusahaan dan adanya kesulitan — kesulitan
yang timbul karena ketidak kesepakatan dari para pihak yang terlibgt dalam
perdangan internasional untuk menggunakan satu badan indenpenden yang
bertindak sebagai badan penyimpan B/L.

) Di samping Seadocs terdapat CARDIS (Cargo Data Interchange
System) yang merupakan suatu sistem yang berasal dari Amerika Serikat
CARDIS ini diusulkan oleh Western Union Co. tujuan dari sistem ini tidak
langsung mengenai Bill of Lading akan tetapi hanya untuk mengatur semua
pengguna jasa angkutan kapal di pelabuhan ke dalam suatu sistem
elektronik. Sistem ini dimulai dengan memasukkan Seaway bills terlebih
dahulu kemudian baru setelah itu memasukkan B / L. akan tetapi CARDIS

tidak betjalan karena tidak adanya sistem, bentuk dan methoda yang standar.
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B.1.8. Sistem Yang dikembangkan Oleh Internasional Maritime Council

(CMD). )

Sistem yang lain yang sekarang sedang dipertimbangkan .adalah
sistem yang menggunakan kombinasi antara sistem Seadocs dan CMI
(Internasional Maritime Council) rules / ketentuan — ketentuan CML
Adapun usul dari sistem ini adalah dibentuknya suatu badan sentral register
dari dpk‘umen yang akan dioperasikan oleh BIMCO (the Balitic and
International Maritime Council).

Tidak seperti pada Seadocs ketentuan CMI memakai a carrier based
system yaitu sistem yang memakai pengangkut sebagai basis dari sistem.
Artinya pengangkut merupakan the centrepiece sebagai sentra dari sistem,
yaitu sebagai penerima dan sekaligus pengirim dari semua perintah / data
clektronik. Perintah / data elektronik yang equivalent dengan B/L. berada
setiap waktu ditangan pengangkut.

Adapun cara kerja dari sistemn ini adalah sebagai berikut."Merupakan
tittk awal dari proses elektronik irﬁ adalah the receipt message. Receipt
message ini dikeluarkan secara elektronik oleh pengangkut dan dikirim
kepada shipper, (pemilik barang biasanya penjual) pada wakiu barzng
diterima.

Receip message ini berisi nama dari shipper, diskripsi -dari barang
(termasuk reservasi yang mungkin muncul di B/L), perincian penerimaan
barang, referensi dari pengangkut, dan syarat — syarat pengangkutan. Yang
i)aling penting di dalam receipt message akan disebutkan secara terperinci

tentang the private key.
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e. Penerbitan the private key yang baru kepada pemegang baru.

B.2. Masalah Non - Hakum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sistem EDI

Dari hasil penelitian dan pengamatan di*lapangan diketahui bahwa
masalah non-hukum yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI kebanyakan
adalah masalah yang bersifat teknis . Seperti telah disebutkan diatas bahwa
sebagai sistem yang baru dalam perdagangan luar negeri di Indonesig, sistem
EDI dalam pelaksanaannya banyak terdapat berbagai masalah teknis yang
muncul.

Masalah teknis yang banyak terjadi setelah diberlakukannya sistem
EDI ini adalah antara lain :

1. Data yang dikirim dari perusahaan tidak sama dengan yang diterima oleh

misalnya dalam hal pembebasan bea masuk.

2. Respons yang dikirim olek Bea dan Cukai ternyata tidak bisa diambil

(SPPB) sudah diterbitkan oleh Bea dan Cukai, tetapi komputer
perusahaan tidak ada respon.

] 3. Pemberitahuan Informasi Barang (PIB) secara elektrontk sudah
dinyaakan jalur hijau, tetapi prakteknya masih harus dilengkapi dengan
SPPB hasil print out importir. Mengirigat lokast perusahaan dan
pelabuhan relatif javh sekaligus dalam rangka menghindari kontak fisik,

maka pengiriman SPPB sebaiknya dapat dilakukan melalui faksimili.

Bea dan Cukai, bahkan Bea dan Cukai tidak menerima sama sekali, |

oleh perusahaan, misalnya Surat Pemberitahuan Pengelvaran Barang
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4. Adanya tambahan prosedur pemeriksz;m fisik.

5. Jaminan dari Bapeksta (Basdan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan
Pengolahan Data Keuangan) masih harus dilegalisir oleh Kepala Kantor
Inspeksi Bea dan Cukéi. Sebaiknya hal tersebut tidak perlu lagi
dilegalisisr karena suddh diamankan dengan sistem EDL.

6. SPPB lembar kedua akan diterbitkan oleh importir akan menambah
panjang birokrasi. Dalam prosedur lama SPPB lembar pertama dan
kedua diterbitkan oleh Bea dan Cukai dan tidak perlu melalui seksi

* perbendaharaan, karena dap:;t Jangsung ke bagian pendokumentasian.
7. Sistem pertukaran data masih mengalami petubahan-perubahan demi

kesempurnaan.

C. EDI Sebagai Alat Untuk Pembuktian Bila Terjadi Sengketa di Pengadila;n
C.1. EDI Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Indonesia
Alat bukti adalah apa saja yang mehurut undang-undang dapat
dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatn (tuduhan). Alat
bukti- merupakan hal penting dalam pembuktian atas suatu sengketa yang
terjadi di pengadilan 7'. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah
alat bukti dan pembuktian merupakan bagian dari hukum acara, karena
memberikan aturan-aturan tentang berlangsungnya suatu sengketa di muka

hakim atau pengadilan.

™an Pramadya Putra, “Kamus Hukum”, Aneka limu, Semarang, 1997,hal 3.
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Sebuah sengketa yang terjadi ch pengadilan dap:
maupt;n publik. Hal inj menentukan prosedur beracara
| termasuk pengaturan tentang alat bukti yang dipertukan. Den, .. demikian
masalah alat bukti ini diatur datam hukum perdata/hukum acara perdata dan
hukum acara pidana.
Menurut pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR dan pasal 284 Rbg, alat

bukti yang dipergunakan dalam suatu kasus perdata terdiri dari

. Alat bukti tertulis

. Pe@buktian dengan saksi
. Pérsangkaan
. Pengakuan
Sumpah
@nmt pasal 184 KUHRP élafbukti yang diperlukan dalam
suatu .kasus pidana terdiri dari
. Keterangan saksi
. Keterangan ahli
Surat
. Petumuk
Keterangan terdakwa.
Dalam kaitannya dengan EDI, penggunaan EDI yang dapat menimbulkan
suatu sengketa diantara para pihak mengakibatkan dokumen elektronik ini dapat
merjadi suaty alat bukti bila terjadi suatu sengketa. Ada tiga hal penting yang

harus diperhatkan dari pengunaan EDI sebagai alat bukti, yaitu : jenis alat bukti
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EDI, penggunaan EDI sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktian EDI sebagai

alat bukti.

C.1.1. Penggunaan EDI Sebagai Alat Bukti

Sebagai dokumen pada dasamya berisi tanda baca yang merupakan
pernyataan buah pikiran. Dengan demikian sebuah dokumen termasuk EDI
sebagal dokumen elekfronik merupakan alat bukti tertulis atau surat. Alat
buktt tertulis adalah suatu pemyatan buah pikiran atau isi hati yang
diwyjudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dibuat dalam suaty benda.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat
bukan akta. Sedangkan akta dibedakan dalam akta otentik dan akta dibawah
tangan. Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta apabila surat tersebut
ditandatangani, dibuat dengan sengaja dan dipergunakan oleh orang untuk
keperluan siapa surat 1tu dibuat. Syarat ini berlaku i)tﬂa bagi dokumen.

Sebuah tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu guna keperluan

identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri dari kata yang satu dengan yang

lainnya. Tanda tangan adlaﬁ membuta suata benda yang merupakan
spesialisasi sesuatu surat atas nama si p_embuétt. Dengan demikian tanda
tangan merupakan hal penting dalam suatu akta atau dokumen untuk
keperiuan pembuktian itu se.ndiri.

Digunakannya EDI sebagai alat bukti pada dasarnya berhubungan dengan

fungsi dokumen itu sendiri, yaitu:

L.

Sebagai syarat untuk menyatakan adanya stiatu hubungan hukum.

Penggunazn dokumen dalam proses kepabeanan menunjukkan “bahwa
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dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya suatu dokumen maka perbuatan
hukum dalam proses kepabeanan/ekspor impor tidak terjadi.

2. Sebagai alat pembuktian.‘ Dengan tidak adanya atan tidak dibuatnya
dokumen, maka perbuatan hukum tersebut tidak-dapat tefbukti adanya.
Dokumen dengan sengajd sejak semula dibuat untuk alat pembuktian

dikemudian hari.

Dalam proses pengaditan alat bukti dapat mempercepat proses penyelesaian |

sengketa, baik yang bersifat privat maupun publik. Dalam proses penyelesaian
sengketa terutama untuk kasus-kasu.s pidana, penyitaan barang bukti memang
sangat diperlukan dimana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat
bukti dalam proses persidangan.

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHP sebuah penyitaan dapat dilakukan terhadap
benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwwud. EDI
sebagai bentuk perkembangan di bidang komputer dan informasi memang
bérhubungan déngan perangkat-perangkat lain dari komputer yang dapat
membantu terjadinya suatu sengketa.

C.1.2. Kekuatan Pembuktian EDI Sebagai Alat Bukti
Walaupun masalah pembuktian ada di dalam hukum acara pidana
mauéun pe.rdata., namun karena hukum pidana tergolong pada hukum publik,
sedangkan hukum perdata tergolong dalam hukum privat, maka terdapat
suatu perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya.
Keberadaan EDI sebagai aléit bukti memang tidak dapat berdiri

sendiri, teratama dalam sengketa pidana. Hal ini disebabakan karena scbuah
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dokumen atau alat bukti tertulis buk:cm merupakan alat bukti utama.
Keberadaan EDI sebagat eiiét bukti perlu didukung oleh alat bukti lainnya.

Dalam hubungannya sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian EDI
didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari suatu . dokumen. Selain itu
kekuatan pembuktian lahir dari dokumen dapat terlihat melalui kedaan lahir
dari dokumen tersebut. Hal ini berhubungan dengan ketidak otentikan
dokumen dan dapat dibuktikan melalui tenda tangan yang ada didalam
dokumen tersebut.

Kekuatan pembuictian laﬁir dari EDI secara keselurchan sebenarmya
tidak dapat terlihat dalam hukum Indonesia. Hal ini disebabakan l.carena EDI
merupakan dokumen elektronik, dimana penggunaan dokumen elektronik
sebagai suatu alat bukti menimbulkan persoalan-persoalan baru yang

sebelumnya tidak diatur dalam hukum Indonesia. Selama ini hukum

- pembuktian Indonesia hanya mengatur alat bukti tertulis diatas kertas.

Ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan kekuatan EDI

sebagai alat bukti berupa dokumen elekironik. Persoalan tersebut antara lain

berhubungan dengan masalah elecronic contract, tanda tangan pada suatu -

dokumen elektronik, keaslian printout atau copy dari sebuah dokumen
elektronik dan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh para pihak yang

bersengketa.

Mengingat sampai sat ini hukum Indonesia belum mengatur

persoalan-persoalan tersebut masih mengacu pada  aturan-aturan

Internasional yang dikeluarkan oleh organisasi-organisast internasional.
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Sebagai anggota dari orpanisasi tersebut sudah sepantasnya Indonesia
mengacu dan mengadakan penyesuaian terhadap aturan-aturan internasional

tersebut.

C.2. EDI Sebagai Alat Bukti Elektronik i)alam Aturan Internasional
Sebagal alat bukti, pengpunaan dokumen elektronik menimbulkan
bg:berapa hal penting. Validitas dan authentifikasi atas dokumen elektronik
merupakan hal utama yang harus diperhatikan agar dokumen elektronik
tersebut dapat diterima keasliann'ya dan berlaku pula sebagai alat bukti.
C.2.1. Pengaturan Menurut WCQ
World Cusiom Organisation (WCO) melalui Recommendation of
The Customs Coopration Council Concerning The Tranmission and
Authentication of Customs Information which is Processed by Computer
menyatakan bahwa adanya pemrosesan data komputer secara otomatis,
penggunaan EDI dan adanya teknik pengawasan tertentu mémungkinkan
data kepabeanan diolah dan dikirim dengan mempertimbangkan validitas
dan quthentifikasi. Cara ini merapakan pengembangan dari digunakannya
paper documention (dokumen berbentuk kertas) dan a handwitten signature
(tanda tangan basah atau manual). -
Ada tiga hal penting yang dapat membantu terciptanya validitas dan
authentifikasi dokumen, yaitu digunakannya unique passwords linked to the

declarant and tranmitted with the information, sofiware keys for the
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encryption of data and the generation o_f electronic LS'z'gnamrrzus'.72 Dengan
cara ini diharapkan informasi yang tercantum dalam sebuah dokumen
elektronik mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana isi dart
dokumen dalam bentuk kertas yang telah mendapat pengabsahan tanda
tangan secara manual.

C.2.2. Pengaturan Menurut ICC -

Selain WCO, pengaturan penggunaan unique password public keys
encryption dan data digital (electronic) signature telah dilakukan oleh
organisasi-organisasi intemasioﬁal lainnya. [Internasional Chamber of
Commerce (ICC) melalui [nformation Security Working Party sebagai
bagian dari /CC Electronic‘ Commerc Project telah mengatur penggunaan
ketiga hal tersebut dalam GUIDEC (General Useges for Intemationai
Di giiéally Ensured Commerce). | |

C.2.3 Pengataran Menurut UNCITRAL

Masalah validitas dan authentifikasi khususnya dalam hal ini Digital

Signitures selanjutnya diatur dalam UNCITRAL, Model Law on Electronic

Commerce. Walupun Model Law mengatur validitas atas transaksi komersial
secara elektonik, namun Model Law hanya mengatur masalah-masalah yang

berhubungan dengan syarat formal atas suatu kontrak yang diatur dalam.

sebuah sistem hukum. Dalam model Law ini validitas dan authentifikasi

sebuah konrak elektronik berhubungan pada tiga hal, yaitu :

™ WCO, Recommendation of the Customs Co-operation Council Concerning the Transmission and

the Authentification of customs inforration which is processed by computer [16 june 1981]hal 1.
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1. Writing Requred
2. Signatured Requred

3. Asevidence

Sebenarnya pengaturan atas transaksi elektronik merupakan bentuk
adaptasi dari format teknologi baru. Adapun dasar transaksi tersebut tidak
berubah. Hal ini termasuk syarat sahnya suatu perjanjian (the law has only

begun to adapt to the new technology forms. The basic nature of the

transaction has not changed).

Digital Signitures merupakan ' gebuah perkembangan dalam komonitas
hukum dan bisnis yang harus diadaptasi baik dalam segi aturan ataupun praktek.

Sebuah tanda tangan merapunyai peran penting dalam sebuah transaksi, yaitu

sebagal :

a. Signer authentication : 10 provide good evidance of who participated ini
transacsion, & Signatures should indicate by whom a ducument or message is
signed and be difficult for any other person to produce without authorization

b. Jf)ocument authentication : to provide good evidance of the subtance of the
transaction, a signatures should identify what signed and make it impracticable
to falsify or aiter, without detection, either the signed matter or the signature

c. Affirmative Act : o serve the ceremonicl and the approval ﬁmcriéns of
signature, a person should be able to create a signature to mark an event,
indicate approval an authorization, and establish the sense of having legally
consumnated a transaction

d. Efficiency : optimally, a signiture and its creation and verification process

should provide the greatest possible assurarence of authenticity and validity

with the least possible expenditure of resources.
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Dari penjelasan ftersebut tampalk bahwz; sebuah tanda tangan mempunyai
peran penting dalam suatu transaksi yaitu sebuah bukti bagi para pihak atas
terjadinya sebuah transaksi, sekaligus memberikan jaminan atas validitas dan

authentifikasi sebuah dokuinen elektronik.

Penggunaan digitel signatures dilakukan dalam dua proses, satu pihak

dilakukan oleh penerima digital signatures.”

a. Digital Signatures Creation : is the process of the computing, a code derived

from and unigue to both the signed message and a given private key. For that
code or digital signature 1o be secure, there must be et most only a negligible

chance that the same digital signature could be created by any other message or

private key.

. Digital Signatures Verfication : is the pi'ocess of the checking, the digital

signature by reference to the original message and a public key, and there by
determining wfzether the digital signatures was created for'that same message
using the private key that corresponds to the referenced public key.

Dapat diterima dan diakuinya sebuah dokumen elekironik sebagal alat bukti

berhubungar dengan standar yang telah diatur oleh hukum yaitu sebagaimana
yang terdapat pada hukum acara pidana dan hukum acara perdata (beyond a
reasonable doubt or the standart for crimiﬁal prosecutions and the balance of
probalitiesor the standard for civil procedding).”

_Dengan demikian kekuatan alat bukti berupa dokumen elektronik ini sangat

menentukan dalam sebuah proses peradilan.

7 Thid, bal 3.
" ITTS Legal Issues Working Group, Issues Arising from EDLhttp

/Fwrwrw.Canada,Justice.ga.ca, 1996,page 2.
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C.3.Kemungkinan Timbulnya Sengketa Dalam Penggunaan Sistem EDI
C.3.1. Hubungan Hukum Para Pihak
C.3.1.1. Hubungan Hukum Privat
Dalam melaksanakan proses ekspor impor, eksportir dan importir
dapat menggunakan jasa Perusa;thaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPIK).
‘PPJK ini dapat terdiri dari Freight Forwarder , Perusahaan Ekspedisi
Muatan Kapal Udara (EMKU). Hubungan ini bersifat privat.
Keberadaan PPJK telah diatur dalam UU No. 10 tahua 1995 tentang
Kepabeanan, khususnya pasal 29, Keberadaan PPIKini diterangkan lebih
| lanjut pada Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UU No. 10 tahun 1995. Pasal tersebut
pada dasamya -menganut prinsip bahwa semua pemilik barang dapat
menyelesaikan kewajiban pabean sendiri. Mengingat tidak semua pemilik
barang mengetahui atau menguasai ketentuan ketatalaksanaan kepabeanan
atan karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri  kewajiban
kepabeanan yang terdaftar di kantor pabean.
Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan
yang bidang usahanya secara khusus adalah dalam bidang ekspedisi muatan
kapal laut. Perusahaan EMKL tersebut berbentuk badan hokum Indonesia

'yang - memiliki modal dasar dan modal kerja yang dapat menjamin
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kelancaran  usahanya. Disamping harus mempunyai 1z usaha
tetap/sementara, EMKL harus memiliki keahlian di bidang

1 Dokumen muatan dan kepabeanan

2. Pelayanan dari pinta ke pintu {door to door service)

3. Pembukuan

Seperti halnya dengan EMKL, perusahaan -Bkspedisi Muatan Kapal
Udara adalah perusahaan yang kegiatan usahanya khusus di bidang ekspe;iisi
muatan kapal udara. Syarat-syarat bentuk perusahaan, izin dan keahlian-
keahlian dalam perusahaan EM@J adalah sama dengan yang diharuskan
dalam EMKL.

Freight Forwarder atau Forwarding Agent dapat diterjemahkan sebagai
“Biro Perjalanan untuk Barang” atau “Jasa Angkutan Terpadu”. Freight
Forwarder mempunyai peranan yang lebih luas dari perusahaan EMKL atau
EMKU." Akan tetapt kedua bentuk perusahaan tersebut pada intinya
membantil ekspoﬂir/importir dalam menyelesaikan urusan-urysan
kepabeanan, pongkar muat barang dan penycrahan barang tepat pada
waktunya. Perusahaan-perusahaan ini dibentuk untuk menunjang aktivitas
perdagangan luar negeri.

Eksportir dan in'xportir yang menggunakan jasa-jasa freight forwarder
biasanya menerima randa terima (receipt) Yang dinamakan Freight
Forwarder Receipt atau Forwarder Agent’s Receipt sebagai ganti penyerahan
barang-barangnya. Tanda ferima tersebut kadang-kadang discbut “House

B/L” dan fungsinya tidak lebih dari pada tanda penenmaan barang-barang
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dan biasanya bukan merupakan kontrak pe;gangkuta_n atau tanda pemilikan
barang-barang selama dalam pengawasan Maskapai Pelayaran.

Hubungan hukum antara eksportir/importir dengan PPJK merupakan
hubungan pemberian kuasa dan pelayanan berkala. WSalah pemberian
kuasa diatur dalam KUHP: Perdata (pasal 1792 s/d 1819). Menurut pasal
1792 pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana Sesc0Arang
memberikan kekuasaarmya kepada orang {ain, yang menerimanya, untuk
atas namanya menyelenggarakan suatu urdsan. Sedangkan pelayanan berkala
yang diatur dalam pasal 160i KUHP Perdata menunjukkan bahwa
hubugankerja antara pemberi dan penerima kuasa tidak tetap, artinya stfat
hukum pemberian kuasa ini ada apabils. eksportir/ importit membutuhkan
jasa PPIK untuk melakukan urusan pengurusan prosedur kepabeanan.

Dalam hubungan antara eakspoxftir/importir_ dengan PPJK, eksportir atau
importir memberikan kuasanya kepada PPJK untuk mengurus dokumen-
| dokumen.: dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menyangkpt_ penertmaan l?arang
dan penyerahan barang untuk kepentingan pemilik barang. Mengingat
masalah pemberian kuasa merupakan hal penting daam pengurusan jasa
kepabeanan, maka dalam melakukan tugasnya PPJK, memertukan Surat
Kuasa. dari yang memerlukan jasa (eksportir atan importir). Langkah
selanjutnya merupakan inisfatif perusahaan—perusahaan itu sendiri untuk
mempercepat proses penyelesaiannya dan tugas-tugas tersebut berakhir pada
tahapan sesuai kuasa yang diberikan. Hubungan hokum ini sudah pasti akan

menimbuikan hak dan kewajiban dari para pihak, termasuk tanggung jawab
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atas segala sesuatu yang terjadi sehubungan dengan dilaksanakanya

prosedur kepabeanan.

C.3.1.2. Hubungan Hukum Publik
Hubﬁngan hukum yang bersifat publik dapat dilihat atau terwuud
melalui beberapa aspek hukum, yaifu :
C.3.1.2.1. Hukum Pajak
Pemungutan bea masuk merupakan salah satu bentuk penerimaan
negara dalam bentuk pemungutan pajak negara, sehingga ketentuan dan
peraturan yang mengatur tentang pemungutan tersebut merupakan ketentuan
perpajakan (fiskal). Ketentuan kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskat
secara tegas disebutkan pada UU No. 10 Tahun 1995 fentang kepabeanan,
bagian Penjelasan Umum butir 2. |
| Kepabeanan pada dasarmnya merupakan bagian dari hukum pﬁjak
internasional. Dalam pergaulan internasional, fungsi spesifik kepabeanan
bersifat sangat menonjol. Fpngs;i ini selatu berkaitan dengan negara Jain,
karena setiap penetapan bea masuk akan membebankan biaya tertentu bagi
jmportir, termasuk importir negara lain. Bea masuk yang tinggi- dapat
mengakibatkan hambatan dalam perdagangan luar negeri
C.3.1.2.2. Hukum Administrasi Negara
Dalam hubungannya dengan masalah kevangan negara, Bea dan

Cukai melakukan fungsi administrasi negara di lapangan keuangan terutama
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“dalam hal pengumpulan pajak. Dalam hal ini Bea dan Cukai bertindak
sebagai tax collector atau government revenuc dan trade facilitator.
Perkembangan yang terjadi saat ini memang mengharuskan fungsi
Bea dan Cukai mulai beralih tidak hanya sebaéai ‘tax collector atau
government revenue saja, n;elainkan juga scbagai trade facilitator. Sebagai
Trade facilitator, Bea dan Cﬁkai harus mampu memberikan pelayanan yang
terbaik sekaligus mengawasi arus barang ckspor dan impor. |
Guna meningkatkan kemudahan pergerakan barang, Bea dan Cukai
harus melakukan kegiatan-kegiatannya dengan menggunakan teknik-teknik
modem dan menyusun kembali teknik-teknik tersebut didalam memproses
kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan
yang dilakukan adalah efisien atau belum. Jika kegiatan yang dilakukan
dalam mendukung kegiatan tersebut perlu penyederhanaan lebih lanjut.
Keberhasilan‘Bea dan Cukai melaksanakan fuﬁgsi trade facilitator
pertu d didukung hal-hal sebagai berikut
1. Bea dan Culai harus technology based
2. Bea dan Cul":ai harus mengandalkan pengawasaniya pada sector Post
Clearance Audit
3. Cooperation
4, Upaya peningkatan compliance, yang bepar-benar berorientasi pada
pelayanan

5 Profesionalisme dan integritas aparat
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Keberadaan Bea da Cukai sebagal salah sa;u aparat fiskal dan pengawasan
arus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia tidak dapat terpisah dari
instansi lain. Instansi tersebut adalah :

. Direktorat Jenderal Pajak

. Direktorat Jenderal Anggaran

. Keiaksaan

_ Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara
. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

. Departemen Teknis Terkait |

. Bapeksta

Hubungan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan instansi-instansi
tersebut sangat berkaitan dengan mata rantai kegiatan ekspor ixﬁpor yang
dilakukan oleh para eksportir, importir atau. kuasanya. Para eksportir, importir
atau kuaéanya tersebut juga harus melakukan hubungan dengan instansi-instansi
teréebut dalam hal
. Syarat Perpajakan. Para eksportir, importir atau kuasanya harus memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

. Ijin Usaba dan Perdagangan yang dipei'syaratkan dalam prosés transaksi ekspor
impor yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
) Fasilifas ekspor dan pembebasan pajak yang diperoteh dari Bapeksta.
3.1.2.3. Hukum Pidana
Salah sate fungsi kepabeanan di bidang hukum pidana yang

menonjol  adalah mencegah penyelundupan. Secara yuridis masalah
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penyelundupan diatur dalam UU No. IO—Tahun 1995 tentang Kepabeanan
_pasal 102, Dalam pasal ini disebutkan bahwa :

“Barang siapa mengimpor afau mengekspor  atau mencoba
mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan u:idang—
undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana
penjara paling Jama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut penjetasan 102 memberikan uraian sebagai berikut :

“Undang-undang ini telalh mengatur atau menetapkan tata cara atau
kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau
mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah
ditetapkan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan
pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda”.

Yang dimaksud dengan “tanpa mengindahkan ketentuan UU ini”
adalah sama sekali tidak memenuhi.ketemuan atau prosedur sebagaimana
yang telah ditetapkan UU ini. Dengan demikian, apabila sescorang
mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan
UU ini, walaupun tidak ;.;epenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat
dipidana berdasarkan pasal ini.

Para eksportir, importir, dan kuasanya yang akan melakukan

" transaksi ekspor impor memang harus memenuhi berbagai persyaratan yang

telah ditetapkan. Adanya tindak pidana di bidang kepabeanan terutama

dalam hat penyclundupan ini mengharuskan aparat Bea dan Cukai dapat
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melakukan penindakan terhadap baran:g/atau sarana pengangkut serta
bangunan atau tempat lain sebagai wujud wewenang kepabeanan dalam
rangka menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya berbagal ketentuan.
Setiap penindékan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai harus
bisa dipertanggung jawabkan secara hukum untuk mendapatkan
. penyelesaian akhir berupa >
a. Penyidikan terhadap tindak pidana
b. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
c. Penyerahan kembali kepada penﬁlliknya
C.3.2. Timbulnya Sengketa
Dalam setiap hubungan hukum, kemungkinan timbulnya suatu
sengketa selalu dapat terjadi. Adanya hubungan yang bersifat privat dan
publik dalam penggunaan sistem EDI akan menunjukkan sengketa yang
timbul dalam dapat terjadi pada kedua hubungan hukum tersebut.
C.B.Z.i Sengketa Dalam Hukum Privat
Pada hubungan hukum yang bersifat privat, sengketa yané timbul
terjadi diantara pemberi kuasa (eksportir dan tmportir) dengan penerima
kuasa (PPJK). Kesalahan dan kelalaian uang dilakukan oleh PPJK dalam
" melakukan pengurusan prosedur kepabeanan tentu akan membawa kerugian
bagi para eksportir atau importir sebagai pemberi kuasa.
Sebapian besar pekerjaan kepabeanan berhubungan dengan
pemrosesan informasi. Informasi tersebut biasanya berhubungan dengan

perisahaan pelayaran, perusahaan pengangkutan dan yang terpenting ddalah
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informasi dari perusahaan pelayanan jasa kepabeanan yang bertindak atas
nama importir, Apabila informasi yang diterima dari sumber-sumber
tersebut tidak memadai, maka akibatnya akan terjadi penundaan pemrosesan
informasi yang pada akhimya akan menyebabkan dapat ditolaknya
pemberitahuan pebean ataw tertundanya proses pengeluaran barang.
Sengketa yang discbabkan karena perbuatan penerima kuasa akan
berhubungan dengan masalah tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan
masalah tanggung jawab pasal 18Q1 KUHP Perdata menyebutkan bahwa :

“gikuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang

ditakukan dalam menjalankan kuasanya”

Mengingat PPIK dapat merupakan suatu ekspeditur maka masalah tanggung
jawab ini lebih lanjut diatur dalam pasal 87 KUHD. Pasal ini menetapkan bahwa
tanggung jawab ekspeditur terhadap barang-barang yang telah diserahkan
pengirim kepadanya adalah :

a. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-
barang yang telah diterimanya dari pengirim
b. Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang
tersebut. |
CJ3.2.2. Sengketa Dalam Bukum Publik
Sebeparmnya dalam penggunaan sistem EDI, sengketa yang timbul
lebih banyak terjadi pada hubungan hukum yang bersifat publik. Hal ini di

sebabkan karena kebenaran pengisian suatu dokumen elektronik akan
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berhubungan langsung dengan penentuan bea masuk/pajak ekspor dan
pengawasan atas barang terutama dalam pencegahan penyelundupan dan
pelanggaran dibidang kepabeanan lainnya.

Penentuan bea masuk pajak ekspor berkaitan dengan sustem self
assessment yang diterapkan ‘dalam UU Kepabeanan. Pada dasarnya sistem
ini menerapkan asas menghitung dan menyetor sendiri beamasuk/pajak
ekspor yang terutang. Sistem ini memang memberikan kepercayaan yang
besar kepada pengguna jasa kepabeanan. Walaupun demikian para pengguna
jasa kepabeanan harus tetap mengimbangi kepercayaan tersebut dengan
tanggung jawab, kejujuran dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan yang
berlaku.

Pelanggaran kepabeanan —memang banyak ~macamnya. Nairobi
Conventions for the Prevention, Tnvestigation And Repression of Customs
Offeces menyebutkan beberapa jemis pelanggaran kepabeanan, yaitu
meliputi bidang - |

Pemiagaan
Penyalahgunaan hak milik kekayaan intelektual
Perdagangan peralatan persenjataan
Perdagangan bahan nﬁkﬁr
Perdagangan bahan beracun
Perdagangan binatang serta tumbuhan yang dilindungi
Segala tindakan yang melanggar ketentuan tersebut akan mengakibatkan

para pengguna jasa kepabeanan terkena sanksi baik yang bersifat

161




administrasi maupun pidana. Sanksi yang dikenakan para pengguna jasa
kepabeanan merupakan bagian dari pénegakan hukum kepabeanan. Sanksi
bertujuan memulihkan hak-hak negara dan menjamin ditaatinya aturan-
aturan yang secara tegas Eelah diatur dalam kete:ﬁtuén Undang-Undang

Kepabeanan.
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I ANALISIS
Dan hasil penelitian yang telah dilakukan seperti tersebut diatas,
yaitu mengenai Sistem EDI : “Pelaksanaan Sistem EDI di Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang Sebagai Alternatif dalam Prosedur Kepabeanan”,
maka uniuk selanjutnya akan dianalisa atan dilakukan pembahasan

sebagaimana berikut ini.

A. Pelaksanaan Sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan
Hambatan-Hambatan Yang Muncal | |
A.1. Pelaksanaan Sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Kurang Dapat Berjalan Dengan Baik -
Kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu  usaha untuk
meningkatkar, cadangan devisa negara, Saat ini meskipun birokrasi
\perdagangan ekspor-impor InddﬁeSia tergolong cukup lancar, namun belum
bisa dikatakan eﬁséen unfuk menunjang daya saing produk-produk Indonesia -
: menghadapi era pasar bebas. |
Pelabuhan nierupakan pintu gerbang kegiatan ekspor — impor yang
vital dimana kegiatan ekspor — impor tersebut berlangsung. Pelayanan jasa
kepabeaﬁan yang berada di pelabuhan memegang peranan yang penting

guna menjamin kelancaran arus barang. Merupakan sesuatu hal yang wajar
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apabila segala usaha dilakukan dalam rangka untuk memperlancar arus
barang di pelabuhan. Salah satu diantaranya adalah dengan penerapan sistem
EDI sebagai suatu sistem yang diharapkan akan dapat memperlancar arus
barang baik ekspor maupun impor di pelabuhan Sistem EDI ini diharapkan
mampu menyempurnakan sistem yang selama ini berlaku,

Dalam kontrak perdagangan luar negeri, pembeli dan penjual berada
di negara yang berbeda sehingga barang-barang barus dialihkan secara
internasional. Oleh karena itu pepgangkut internasional biasanya terlibat
dalam transaksi semacam ini. Hubungan hukum dengan pengangkut ini
dapat dilakukan baik oleh pembeli maupun oleh penjual. .Dalam transaksi
semacam ini akan diterbitkan Bill of Lading [B/L] atau cognosement yang
membuktikan bahwa barang sudah dikirimkan oleh penjual kepada pembeli.
Terlepas dari praktek-praktek penggunaan B/L yang telah berabad-abad
lamanya, ternyata B/L mempunyai kekurangan yaitu antara lain dapat |
disalah gunakan oleh pihak lain dan proses transferﬁya-iambat sehingga
adakalanya barang febih dulu datang daripada B/L. Oleh karena itu
pemakaian B/L dirasakan kurang efisien untuk memperlancar keéiatan
ckspor-impor, khususnya dalam mengantisipasi era perdagangan bebas
AFTA (Asean Free Trade Areal) yang dimulai tahu.n 2003. Disarﬁping itu
pelaksanaan sistem EDI ini juga dilatar belakangi oleh kebijakan APEC di
Kuala Lumpur dan keputusan AFTA yaitu datam rangka memasuki pasar
bebas, maka pengurusan kepabeanan harus memanfaatkan program EDL

Sehubungan dengan hal itu maka dicari usaha-usaha yang mempermudah
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kegiatan ekspor-impor yaitu dengan menerapkan sistem Electronic Bill of
Lading atau Electronic Data Interchange (EDI) dimana sistern ini telah
diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan
Singapura.Dengan sistem EDI ini, importir bisa mencek atau memerintahkan
transfer atau ~pemindahan ':-barang-barang impornya lewat sambungan
komputer di kantornya. Ini berarti tanpa adanya kontak langsung dengan
aparat Bea dan Cukai di lapangan.

‘Seperti yang telah diketahui bahwa untuk dapat mempergunakan
sistem EDI guna kepentingan kepabeanan ini, maka para pengguna dapat
memakai layanan jaringan EDI dari PT EDI Indonesia yaitu yang disebut
BiznisNet. Penggunasn jaringan EDI ini tentu saja dikenakan biaya
berlangganan yang harus dibayar oleh para pengguna kepada PT EDI
sebagai pemilik jarangan. BiznisNet ini dapat diakses melalui telepon,
Sambungan Komunikasi Data Paket [SKDP] bagi kota-kota di Indonesia
yang telah memiliki fasilitas akses SKDP dan leased Hine. Bekerja sama
dengan GEIS [General Electric Information Services). BiznisNet dapat pula
diakses secara global melalui jaringan EDI*Expres.

Setiap pengguna BiznisNet akan diberi mailbox yang memiliki
identifikasi khusus yang disebut EDI Number dan password yang berfungsi
sebagai identitas / alamat pengguna / pelanggan jaringan serta menjamin
keamanan transéksi dokumen. Disamping EDI Number pelanggan juga akan
diberi Licence Code sebagai salah satu bentuk pengémanan software.

Licence Code ini pada Intercept Plus {I-Plus] berupa sederet karakter yang
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berpasangan dengan EDI Number. Sedangkan yang dimaksud dengan I=Plus
adalah suatu perangkat tunak / soft ware EDI yang memiliki fungsi sebagai
translator EDI, yaifu mengubah data dalam bentuk in-house format ke dalam
bentuk UN-EDIFACT dan juga berfungsi sebagai modul komunikasi, yaitu
melakukan koneksi dengan j;ringan EDI untuk mengirimkan atau menerima
dokumen .

Layanan jaringan EDIL dari BiznisNet ini mempergunakan standar
dokumen EDI dalam bentuk format UN-EDIFACT yang merupakan standar
yang direkomendasikan oleh PBB yang diarahkan untuk menjadi standar

internasional dalam pertukaran dokumen EDL

Selain itu, untuk dapat mempergunakan fasilitas layanan BiznisNet

ini para pengguna harus menyediakan sejumlah peralatan, yaitu komputer

Personal Computer [PC], perangkat dan fasilitas komunikasi data [telepon]

dan software komunikasi data.Untuk ito tentu saja banyak dibutuhkan biaya. |

Berdasarkan hasil penelitian yang . telab dilakukan bahwa
pelaksanaan sistem EDI kepabeanan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang
masih kurang dapat berjalan dengan baik. Hal ini terlibat dari ‘sedikitnya
jumlah pelaku bisnis , dalam hal ini adalah para importir dan eksportir yang
berada di daerah Semarang dan sekitarmya yang menggﬁnakan fasilitas
sistem EDI kepabeanan. Importir dan eksportir yang merupakan masyarakat
pengguna sistem EDI lebih memilih mengurus dokumen impornya dengan

langsung " mendatangi kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas
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Semarang dari pada menggunakan sistem pertukaran data secara elektronik . -

dengan menggunakan sistem EDL |
Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi masyarakat usaha

memilih mengurus bisnisnya langsung ke kantor Bea dan Cukai atau melalui

PPJK. Alasannya antara lain adalah scbagai berikut :

1. Kedatangan masyarakat usaha di Semarang tidak semata-mata untuk
mengurus dolkumen impornya saja di kantor Bea dan Cukai Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang , tetapi untuk urusan yang lain juga . Bahkan
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga yang berada d1
Semarang yang kadang tidak berhubungan sama sekali degan birsnisnya.

2. Volume transaksi perdagangan lvar negeri mereka relatif kecil jumlabhnya
sehingga mereka merasa tidak repot untuk mengurusnya sendiri secara
langsung ke kantor Bea dan Cukai.

3. Oleh karena kecilnya volume perdagangan ln;ar negeri mereka. Maka
dengan menggunakan sisiem EDI kepabeanan dianggap akan
memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh importir karena
inahainya biaya berlangganan jaringan sistem EDI yang harus dibayarkan
pada PT. EDI sebagai pemilik jaringan sistem EDILDengan kata lain,
besarnya biaya tidak sebanding dengan besarnya laba. Hal ini di.anggap
tidak_ekonomis dan efisien. |

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perusabaan yang
menggunakan sisten EDI kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang hanya sebanyak delapan belas [18} perusahaan dengan kriteria
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status data yang berbeda.Terdapat lima [5] perusahaan yang mempunyai
status data “aktif ”, maksudnya adalah perusahaan-perusahaan ini telah
aktif mengirimkan data/dokumen kepabeanan perusahannya dengan
memakai sistem EDI kepada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai. Kemudian
tercatat tujuh {tujuh} ‘];erusahaan mempunyai status data “see”

maksudnya adalah dimana perusahaan-perusahaan melakukan pengiriman
data/dokumen kepaneanan perusahannya masih dalam pemantauan Kantor
Inspeksi Bea dan Cukai. Sedangkan enam {6) perusahaan mempunyai
status data “none”, artinya bahwa perusahaan-perusahaan tersebut
beluﬁﬂtidak mengirimkan datanya dengan fasilitas Edi kepabeanan.

Status data “none” ini dimungkinkan adanya karena perusahaan-
perusahaan tersebut masih mempergunakan jasa Perusahaa;n Pengurusan
Jasa Kepabeanan (PPIK), yaitu suatu perﬁsahaan yang mengurusi urusan
impor barang milik perusahaan/orang lain. Hal ini menunjukkén bahwa
penggunaan sistem EDI kepabeanan tidak berlaku mutlak, akan tetapi
bersifat relatif. Artinga masyarakat usaha tidak diwajibkan harus
menggunakan sistem EDI kepabeanan. Mereka bebas memilih utuk
mempergunakan sistem EDI atau dengan cara manual.Hal inilah yang

secara tidak langsung mengakibatkan kurang dapat terlaksananya sistem

EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Meskipun pada hakekatnya sistem EDI ini dianggap lebih efisien '

karena dapat mengurangi jumlah waktu yang terpakai untuk pengurusan

dokumen kepabeanan, yaitu hanya membutuhkan waktu empat (4) jam
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daripada sebelumnya secara manual membutuhkan waktu paling tidak tiga
(3) hari.

Dengan memakai sistem EDI ini juga akan terhindarkan Auman error
karena dalam sistem EDI ini pertukaran data/ dokumen dilakukan secara
computerized, yaitu antar aplikasi komputer antar perusahaan dengan
mempergunakan standar tertentu yang telah disepakati bersama. Selain itu
dengan cepatnya data terkirim ke Kantor Bea dan Cukai berarti putaSurat
Persetuuan Pengeluaran Barang ’[ SPPB] akan cepat keluar bahkan dapat
langsung dicetak di kantor perusahaan yang bersangkutan, sehingga
perusahaan bisa langsung mengambil barangnya di gudang. Dengan kata
lain barang bisa segera keluar sehingga otomatis sewa gudang menjadi

lebih murah karena tidak memakan waktu yang lama di gudang.

A2. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sistem EDI di
Pelabubhan Tanjung Emas Semarang

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa hambatan yang
timbul dalam pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang pada umumnya adalah kendala yang bersifat teknis, yaitu
berhubungan dengan pengirin;'lan data lewat‘komputer, fasilitas telepon dan
biaya untuk pengadasn perangkat komputer. Disamping itu, hambatan
lainnya adalah terbatasnya jumlah bank di Serarang yang memakai progfar'n
EDI ini.Sedangkan kendala prosedural relatif tidak ada karena; semua

perusahaan jasa program EDI mendapatkan perlakuan yang sama.
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Disamping itu kesiapan sumber daya manusia di Pebauhan Tanjung Emas
Semarang sebagal pelaksanaan seria masyamkat pengguna sistem EDI
merupakan hal-bal yang dapat dimasukkan dalam kategori hambatan
tersebut karena sistem EDI merupakan sistem yang baru. -

Pelaksanaan sistem EDI pada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang’
belum murni paperless system, karena masih mempergunakan dokumen
kertas lain yaitu B/L dan baru melayani pengurusan dokumen impor / P1B
saja, belum meliputi dokumen ekspor { PEB sehingga penggunaan sistem ini
dirasakan belum maksimal.

Dari urajan diatas, maka dapat dikatekan bahwa hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan sistern EDI di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang adalah meliputi .

1. Kesiapan masyarakat usaha :
- cukup puas dengan sistem yang sekarang berjalan
- sikap menunggu yang lain ( wait and see)

2 Masih sedikitnya keterlibatan instansi lain yang terkait.

A. 2.1. Persoalan Yang Timbul dalam Pelaksanaan Sistem EDI
EDi merupakan persoalan baru dalam perdagangan lua-t
negeri di Indonesia. Selama ini persoalan-persoalan yang timbu! dan
berhubungan dengan masalah EDI dalam prosedur kepabeanan
memang belum pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Para

pihak lebih memilih penyelesaian  sengketa melalui  jalur
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A22.

administrasi. Tidak diselesaikannya kasus EDI ke pengadilan karena
selama ini kasus-kasus yang timbul dari penggunaan sistem EDI
kepabeanan di Indonesia lebih bersifat teknis.Sebagaimana diketahui
bahwa sebagai sistem yang bary EDI merﬁ}:ak'an suatu paperless
system yaitu suatu s'i;stem yang tidak rﬁempergunakan kertas sebagai
sarana melainkan meﬁggunakan alat elektronik yaitu komputer, maka
tentunya terdapat faktor-faktor yang menjadi  persoalan dalam

pelaksanaan sistem EDI ini.

Pe‘nyelesaiag@ecara Administrasi

Digunakannya jalur sdministrasi ini sebenarnya sesuai juga
dengan kedudukan hukum kepabeanan sebagai bagian dari hukufn
fiskal, dimana ketentuan yang diatur di dalamnya telah diselaraskan
pada persetujuan dan konvensi internasional. Praktek- kepabeanaﬁ
yang didasarkan pada persetujuan  dam konvensi di bidang
kepabeanan dan perdagangan menyatakan bahwa penyelesaian
pelanggaran yang tidak serius dapat diselesaikan dengan pengenaan
sanksi administrasi. Dengan demikian dapat dibenarkan penggunaan
jalur administrasi untuk menyelesaikan persoalan di bidang
penggunaan sistem EDI ini sepanjahg menyangkut persoalan yang
tidak berat seperti persoalan yang bersifat teknis tersebut.

Sanksi adminisirasi ditwjukan guna memulihkan hak-hak

negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang Secara tegas
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diatur dalam undang-undang. Sanksi administrasi haruslah menjadi
sarana fiskal agar dapat dilaksapakan secara efektif dan efisien.
Penerapan sanksi administrasi harus memenuhi krieria-kriteria yang
transparan agar dapat dicegah adanya ketidak pastian dalam
menerapkan sanksi tersebut. Seperti yang telah diatur dalam undang-
undang no.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan
bahwa dalam prakiek kepabéanan internasional dewasa ini

penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih di titik

beratkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu dengan pembayaran

seumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

.Digunakannya penyelesaiﬁn persoalan secara adminisirasi mni
sebenarnya berhubungan dengan kecepatan yang ingin dicapai oleh
para pihak dalam prosedur kepabeaban dan perdagangan luar negert

secara urmuti.

A23. Penyelesia@elalui Pengadilan

Disamping digunakannya penyelesaian persoalan melalul
jalur administrasi, dapat juga persoalan yang timbul sehubungan
dengan digunakannya sistem EDI diselesaikan melalui prosedur

peéngadilan. Digunakannya jalur pengadilan ini kemungkinan

sengketa tidak hanya bersifat teknis saja, melainkan dapat juga

berupa tindak pidana kepabeanan lain. Pengggunaan sanksi pidana

sudah pasti harus didasari oleh atat bukti yang ada.
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Mengingat Indonesia beluﬁ memiliki peraturan yang
mengatur tentang EDI sebagai alat bukti elektronik dan belum ada
keputusan pengadilan  yang memutuskan sengketa tenfang
penggunaan EDI.sebagai alat bukti elekironik, maka tinjauan kasus
dari penggunaan EDI dapat dilihat melalui putusan-putusan
pengadilan asing.

Dengan demikian penyclesaian  hukum dan penerapan
ketentuan hukum tidak hanya bersifat administrasi saja, melainkan
dapat pula diterapkan ketentuan hukum lainnya terutama hukm

pidana.

AJ3. Penyederhanann Sistem Kepabeanan Melalu Electronic Data

Interchange {EDI]

A.3.1. Motivasi Penyederhanaan Sistem Kepabeanan Melalui EDI

Seperti telah diketahui bahwa EDI dapat diimplementasikan
di bidang/komuniti yang melakukan aktivitas .
a. Supply chain management :
Logistik, manufaktur, distributor, retailer/supermarket, sampai
dengan konsumen, bank. Farmasi mulai dari manufaktar sampat
kegiatan distribusinya. Ekspor-impor.
b. Transportasi :
Perusahaan pelayaraﬁ, perusahaan penerbangasn, pelabuhan laut,

bandar udara QIC (Quarantine Immigration Customs), freight
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forwarder, courier, PPIK, ba;k warchousing/ =~ pergudangan,
terminal peti kemas , asuransi, surveyor.
¢. Keuangan :
Transaksi antar bank, transaksi perbankan lainnya, asu_ran51 dan
| transaksi lembaga keuangan lainnya. |
d. Pemerintahan : |
Bea dan Cukai, perpajakan, pelayanan jasa kepada masyarakat,
kantor perbendahraan negara, biro pusat statistik, perijinan-
perijinan, imigrasi, kependudukan,perindustrian dan persdagangan,
karantina, dan lain-lain,

Dengan menerapkan sistem EDI, disamping penyederhanaan
sistemn dan prosedur serta administrasi, juga dibarapkan dapat
meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat usaha
dalam bentuk pelayanan yang cepat, aman, murah dan transparail.

Dalam setiap proses kegiatan perdagangan luar negerni, Bea
dan Cukai memegang peranan yang menentukan karena dalam nroses

' tersebut setidaknya Bea dan Cukai terlibat datam dua titik utama
yai.tu pada saat barang impor akan dimasukkan ke dalam daerah
pabean ‘dan pada saat barang ekspor akan diangkut keluat daerah
pabean. Kelancaran pelayanan pada kedua titik tersebut akan
berdampak sangat besar pada peningkatan ekspor di satu sisi dan
kelancaran produksi induntri dalam negeri pada sisi yang lain. Dari

segi keuangan negara, kelancaran pelayanan memungkinkan
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penerimaan dalam bentuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor
dapat dilakukan dengan lebih cepat. Yang perlu diperhatikan adalah
jangan sampai kelancaran yang diberikan menimbutkan ker.éwanan—
kerawanan vang tidak dapat diantisipasi sehngga dapat berakibat
kerugian pada penerimaan negara.

~ Sudah sejak lama disadari bahwa dalam tangka pemberian
pelayanan yang lebih baik , sistem- administrasi kepabeanan yang
selama ini dijalankan sudah harus ditinggalkan. Adanya tuntutan
msyarakat usaha atas pelayanan yang lebih cepat, akurat dan
transparan harus dapat dijawab dengan suatu sistem dan prosedur
yang dapat memotong jalur-jalur birokrasi yang panjang,
memberikan kemusdahan yang lebih besar, mengurangi dokumentasi
[paper work], mengurangi intervensi fisik pejabat dalam proses
penyelesaian kewajiban pabean dan dapat menghilangkan praktek- :
praktek yang menimbulkan biaya tinggi. Ini semua hanya dapat
dicapai dengan menggunakan sistem dan prosedur yang didasarkan
pada penggunaan Electronic Dala Interchange [EDI]. Dengan sistem
ED], proses dan wakiu penyelesaian  dapat dipersingkat,
dibandingkan bila dilakukan secara manuzal yang jelas akan memakan
walktu , tenaga dan biaya yang iebih besar serta tingkat akurasi yang

lebih rendah.
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A.3.2. Pemanfaatan Sistem EDI Dalam Bidang Kepabeanan

Adanya tuntutan pasar global dimana diperlukan adanya
kecepatan, ketepatai, keamanan dan berbiaya murah, administrasi
kepabeanan yang dila}cukan secara manual dan “berdasarkan kertas™
sudah tidak memungkinkan lagi. Disamping pengerjaannya yané
memeriukan waktu, tenaga dan ruang, juga memakan biaya yang
sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan
oleh United nation Conference on Trade and Development
[UNCTAD] bekerja sama dengan Departeman Perdagangan’ dan
Industri, dokumen yang berdasarkm:. Kertas memberikan kontribusi
sebesar 10% dari keseluruhan nilai ekspor dan impor Indonesia.
Suatu jumlah yang sangat signifikan yang ;seharusnya dapat
dihindarkan. Hal ini dapat dilakukan hanya apabila admim'strasi‘

kepabeanan dilakukan dengan sistem EDL
| Saat ini scbagian dari anggota WCO telah menggunakan
sistem EDI termasuk Indonesia, dalam proses penyelesaian
kewajiban kepabeanan dan dalam administrasi kepabeanannya.
Sebagian diantaranya tclah dapat mencakup keseluruhan bidang kerja
utama seperti yang telah direkomendasikan oleh WCO , sebagian lagi
masih terbatas pada bidang kerja tertentu dan tahapan proses

kegiatan tertentu. Demikian pula dengan' wilayah kerja
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penerapannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan sistem
EDI merupakan alternatif dalam prosedur kepabeanan karena
sifatnya tidak memaksa. Tergantung keadaan dan kesiapan masing-
masing negara-negara.
A.3.3. Pengembangan dan 'l;engawasan Sistem EDI

Dalain rangka pengembangan sistem EDI, telah dilakukan
perluasan wilayah kerja pencrapanfiya maupun bidang kepa
aplikasinya seperti yang telah disebutkan pada paparan hasil
penelitian tesis ini. Dengan melakukan pengembangan sistem EDI
diharapkan akan tercapai penyederhanaan pada sistem dan prosedur
serta administrasi, juga dapat meningkatkan pelayanan kepabeanan
kepada masyarakat usaha dalam bentuk pelayanan yang cepat, aman,
murah dan transparan. .

‘ Dalam hal pengawasan pada penggunaan sistem EDI seperti
yang telah disebutkan pada hasil penclitian diketahui bahwa terdapat
tiga komponen penting dalam hal pengawasan. Ketiga komponen
penting tersebut adalah validitas komputer, dokumen pelengkap
pabean dan post audit. Validitas komputer bersifat pentirig terutama
dalam meinpmses data berupa' dokumen pabean yang bersifat
clekironik sehingga pengawasan diharapkan akan lebih mudah
dilakukan, Disamping itu dalam rangka menjalankan fungsi
pengawasan pula, kelengkapan dokumen pelengkap .pabean tetap

menjadi dasar pertimbangan untuk proses kepabeanan selanjutnya.
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Dokumen pelengkap diserahkan pada pejabat Bea dan Cukai yang
melakukan pengawasan untuk - tahap-tahap selanjutnya. Dan
pelaksanaan post audit- merupakan konsekuaensi dari diberikannya
berbagai fasilitas kepabeanan. Pemberian Berbagai fasilitas dan
kemudahan kepabéé;aan harus disertai dengan sistem pengawasan
pabean yang baik. Post audit yang merupakan salah satu konsekuensi
dari diterapkannya sistem self assesment bagi pengguna jasa
kepabeanan untuk menghitung dan membayar sendiri bea masuk dan
menghitung pungutan impor lainnya yang terhutang pada negara.

Penggunaan prinsip self assesment secara tegas memang telah diatur

dalam Undang-Undang no.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Prinsip ini guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan
merupakan upaya peningkatan peran serta anggota masyarakat untuk

bertanggung jawab atas bea masuk.

Dengan adanya post audit, market forces di dunia .

perdagangan luar negeri diharapkan agar Bea dan Cukai melakukan
penellitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dibandingkan jika semata-mata pola verifikasi sementara menahan
barang di pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran barang
merupakan ha! yang penting dalam proseé perdagangan luar negeri.
Post audit yang dilakukan oleh Bea dan Cukai bersifat
compliance audit, yaitu audit yang dilakukan untuk mengetahui

tingkat kepatutan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta
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tingkat kerbenaran terhadap pemberitahuan pabean. Walaupun
demikian, audit tetap sebagai titik penting di bidang pengawasan:
Bagaimaugpun pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan akan
dapat berfungsi optimal jika ditmbangi dengén sistem pengawasan

yang memadai.

B. Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Sistem EDI
B.1. Solusi Terhadap Masalah Hukum Yang Timbul Dalam
Pelaksanaan Sistem EDI

Electronic Data Interchange [EDI] adalah pertukaran dokumen atau
informasi bisnis antar aplikasi komputer antar organisasi / perusahaan secara
cléktronik dengan mengikuti standar yang disepakati bersama para mitra
bisnis.

Sistem EDI merupakan suatu langkah pembaharuan yang diambil
oleh pemerintah Indonesia untuk menjamih agar petkembangan yang pesat
dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian termasuk
béntuk—bennﬂc dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan luar
negeri tetap terjaga kelangsungmya dan berjalan sesuai dengan
kebijaksanaan - pembangunan nasional sehagaimana diamanatkan dalam
GBHN. Disamping itu. Pada tahap akhir diharapkan akan lebih dapat
diciptakan kepastian hukum dan tercipta kemudahan administrasi berkaitan
dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek-praktek

penyelenggaraan kegiatan perdagangan luar negeri yang terus berkembang.
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Langkah pembaharuan ini juga diperlukan dalam rangka antisipasi era
gloi)alisasi ekonomi yang telah dimulai sejak tahun 2003, |

Meskipun berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
penggunaan sistem EDI bﬁ:rmanfaat sebagai pertﬁkafan informasi yang
dilakukan antar aplikasi ya;ig tidak memerlukan proses re-entry data di sisi
penerima dan tidak memerlukan proses printing di sisi pengirim [paperless],
namun dipandang dari segi hukum perdagangan tuar negeri masih terdapat
beberapa problematika hukﬁm yang segera perlu dicarikan solusinya.

Berikut ini akan dibahas mengenai solusi terhadap beberapa
problematika hukum yang timbul sechubungan dengan penggunaan atau
pelaksanaan sistem EDI.

B.1.1. Keharusan Dalam Bentuk Tertulis
Bentuk tertulis ini penﬁng dalam kaitannya dengan beban
pembuktian, yaitu bahwa dokumen tertulis mempunyai oilai bukti
yang tinggi, otentik dan tidak mudsah dihapus. Perbedaan antara

dokumen yang didasarkan atas kertas [paper-based document] dan

" BDI adalah bahwa bentuk yang pertama yaitu paper-based document

dapat dibaca [readable] oleh mata manu;ia, sedangkan bentuk yang
kedua yaitu dokumen EDI tidak begitu dapat dibaca jika tidak
dicetak/di print di kertas atau ditampilkan di layar monitor.

Perlu dibahas  disini bahwa definisi ‘tertulis’ yang
dikemukakan ofeh Working Group on International Payments, yaifu

- ‘Writing includes but is not limited to a telegram, telex, and any
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other telecomunication which preserves a record of the information
contained there in and is capable of being reproduced in tangible
Fform™”?

Jadi yang terpenting di sini adalah bahwa tertulis itu
maksudnya sesuatﬁ- yang mengandung / berisi informasi di dalamnya
dan harus dapat diliasilkan dalam bentuk yang berwujud atau dapat
dilihat mata manusia. Namun dalam rangka mengantisipasi kemajuan
teknologi, seharusnya dihindari keterikatan pada. suatu definisi
tertentu dan sebaliknya lebih memfokuskan pada elemen penting dari
dokumen yaitu yang mempunyai fungsi penyimpan informasi yang
secara tradisional dapat dipenuhi oleh dokumen tertulis dan sekarang
ini juga dapat dipenuhi oieh pemakaian sistem EDL

Ménumt Gronfors bahwa perlu dibedakan antara dokumen
yang menjadi pénting karena informasi yang dibawa dan dokumen
yang berharga sebagai objek. Dalam kaitan ini sistem elektronik
sepertinya memenuhi bentuk dokumen yang pertama, yaitu sebagai
pembawa informasi, daripada bentuk dokumen sebagai objek.

B.1.2 Nilai Bukti Dari EDI

Mengenai pengakuan bukfi elekironik yang merupakan
cetakan komputer / computer records dapat dibahas bahwa di negara-
negara common law dimana prosedur lisan dan tulisan biasanya

dipakai pada litigasi dan penckanan ditempatkan pada kesaksian

* working Group on International payments, legal Issues of EDI, vienna, 1992,
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yang didasarkan pada pengetahuan personal dari sakst, sehingga
memungkinkan pihak lawan untuk  menguji kesaksian' tersebut
melalui cross-examination. Di negara-negara ini cetakan komputer
dan bentuk elektronik lainnya dikategorikan scbagai bukti hearsay.
Oleh karena itu pe'r;erimaannya sebagai bukti dimungkinkan dengan
cara mendalilkan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah business
records yang merupakan perkecualian dari ketentuan bukti hearsay,
vaitu dengan cara menjelaskan bahwa dokumen tersebut diperoleh
dengan cara bisnis yang normal dan harus menjelaskan rangkaian
kejadian yang terkait dengan penerbitan dokumen térsebut pada
bentuknya yang sekarang. Semua cara terscbut adalah untuk
memastikan bahwa sistem yang -dipakei untuk menghasilkan

dokumen tersebut dapat dipercaya / reliable .

B.1.3 Beban Pembuktian [Burden of Proof}

Berkaitan dengan beban pembuktian  EDI, pandangan

tradisional yang menyatakan bahwa beban pembuktian terletak pada
pihak yang membawa masalah / persoalan ke pengadailan tidak
berlaku, tergantung faktor-faktor yang membenarkan peralihak beban
pembuktian tersebut.

Ketidak sejajaran kedudukan . para pihak [inequality of
parties] adalah faktor yang dapat mengalihkan beban pembuktian
EDI pada pihak yang mengontrol EDI network. Faktor lain yang

merupakan alasan untuk beralihnya beban pembuktian adalah apabila
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terdapat pengrusakan oleh pihak yang menguasai EDI records dan
adanya kegagalan untuk memberikan tindakan pengamanan pada
transmisi / pengiriman EDL Masalah beban pembuktian ini dapat
dihindari dengan sebelumnya membuat ‘syarat-syarat kontraktual
yang mengatur hibungan-hubungan dasar EDI dan akibat-akibat

yang timbul dari syarat-syarat kontraktual tersebut.

B.1.4 Dokumen Harus Asli / Original

Ketentuan dokumen harus dalam bentuk asli ini kemungkinan
merupakan hambatan dalam penggunaan EDI di di dalam
perdagangan luar negefi, Terdapét dua [2] alternatif untuk mengatasi
hat tersebut. Yang pertama, yaitu dengan memperluas definisi asli
yaitu diperluas meliputi ‘perintah’ dan cetakan EDI /EDI messages
and records]. Cara kedua, yaitu menunjuk pada pendekatan bahwa
merecka mempunyai fungsi yang sama [functional-equivalent
approach].

Cara yang kedua ini tampaknya lebih disvkai karena
merupakan suatu cara untuk meﬁgidentiﬁkasi tujuan dan fungsi dari
ketentuan tradisional tentang bentuk asli / original dan menentokan

apakah tyjuan dan fungsi tersebut dapat dipenuhi oleh sistem EDL

B.1.5 Tanda Tangan dan Keotentikan-

Menurut pandangan tradisional, salah satu fungsi dari tanda
tangan adalah untuk menunjukkan pada enerima dokumen dan pihak

ketiga dari mana dokumen tersebut berasal. Fungst yang lain adalah
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untuk menunjukkan kebenaran persetujuan si tanda tangan atas isi
dari dokumen.

Banya teknik, misalnya digital signature telah dikembangkan
untuk menunjukkan keaslian dari pengiriman dokumen secara
elektronik. Sedangkan teknik encription tertentu dapat melihat
keotentikan dari sumber perintah dan juga menguji keaslian dari isi
perintah tersebut,

R.1.6, Pelaksanaan Dari Kontrak

Perlu ditekankan disini bahwa pemakaian sistem. EDI
memerlukan tingkat kepastian hukum tertentu yang tidak dapat
didasarkan hanya pada suatu asumsi bahwa ketentuan hukum
.tradisional berlaku juga pada sistem EDI dengan cara analogi.

Mengenai masalah waktu dan tempat pelaksanaan kontrak
dalam kontek hubungan EDI, terdapat dua [2] solusi yang.-sangat
umum dipakai dalam sistem hukum, yaitu the receipt rule dan the

dispatch rule. Menurvt the dispatch rule, suatu kontrak terbentuk

pada saat pernyataan akseptasi dari suatu penawaran dikirimkan oleh |

penawar. Sedangkan menurut the receipt rule, suatu kontrak
terbentuk pada saat akseptasi diterima oleh yang memberikan
tawaran.

Masalah ini merupakan suatu masalah yang penting yang

dapat dimasukkan dalam perjanjian kontraktual yaitu apabila tidak ‘

ada ketentuan hukum yang bersifat memaksa.
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Menurut Komisi Masyarakat Ekonomi Eropa, the receipt rule
sebaiknya dipakai sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam sistem
EDI karena sesuai dengan sistem ini. Dan dinyatakan pula bahwa
hanya tempat dimana perintah [message] telah diterima olch
penerima [recipient]i saja yang dapat memberikan kepastian hukum
yarig memadai, khtiéusnya sebagai tempat pelaksanaan kontrak.
Disamping itu segala ketentuan tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kontrak dalam lingkup elektronik harus didasarkan pada

prinsip party autonomy.

B.1.7. Electronic Bill of Lading [Bill of Lading Elektronik]

Mengenai dokumen kontrak peﬁgangkut, pada awalnya
terdapat keengganan dari dunmia masyarakat pelayaran untuk
mengganti tradisi penggunaan Bill of Lading [B/L] yang telah
mereka gunakan selama bef;@\bad-abad dengan Bill of Lading
Elektronik [EDI]. Kegagalan dari SEADOCS dan CARDIS
merupakan bukti kuat yang mendukung keengganan tersebut.

Kegagalan SEADOCS tersebut dikarenakan terlalu besarnya
biaya asurapsi, tidak adanya minat dari perusahaan-perusahaan dan
a&nya kesulitan-kesulitan yang timbul karena ketidak se;pakatan dari
para pibak yang terlibat dalam perdagangan luar negeri untuk
mengggunakan suatu badan independen yang bertindak sebagai
badan penyimpan B/L. Sedangkan kegagalan CARDIS disebabkan

karena tidak adanya sistem, bentuk dan metode yang standar,
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B.1.8. Sistem Yang Dikembangkan Oleh International Maritime
Council {CMI]

Sis-tem yang lain yang sekarang sedang dipertimbangkan
adalah sistem yang menggunakan kombinasi antara sistem
SEADOQCS dan CMI / ketentuan-ketentuan CMI. Adapun usul dari
sistem ini adalah dibentuknya suatu badan sentral register dar
dokumen yang akan dioperasikan oleh BIMCO [ The Balitic and
International Maritime Council.

Tidak seperti pada SEADOCS, ketentuan CMI memakai a carrier
based system yaitu sistem yang memakai pengangkut sebagai basis
dari sistem. Artinya , pengangkut merupakan the centrepiece sebagai
_ sentra daeri sistem, yaitusebagai penerima sekaligus pengirim dari
" semua perintal/ data elektronik. Perintah / data elektronik yang
equivalent dengan B/L berada setiap waktu ditangan pengangkut.

Selama ini penggantian ke sistem EDI ternyata terlambat
dikarenakan tidak adanya keseragaman di dalam sistem EDI itu
sendiri. Pada saat ini telah dibentuk suatu bahasa standar untuk
lingkup data internasional yaitu PBB, seperti misalnya EDIFACT
yang telah mengurangi atau menghilangkan kendala-kendala teknis.
Namun masih banyak kendala lain seperti misalnya, biaya, keamanan

dan masalah-masalah hukum. Akan tetpai nampaknya hanya soal
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waktu saja sebelum sistem EDI ini dipakai oleh seluruh.

pengangkutan laut di dunia.

B.2. Evaluasi Terhadap Sistem EDI Kaitannya Dengan Atufan I’erdﬁgangan
Luar Negeri
B.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem EDI Kepabeanan Indonesia
Indonesia sebagai anggota WCO harus dapat menerapkan
berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh WCO dalam rangka
menciptakan harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan,
termasuk penggunaan sistem EDI. Pengaturan penggunaan sistem
EDI dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai telah diatur
dalam berbagai bentuk mm@m perundang-undangan Indonesia
yang mengatur sistem EDI Kepabeanan. Peraturan-peraturan tersebut
seperti telah disebutkan di dalam Bab II tesis ini yang mengupas
masalal;x. inventarisasi hukum dalam bidang EDI Kepabeanan yang
merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan sistem EDI Kepabeanan di
Indonesia adalah :
1. Undang-undang no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Peme.rintah no.21 tahun 1996 teritang Penindakan
di Bidang Kepabeanan
3. Keputusan-keputusan Menteri
4. Keputusan-keputusan Dirjen Bea dan Cukai

S. Surat Edaran-Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
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Inventarisasi yang dilakukan terhadap hukum kepabeanan
Indonesia menunjukkan adanya sistem hirarki di dalam tata urutan
perundang-undangan Indonesia. Hirarki ini berarti bahwa peraturan
perundangan vang disebutkan lebih dahuli tirigkatnya lebih tinggi
daripada peraturan’ﬁerundang—undangan yang disebutkan kemudian,
dengan konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan yang
tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang tingkatnya 1ebih tinggi.

Selain itu berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan
terhadap bukum kepabeanan Indonesia, dapat diketahui bahwa
penggunaan sistem EDI kepabeanan lebih banyak diatur dalam
Peraturan Pelaksana seperti Keputusan Menteri Keuangan,
Keputusan Dirjen dan Surat Edaran Dixjen Bea dan Cukal
Pengaturan ini didasari oleh adanya delegasi wewenang yang
diberikan oieh undang-undang, yaitn Undang-Undang no. 10 tahun
1995 Tentang Kepaabeanan.

Berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang, suatu
wewenang baik untuk mengatur sesuatu maupun untuk
melaksani-lkan sesuatu dapat didelegasikan kepada suatu peraturan
perundangan yang lebih rendah tingkatnya atau kepada pejabat
tertentu. Pendelegasian weenang harus disebutkan secara tegas di

dalam undang-undang, baik atas hal atau apa saja yang
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didelegasikan, jenis peraturan perundangan yang akan mengatur, atau
pejabat yang ditugaskan untuk melakukan kewenangan itu.

Dalam hubungannya dengan sistem EDL  berdasarkan
mventarisasi yang telah dilakukan tentang sistem EDI _Kepabeanan
dapat dilihat bahwa pengaturan tersebut sebenarnya dapat dibagi
menadi dua [2] hal, yaitu pengaturan yang secara tegas menyebutkan
kalimat dokumen elektronik dengan jelas dan pengaturan yang
berhubungan dengan BDI sebagai dokumen terutama dalam hal tata
laksana kepabeanan dan péngawasan. Dalam hal im EDI sering tidak
disebutkan secara jelas namun dikategorikan sebagai dokumen
kepabeanan.

Penggunaan sistem ini sangat erat dengan prosedur ekspor
dan impor terutama dalamm hal pemberitahuan ﬁabean. Pasal 5 ayat 2
Undang-Undang no. 10 tahun 1995 " menyebutkan bahwa
“Pemberitahuan pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di
kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor
Pabean dalam bentuk formulir atau media elektronik”. Lebih lanjut
undang-undang ini memberikan delegasi wewenang kepada Menteri
untuk menentukan ketentuan dan tatacara pemberitahuan [ pasal 28 ]
dan penggunaan pemberitahuan pabean [ pasal 29 ayat3 ].

Menurult penjelasan  pasal 28  disebutkan bahwa
pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat

ditetapkan baik berupa tulisan diatas formulir, disket, maupun

189




hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan Kkertas.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberitahuan pabean dan
dokumen yang digunakan dalam sistem EDI merupakan dokumen
elektronik.

Menteri dalam hal ini adalah Menteri Keuangan mengatur
masalah prosedur ekspor dan impor dalam berbagai aturan di bidang
tata laksana kepabeanan. Selanjutnya Menteri ﬁlendelegasikan
pelaksanaan tata laksana _ini kepada Dirjen Bea dan Cukai dalam
bentuk keputusan dan surat edaranPendelegasian ini dilakukan
terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis.

Pelaksanaan  penegakkan  dalam  wujud wewenaﬁg
kepabeanan diatur dalam Peraturan Pemerintah ne. 21 tahun 1996
Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan. Peratuuran Pemerintah
ini juga mé.rupakan wujud delegasi wewenang dari Bab XII [ pasal
74 s/d pasal 92 ] Undang-Undang no. 10 Tahun 1995, Penindakan di
bidang kepabeanan merupakan hal yang penting dalam mendukung
keberhasilan penggunaan sistem EDI terutama di bidang
pengawasan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peratura-n sistem
EDI di dalam hukum kepabeanan Indonesia memang lebih bersifat
teknis. Sedangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan
penggunaan sistem EDI perlu diatur secara khusus dalam suatu

peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini memang penting
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mengingat kemajuan bidang teknologi telah mengubah sangat jauh
model perdagangan luar negeri.

Masalah hukum yang dihadapi dengan munculnya electronic
trading secara keseluruhan memang belum diatur dalam peraturan
perundang—undangén Indonesia.Peraturan perundang-undangan yang
ada saat ini, yaitu KUH Perdata dan peraturan lain yang berkaitan
dengan alat bukti, memang belum mampu menjawab tentang hal-hal
yang berkaitan dengan hubungan hukum dari para pihak dalam suatu
transaksi elektronik. Hal ini disebabkan karena transaksi electronic
irading merupakan paperless transaction, sedangkan hukum
pembuktian di Indonesia saat ini masih didasarkan pada sistem
pembuktian di atas kertas. Dengan demikian authentifikasi dan
validitas dari komponen sistem EDI mutlak dipertukan.

Jika aspek hukum dari penggunaan sistem EDI telah diatur
secara khusus, maka pengaturan pengunaan sistem EDI akan benar-
benar mampu untuk memenuhi asas keadilan dan kelayakan
administrasi. Pengaturan dibuat untuk dapat menciptakan kondisi
yang objektif sehingga dapat memberikan perlakuan yang sama
terhadap anggota masyarakat yang akan melakukan kegiatan
kepabeanan. Selain itu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat
dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami.

Kelayakan administrasi akan membantu instansi kepabeanan untuk

191




melakukan pengawasan terutama terhadap segala bentuk pelanggaran

dan tindak pidana kepabeanan.

B.2.2. Dokumen EDI Yang Diperlukan Menurut Aturan Perdagangan

Luar Negeri

Dengan diéunakannya sistem EDI, penggunaan dokumen
dalam perdagangari' luar negeri dan proses pada khususnya akan
menggunakan dokumen-dokumen khusus selaiﬁ dokumen-dokumen
yang bersifat umum. Dokumen-dokumen khusus tersebut merupakan
dokumen standar yang berbentuk elektronik. Digunakannya
dokumen standar pada sistem EDI Kepabeanan sebenarnya didasari
oleh keinginan untuk menciptakan harmonisasi dan kemudahan
prosedur kepabeanan sebagaimana telah ditetapkan oleh WCO.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa sesuai dengan
aturan-aturan perdagangan luar negeri, sistem EDI Kepabenanan
merupakan suatu bentuk perkembangan di bidang teknologi
informasi yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Sistem
EDI kaitannya dengan aturan perdagangan luar negeri, maka siétem
tersebuf mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sistem EDI
merupakan suatu sistem pertukaran dokumen elekironik yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk

menyampaikan dokumen pabean secara e¢lektronik dengan

memanfaatkan jaringan EDJ BiznisNET.
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Dokumen elektronik dalam sistem EDI merupakan dokumen
hukum dalam perdagangan luar negeri. Dokﬁmen standar yang
digunakan dalam sistem EDI Kepabeanan adalah CUSREP [
Customs Conveyance Report.. Message ] ' yaitu . -dokumeen
Pemberitahuan Kedé;angan Sarana Pengangkut, CUSCAR [ Custom;
.Cargo Report Messdé,e ] yaitu dokumen Pemberitahuan Umum,
CUSDEC [ Customs Declaration Message ] yaitn dokumen
Pemberitahuaan Impor Barang, CUSRES [ Customs Respons
Message ] yaitu pemberitahﬁan respon-respon dari kantor pabean
kepada mitranya, dan CREADV [ Customs Credit Advise Message 1
yaitu pemberitahuan bank kepada kantor pabean mengenai
pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang
dilakukan ‘imortir. Selain dokumen tersebu, proses kepabeanan
sebagai bagian dari perdagangan luar negeni membutuhkan dokumen
pelengkap pabean lainnya yang dikeluarkan oleh instansi-instansi
terkait.

Pénggunaan sistem EDI tidak hanya membantu proses
kepabeanan, tetapi juga proses pengawasan atas barang yang
.didukung oleh sistem cufoms respons reject, pemeriksaan melalui
jalur merah dan jalur hijau, pemeriksaan selektif melalui, risk

management post audit dan pemeriksaan melalui teknologi x-ray

contqainer.
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Dalam kaitanaya dengan sumber hukum, pengaturan sistem

EDI pada dasarnya telah diatur oleh organisasi-organisasi
tnternasional dan setiap anggota dari organisasi-orgénisasi tersebut
| mengadopsi ketentuan yang diterapkan, Péngaturan sistem EDI di
Indonesia lebih bayak diatur dalam hal-hal yang bersifat teknis pada
peraturan  perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Surat
Edaran Dirjen Bea dan Cukai, sedangkén pengaturan sistem EDI
yang bersifat yuridis sampai saat ini belum diatur terutama
pengaturan mengenai EDI sebagai alat. bukti, penyelesaian sengketa
dan masalah aspek hukum yang timbul dari penggunaan sistem EDI

kepabeanan tersebut.

C. EDI Sebagai Alat Untuk Pembukiian Bila Terjadi Sengketa di Pengadilan
C.1. Ifi])l Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Indonesia |
Seperti yang tel;'«.xh dipaparkan dalam hasil penelitian diatas, diketéhui
bahwa alat bukti merupakan hal penting dalam pembukiian atas suatu
sengketa yang tetjadi di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakah
bahwa masalah alat bukti dan pembuktian merupakan bagian dari hukum
acara karena memberikan aturan-aturan tentang berlangsungnya suatu
sengketa di muka hakim atau pengadilan.
Sebuah sengketa yang terjadi di pengadilan dapat bersifat privat

maupun publik. Hal ini akan menentukan prosedur beracara di pengadilan,
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termasuk pengaturan tentang alat bukti ;fang diperlukan. Dengan demikian
masalak elat bukti ini diatur dalam hukum acara perdata atau hukum acara
pidana.

Dalam suatu perkara perdata alat bukti yang-utama adalah tulisan,
sedangkan dalam suatu’perkara pidana alat bukti yang utama adalah
kesaksian. Hal ini dapat dimengerti karena seseorang yang melakukan suatu
tindak pidana kemungkinan akan selalu menyingkirkan adanya suatu alat
bukti, sehingga hukti harug dicari dari keterangan orang-orang vang secara
kebetulan melihat atau mengalaini kejadian-kejadian yang merupakan tindak
pidana tersebut. Dilain pihak, dalam kasus perdata kemungkinan orang
dengan sengaja membuat alat bukti uniuk kepentingas pembuktian
dikemudian hari. Dari sinilah bukfi atau fanda yang dianggap paling tepat
adalah tulisan / bukti tertulis.

Penggunaan EDI dapat pula menimbulkan suatﬁ sengketa diantara
~ para pihak sehingga mengakibatkan dokumen elektronik ini dapat menjadi
suatu alat bukti bila terjadi suatu sengl;cm Ada tiga hal penting vang harus
diperhatikan dari penggunaan EDI seBagai alat bukti, yaitu jenis aalat bukti
EDI, penggunaan EDI sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian EDI
sebagai alat bukii '

| Dokumen EDI sebagai dokumen elektronik merupakan alat
bukti tertulis atau surat. Surat sebagai alat buktl tertulis dai:at
dibedakan dalamn akta dan surat bukan akta. Sedaxllgkanh akta

dibedakan dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Suatu surat
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dapat dikatakan sebagai akta apabila surat tersebut ditandatangani.
Dibuat dengan sengaja dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan

stapa surat itu dibuat. Syarat tersebut berlaku pula bagi dokumen.

C.1.1. Penggunaan EDI Sebagai Alat Bukti

Digunakanﬁéfa ED! sebagai alat bukti pada dasarnya
berhubungan dengan fungsi dokumen itu sendiri, yaitu sebagai syarat
untuk menyatakan adanya suatu hubungan hukum dan sebagai alat
pembuktian,

Penggunaan dokumen EDI  dalam proses kepabeanan
menunjukkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya suatu
dokumen maka perbuatan hukum dalam proses kepabeanan atau
ekspor-impor dianggap tidak terjadi. Dan dengan tidak adanya atau
tidak dibuatnya dokumen maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat
terbukti adanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dokumen sejak

semula dibuat sebagai alat untuk pembuktian dikemudian hari.

Dalam proses pengadilan, alat bukti dapat mempercepat -

proses penyelesaian sengketa baik yang bersifat privat maupun
publik. Dalam proses penyelesaian sengketa terutama untuk kasus-
kasus pidana, penyitaan barang bukti memang sangat diperlukan
dimana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti

dalam proses persidangan.
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C.1.2. Kekuatan Pembuktian EDI Sebagai Alat Bukti

Keberadaan EDI sebagai alat bukti memang tidak dapat
berdiri sendiﬁ, terutama dalam sengketa pidana. Hal ini disebabkan
karena sebuah dokumen atau alat bukti tertalis bukan merupakan alat
bukti utama. Keberadaan EDI sebagai alat bukti perlu didukung oleh
alat bukti lainnya. -

Dalam hubungannya sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian
EDI didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari suatu dokumen.
Selain itu kekuatan pembuktian lahir dari dokumen dapat terlihat
melalui keadaan lahir dari dokumen teersebut. Hal ini berhubungan
dengan ketidak otentikan dokumen dan dapat dibuktikan melatui
tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut.

Kekuatan pembuktian lahir dari EDI secara keseluruhan
sebenamya tidak dai:at terlihat dalam hukum Indonesia. Haal ini
disebabkan karena EDI merupakan dokumen elektronik dimana
penggunaaﬁ dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti
menimbulkan persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidﬁk diatur
dalam hukum Indonesia. Selama ini hukum pembuictian Indonesia
hanya mengatur alat bukti tertulis diatas kertas.

Terdapat beberapa persoalan yang berhubungan dengan
kekuatan EDI sebagai alat bukti berupa dokumen elektronik.
Persoalan tersebut antara lain berhubungan dengan masalah

electronic contrac, tanda tangan pada suatu dokumen elektronik,
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keaslian print out atau copy dari sebuat dokuen elektronik dan beban
pembuktian yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Seperti telah dikemukakan bahwa persoalan hukum yang
dihadapi dengan munculnya electronic trading secara keseluruhan
memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
Indonesta. Pérahlran-'pemndang-undangan yang ada saat iniyaitu
KUH Perdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan alat bukti,
memang belum mampu menjawab tentang hal-hal yang berkaitan
dengan hubungan hukum dari para pihak dalam suatu transaksi
elektronik. Hal ini disebabkan karena transaksi electronic trading
merupakan paperléss transaction, sedangkan hukum pembuktian di
@donesia saat ini masih didasafkan pada sistem pembuktian di atas
kertas. Dengan demikian authentifikasi dan validitas dari komponen
sistem EDI mutlak diperlukan.

Jika aspek hukum dari pengguaan sistem EDI telah diatur
secara khsus, maka pengaturan peggunaan sistem EDI akan benar-
benar mampu untuk memenuhi asas keadilan dan kelayakan
administrasi. 'Pengaturz_s,n dibuat untuk dapat menciptakan kondisi
yang objektif sehingga dapat memberikan periakuan yang sama
terhadap anggota masyarakat yang akan melakukan kegiatan
kepabeanan. Selain itu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat
dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami.

Kelayakan administrasi akan membantu instansi kepabeanan untuk
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melakukan pengawasan terutama t(;rhadap segala bentuk pelanggaran
dan tindak pidana kepabeanan.

Mengingat sampai saat ini hukum Indonesia belum mengatur
persoalan-persoalan tersebut, maka sementara .ini masih mengacu
pada aturan-aturan .intemasional yang dikeluarkan oleh organisasi-
organisasi internasional. Sebagai anggota dari organisasi tersebut
maka sudah sepantasnya Indonesia mengacu dan mengadékan
penyesuaian terhadap aturan—éturan internasional tersebut.

C.2. Kemungkinan Timbulya Sengketé Dalam Penggunaan Sistem EDI
C.2.1. Hubungan Hukum Para Pihak
Pengggunaan sistem EDI kepabeanan dalam perdagangan }uar negeri
melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan karena proses perdagangan
luar negeri tidak berhenti pada eksportir yang melakukan negoisasi dengan
importir, atau sebaliknya: Tetapi proses ini berlanjut sampai dilakukannya
pengiriman barang oleh eksportir dan diterimanya barang oleh importir.
Keterlibatan para pihak dalam proses pengiriman dan penerimaan
barang akan menimbulkan hubungan hukum baik yaﬁg bersifat. privat
maupun yang bersifat publik. Proses pengiriman dan penerimaan barang
sangat berkaitan dengan prosedur ekspor-impor khususnya kepabeanan.
Dalam prosedur inilah penggunaan sistem EDI menjadi suatu hal yang
penting. Mengingat hubunéan hukum para pibak dapat bersifat privat
maupun publik maka penggunaan sistem EDI berkaitan dengan aspek

kukum pula baik yang bersifat privat maupun publik.
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C.2.1.1. Hubungan Hukum Privat

Hubungan hukum privat dapat terjadi bila dalam proses
ekspor-impor, para eksportir dan importir menggunakan jasa PPIK.
PPJK ini dapat terdiri dari freight forwarder dan perusahaan
ekspedisi muatan kapal laut.

Hubungan hukum antara eksportir / importir dengan PPJK
merupakan hubungan pemberian kuasa dan pelayanan berkala.
Masalah pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 ¢/d 1819 KUH
Perdata. Menurut pasai 1792 pemberian kuasa adalah suatu
persetyjuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya kepada
orang lain  yang menerimanya, untuk atas namanya
menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan pelayanan berkala yémg
diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata menunjukkan bahwa
hubungan kerja antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak tetap,
artinya sifat hukum pemberian kuasa ini ada apabila eksportir /
ifnportir membutuhkan jasa PPJK untuk melakukan urusan
pengurusan prosedur kepabeanan.

Dalam hubungan antara eksportir / importir dengqn PPIK,
eksportir atau importir memberikan kuasanya kepada PPJK untuk
mengurus dokumen-dokumen dan pekegjaan-pekerjaan lain yang
menyangkut penerimaan barang dan penyerahan barang untuk
kepentingan pemilik barang. Mengingat masalah pemberian kuasa

merupakan hal penting dalam pengurusan jasa kepabeanan, maka
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dalam melakukan tugasnya PPJK_memerIukan Surat Kuasa dari yang
memerlukan. jasa yaitu eksportir / importir, Langkah selanjutnya
merupakan  inisiatif perusahaan-perusahaan itu sendiri untuk
mempercepat  proses pcnyelésaiannya dan - tugas-tugas tersebut
berakhﬁ pada tallapan sesuai kuasa yang diberikan. Hubungan
hukum ini sudsh pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban dari
para pihak, termasuk tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi
schubungan dengan dilaksanakannya prosedur kepabeanan,
C.2.1.2. Hubungan Hukum Put;lik |
Dalam melaksanakan pengiriman dan penerimaan barang
pada transaksi ekspor-impor, seorang eksportir / importir / kuasanya
hatus mempechatikan berbagai peraturan dan siétem perdagangan
yang ditetapkan oleh suatu negara. Mereka juga harus berhubungan
dengan instansi yang mempunyai peran strategis dalam perdagangan
luar negeri. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan hukum vang
dilakukan oleh eksportir / importir / kuasanya bersifat publik.
Hubungan hukum yang bersifat publik tersebut dapat dilihat
atau terwujud melalui beberapa aspek hukum, yaitu :
1. Hukum Pajak
Pengumpulan penerimaan negara berupa pajak
dalam bentuk bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka
impor harus dapat dicapai secara tepat dengan tahap

mengedepankan kemampuan bersaing dalam memberikan
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pelayanan masyarakat‘ usaha. Pengumpulan penerimaan
negara ini juga dipengaruhi oleh aturan-aturan di bidang
kepabeanan  yang harus  selaln  mengakomodasi
perkembangan yang terjadi dalany bidang perdagangan luér
negeri. Besamnya penerimaan bea masuk sangat bergantung
dari nilai impor terutama yang dikenakan bea masuk, tinggi
rendahnya tarif dan nilai tukar mata vang asing terhadap
rupiah. Dengan demikian peran perdagangan luar negeri
mendominasi pbsisi penerimaan bea masuk. Turunnya tarif
bea masuk terhadap barang impor yang dimaksudkan untuk
meningkatkan daya saing ekonomi atas produk-produk
yang berorientasi target penerimaan bea masuk.

Seperti telah diketahui bahwa cakupan hukum pajak
internasional meliputi National External Tax Law, Foreign
Tax Law dan International Tox Law. Dengan demikian
hukum pajak intemasional ini merupakan kaidah-kaidah
atau norma yang terdiri dari hukum pajak nasional dan antar
bangsa.

Setiap' pembentukan peraturan kepabeanan harus
memenuhi prinsip dan asas hukum pajak internasional.
Prinsip tersebut adalah prinsip kedaulatan, keadilan, negara

hukum, wilayah dan universalitas.
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Penetapan bea ‘masuk pada dasarnya merupakan
wujud kepentingan negara dalam hal ini adalah penerimaan
pendapatan negara. Walaupun demikian penetapan bea
masuk ini harus benar-benar memperhatikan segi stabilitas,
potensial dan fleksibilitas dari penerimaan negara.

2. Hukum Afdministrasi.Negara

Hubungan hukum yang dilakukan oleh para eksportir/
importir / kuasanya dengan instansi pemerintah terutama Bea
dan Cukai, menunjukkan adanya aspek hukum administrasi
negara dalam hubungan hukum tersebut, Hal ini disebabkan
karena instansi pemerintah tersebut merupakan administrasi
negara.. Administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan
dibaweh pimpinan pemerintah dan melaksanakan bagian
tertentu dari pekerjaan pemerintah. Administrasi negara
bertugas mengatur kepentingan umum, dalam kaitannya
dengan fungsi kepabeanan, Bea dan Cukai tidak hanya
mengatur kepentingan umum dalam hal administrasi negara
tetapt  juga melakukan fungsi pelayanan di bidan_g
perdagangan luar negeri.

Seperti telah diketahui bahwa dalam hubungannya
dengan mésalah keuangaﬁ negara, Bea dan cukai melakukan
fungsi administrasi negara di lapangan keuangan terutama

dalam hal pengumpulan pajak. Dalam hal ini Bea dan Cukaj
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bertindak sebagai rtax coil;ctor atau government revenue.
Namun perkembangan yang terjadi saat ini memang
mengharuskan fungsi Bea dan Cukai mulai beralih tidak
hanya sebagai tax collector atay government revenue saja
melainkan juga éebagai trade facilitator. Sebagai trade
Jacilitator, Bea dan Cukai dituntut harus mampu memberikan
pelayanan yang terbaik sekaligus mengawasai arus barang
ekspor-impor,

3. Hukum Pidana |

Seperti yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian
bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab
terhadap persoalan penegakan hukum di bidang kepabeanan.
Fungsi kepabeanaﬁ yang sangat penting ini adalah mencegah
dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan pabean dan cukai serta peraturén
perundang-undangan lainnys .

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik
terthadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di
bidang kepabeanan, maka pejabat pegawai negeri :sipil
tertentu di lingkungan Durektorat Jenderal Bea dan Cukai
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang no.é tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. Pegawai yang diberi wewenang
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sebagai peny%c_lik ini lazim disebut sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS).

Masalah kewenangan penyidikan tindak pidana
kepabeanan ini secara khusus diatu__rrdalam Undang-Undang
no.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu pasal 112 dan
Peraturan fg:merintah no. 55 tahun 1996 tentang Penyidikan
Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam
penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut diéebutkan
bahwa tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai
merupakan tindak pidana fiskal.

Selain masalah penyelundupan. Kewenangan PPNS
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan
penyidikan tindak pidana selain tindak pidana di bidang
kepabeanan dan cukai ( selain Undang-Undang no.10 tahun
1995 dan Undang-Undang no. 11 tahun 1995 ), tetapt
pelaksanaan penyidikan tersebut tetap pada bidang dan fungsi
aparat bea dan cukai adalah dalam hal psikotropika. |
Kewenangan ini disebutkan dalam ketentuan yang diatur
dalam Undang—Undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
yaitu pasal 56 ayat 1 dan penjelasannya dan Undang-Undang
1022 tahun 1997 tentang Narkotika yaitu pasal 65 ayat 1

beserta penjelasannya.
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Perkembangan yang terjadi di bidang kepabeanan

memarng banyak diakomodasi oleh Undang-Undang no. 10

‘tahun 1995. Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum,
undeihg—undang tersebut telah membagi perbuatan yang dapat
dikategorik__an sebagali pélanggaran vang bersifat pidana dan
pelanggaran"yang bersifat admim’strasi.. Pembagian ini pada
akhirnya akan menentukan sanksi administrasi tethadap
pelanggaran yang bersifat administrasi dengan pengenaan
denda dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-
pidana sebagaimana yang diatur dalan.l Undang-Undang no.
10 tahun 1995 atau undang-undang lain yang pelaksanaannya
dibehankan kepada Bea dan Cukai.

Dari hubungan yang timbul dalam prosedur
kepabeanan tersebut dapat dilihat adanya aspek-aspek hukum
tertentu yang bersifat sangatpenting yang harus diperhatikan
.;leh para pibak termasuk aparat Bea dan Cukai. Segala
bentuk kemudahan memang selélu dicipta_ka;rl dalam prosedur
kepabeanan ini dan tentunya akan mempermudah para pelaku
perdagangan luar negeri itu sendiri termasuk Bea dan Cukai.
Kemudahan ini memang banyak macamnya termasuk dalam
hal penggunaan sistem EDI Kepaabeanan. Walaupun
penggunaan sistem EDI Kepabeanan akan membawa manfaat

bagi para pihak, bukan berarti dalam praktek tidak akan
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menimbulkan masalah termasuk tergadinya sengketa diantara
para pihak. |
C.2.2. Timbulnya Sengketa

Dalam setiap hubungan hukum, kemungkinan timbulaya
sﬁatu sengketa selalu dapat terjadi. Adanya hubungan yang bersifat
privat dan publik dgla.m penggunaan sistem EDI Kepabeanan akan
menunjukkan sengketa yang timbul dalam kedva hubungan ﬁuku‘m
tersebut.

C.2.2.1. Sengketa Dalam Hukum Privat

Seperti telah disebutkan dalam hasil penelitian bahwa‘pada
hubungan hukum yang bersifat privat, sengketa yang timbul terjadi
antara pemberi kuasa yaitu eksportir / importir dengan penerima
kuasa yaitu PPJK. Kesalahan dan kelalaian yang dilai(ukan oleh
PPJK dalam mele pengurusan prosedur kepabeanan tentu akan
membawa kerugian bagi para eksportir atau importir sebagai pemberi |
kuasa. Sengketa yang disebabkan karena perbuatan penerima kuasa
akan. berhubungan dengan masalah tanggung jawab. Dalam
kaitannya dengan masalah tanggung jawab ini pasal 1801 KUH

" Perdata menyebutkan bahwa si kuasa tidak saja bertanggung jawab

tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi
juga tentang kelalaign—kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan

kuasanya.
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Mengingat PPJK dapat m;rupakan suatu ekspeditur, maka

- masalah tanggung jawab ini juga diatur lebih lanjut dalam pasal &7

KUHD, Pasal ini menetapkan bahwa tanggung-jawab ekspeditur

terhadap barané—barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya

adalah menyelenggatakan pengitiman secepatnya dengan rapt serta

mengindahkan segala upaya guna menjamin keselamatan barang-
barang terscbut.

C.2.2.2. Sengketa Dalam Hukum Publik

Seperti ielah &keéhui bahwa dalam penggunaan sistem EDIL
sebenamya sengketa yahg terjadi lebih banyak timbul pada hubungan
hukum yang bersifat publik. Hal ini disebabkan karena kebenaran
pengisian suatu dokumen elektronik akan berhubungan langsung
dengan peneﬁtuan bea masuk / pajak ekspor dan pengawasan atas
barang terutama dalam pencegahan penyelundupan dan pelanggaran
di bidang kepabeanan lainnya.

Segala tindakan yang melanggar ketentuan tersebut akan
mengakibatkan para pengguna jasa kepabeanan terkena sanksi baik
yang bersifat administrasi maupun pidana. Sanksi yang dikenakan
para pengguna jasa kepabeanan mefupakan bagian dari penegakkan
hukum kepabeanan. Sanksi bertujuan memulihkan hak-hak negara
dan meryamin ditaatinyé aturan-aturan yang secara tegas telah diatur

datam ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
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Pengenaan sankst sebenamya berkaitan dengan masalar
penyidikan dan aspek penegakkan hukum di bidang peradilan.

Penentuan sebuah tindakan yang dapat dikategorikan melanggir

ketentuan kepabeanan harus didasari oleh alat bukti yang kuat. EDL |

sebagai bentuk doKumen elektronik memegang peranan penting
datam proses penyidikan,

Sebelum sistem EDI  kepabeanan digunaken dalam
perdagangan luar negeri, alat bukti berupa dokumen yang digunakan
hanya berbentuk kertas ‘atau paper document. Dengan adanya
perkembangan ini penggunaan dokumen elektronik membutuhkan
peninjauan dan pengatutﬁn tersendiri dalam sistem hukum Indonesia.

Dari pembahasan diatas maka dapat dikatakan bahwa
perkembangan pembangunan nasional dalam perekonomian terbuka
seperti Indonesia sangat dipengaruhi dan berkaitan erat dengan
perkembangan ekonomi dunia serta perubahan pola perdagangan
antar bangsa yang biasa dikenal dengan perdagangan luar negeri.
Perdagangan luar negeri akan membawa pergeseran struktural dalam
orgaisasi perekonomian negara, terutama dalam memberi peluang
baru kepada perusahaan, te.naga ketja dan konsumen. Secara ringkas
kemampuan suatu bangsa untuk menangkap peluang ekspor dan
bereaksi terhadap impor adalah determinan utama dari kinerja

verekonomian nasionalnya.
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Transaksi perdagangan luar negeti yang lebih dikenal den@an
istilah ekspor-impor pada dasarnya merupakan tindakan membeli ¢an
menjual barang yang dilakukan oleh para pengussha yang bertempat
di negara vang berbeda. Transaksi ini secara langsung akanisaling
berpengaruh dengan pertumbuhan ckonomi negara-negara ying
terlibat di dalamaya..

Tidak dapat diﬁungkiri bahwa dunia bisnis terutama dalam
hentuk perdagangan luar negeri akan semakin meningkat seirng
dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengakibatkan
hampir hilangnya batas-batas antar negara. Keadaan ini tampaknya
akan semakin berkembang sejalan dengan adanya globalisast
perdagangn bebas antar negara dan antar bangsa yang sudah tidak
dapat dihindari lagi penyampaian penyimpanan pengelolaan,
penelusuran  dan penyajian informasi. Perkembangan teknoogi
informasi mcﬁlaﬁg ditandai dengan ciri-ciri kecepatan, kapasitas,
keterpaduan, kemudahan, kernampuan dan jengkauan scita
keterbukaan. Perwujudan dari ciri-ciri tersebut dari hari ke hari
ternyata mcngala;mi perubahah seiring dengan kemajuan teknologi
yang ada.

Perkembangan teknologi jaformasi yang pesat ternyata tidak
sekedar ditandai oleh penggunaan komputer diberbagai bidang, akan
tetapi juga mengakibatkan perubahan di berbagai sendi kehidupan

inasyarakat. Perubahan-perubahan tersebut antara tain adalah
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perubahan pandangan ke masa depan, perubahan cara berpikir din
perubahan yang tidak diantisipasi sebelumnya yang pada akhirnya
akan menimbulkan permasalahan di bidang hukum.

Perubahan yang telj;di dalamdunia’ bisnis dan tala
perekonomian dunia akibat dari adanya perkembangan teknologi
yang ada temyata juga menuntut perkembangan di bidang hukumn

dalam meyelaraskan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-

permasalahan baru yang timbul. Hal ini dimungkinkan karena adanya

celah-celah yang selama ini belum mendapatkan pengaturan. Bentuk
perkembangan pengaturan di bidang hukum tersebut dapat berupa
penambahan pengaturan baru atau dengan merubah peraturan yang
sudah ada.

Dengan demikian hukum memang harus mampu
menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada, mengingat
peranan hukum yang begitu penting dalam menciptakan kepastian,

keadilan dan keseimbangan diantara berbagai kepentingan di dalam

" masyarakat. Hukum juga harus mampu memikirkan kemungkinan-

kemungkinan yang akan timbul sebagai wujud kebutuhan ekonomi

bangsa Indonesia baik secara makro manpun mikro di dalam konteks

sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dunia.
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

B;erdasarkan perabahasan terhz;dap hasil penelitian yang divraikan pada bab
sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem EDI pé.da Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kurang dapat |
berjalan dengan baik, artinya belum murni. paperless system karena masih
menggunakan dokumen kertas lain (B/L). Terdapat beberapa hambatan di dalam
pelaksanaan sistem EDI yattu terbatasnya jumlah peserta perusehaan yang aktif dan
jﬁmlah bank devisa yang menjadi peserta program EDI. Di samping itu dalam
pelaksanaan sistem EDI di KIBC Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanya
melayani pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) saja belum
meliputi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), schingga penggunaan sistem ini
dirasakan belum maksimal Hambatan lain yaitu hambatan yaﬂg bersifat teknis dan
non—_teknis. Hambatan teknis yang menyangkut dengan prosedur pelaksanaan sistermn
EDI dan hambatan non-teknis berkaitan dengan kurangnya pengaturan EDI
dibidang hukum. ?:l kel ~hins 7

2. Masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan Sistem EDI dan s‘olusiny.a meliputi

- a Dalam sistem hukum di dunia setiap transaksi tertentu harus dalam bentuk
tertulis, EDI bukanlah suatu ‘dokumen’ tertulis. Solusinya, sistem EDI
mengandung/berisi informasi di dalamnya dan dalam bentuk berwujud/dapat

dilihat mata manusia yang diartikan sama dengan tertulis.
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>, Nilai bukii dari EDI, bahwa cetakan komputer dan bentuk elektronik lainmya

dikatcgorikan scbagai bukti hearsciy. Olch karcna itu pencrimaannya sebagai

bukti dimungkinkan dengan cara mendalilkan bahwa dokumen — dokumen

tersebut adalah business records,

. Beban pembuktian (Buréien off Proof), bahwa pandangan beban pembuktian

terletak pada pihak yang membawa masalah terscbut pada pengadilan. Berkait

dengan beban pembukﬁan EDI pandangan tersebut tidak berlaku, tergantuﬁg
y

faktor faktor tersebut membenarkan peralihan beban pembuktian.

. Dokumen harus asli / original. Keter;tuan dokumen harus dalam bentuk asli ini

mcrupakan hambatan dalam penggunaan EDI di dalam pcrdagangan

internasional. Solusinya adalah dengan memperluas definisi asli yéitu diperluas

meliputi “perintah” dan cetakan EDI (EDI messages ahd records) dan

menunjuk pada pendekatan bahwa mereka mempunyai fungsi yang sama

(furtctional — equivalent approdch).

. Tanda tangan dan keotentikan, bahwa banyak tehnik, misalnya digital

signature telah dikembangkan untuk menunjukkan keaslian dari pengiriman

dokumen secara elektronik. Sedangkan tehnik encryption tertentu dapat melihat

keotentikan dari sumber perintah dan juga menguji keaslian dar isi perintah

tersebut.

Pelaksanaan dari }.contrak, Electronic Bill of Leading (Bill of lading
_ Elektronik), dan sistem yang dikembangkan oleh Internasional Maritime
Counci{ (CMI), juga r_ﬁcrupakan hampitan_, scrta  ponggantian ke sistem

Electronic Data' Interchange (EDI) ternyata terhambat dikarenakan tidak

2




3. Dokumen EDI pada dasarnya dapat dipakai seb

adanya keseragaman di dalam sistem EDL Solusinya pada saat ini telah

dibentuk suatu bahasa standard untuk lingkup data intcrnasional.

ukti bi_la terjadi sengketa
di pengadilan, baik sengketa perdata‘ maupuh.gengketa ;Sida‘ha ~Namun pemakaian
dokumen EDI scbagar alat bukti ini belum diatur secara khusus dalam hukum
Indonesia , sehingga hal ini perlu segera dipikirkan dan direalisasikan oleh para
pengambil keputusan Evaiuasi tethadap Sistem EDI kattannya dengan aturan
perdagangan internasional bahwa s;suai dengan aturan-aturan perdagangan
internasional sistem EDI Kepabeanan merupakan suatu bentuk perkembangan di
bidang teknologi informasi yang digunakan dalam perdagangan internasional.

Sisteni EDI mempunyai katakteristik tersenditi yaitu sistem EDI merupakan suaid

sistem pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan sehingga dokumen

clekironik dalam sistem EDI merupakan dokumen hukum dalam perdagangan

internasional. Délam kaitannya dengan sumber hukum, pengaturan sistem EDI pada
dasarnya telah diatur oleh organisasi — organisasi internasional dan setiap anggota
dari orgaﬁisasi-organisasi tersebut mengadopsi  ketentuan yang diterapkan.
Pengaturananya di Indonesia lebih kbanyak mengenai hal yang bersifat tel&zis

prosédural sedangkan yang bersifat yuridis sampai saat ini belum diatur.

S R 1 V.




B. Saran
1. Perlunya sosialisasi dan optirrialisasi penggunaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang oleh perusahaan —perusahaan ckspor impor yang ada di Semarang

dan di Jawa Tengah pada umumnya;

2. Perlunya intensifikasi penggunaan sistem EDI untuk menunjang daya saing produk-

produk ekspor impor Indonesia di paéar luar negeri;
3. Perlunya dipikirkan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

beroperasinya sistem EDI seperti yang terdapat di dalam pengoperasian internet.
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